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ABSTRAK

. Nama : J. Bilal Tadjoedin

. Judul Tesis : Self  Regulation Profesi Notaris  Untuk

Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Serta Layanan Kepada Klien

. Halaman : viil + 80+ 19872008
. Kata Kunci | Self Regulation, Kode Etik Notaris

N

Self Regulation merupakan tuntutan bagi semua pihak yang memunyai
kepentingan terhadap peranan notaris, tujuannya adalah sebagai payung
dalam menialankan tugasnya. Persturan tersebut berwujud berupa
penctapan kode etik notaris, hal ini meruopakan bagian profesi notaris
dalam menentukan bagaimana mereka seharusnya melaksanakan tugas,

Koide etik notaris ini dapat bertindak sebagai rambu lalu lintas yang
mengarabkan kepada sikap dan perilaku para notaris untuk tetap berada
pada jalur yang benar. Komitmen mereka dituntut untuk tetap
dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, teratama pada saat mercka
melakukan pekerjaan. Jika mereka tidak menjunjung tinggi kode etik
notaris tersebut, rnaka mercka akan menychabkan temoda keluhumn dan
mariabat profesi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 3¢ Tahun
2004 Tenlang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan
mgas jabatapnya, seorang notaris harus memiliki intepritas dan
bertindak professional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan
amanah, fuiur seksama, mandin dan tidak berpihak serts menjaga sikap,
tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat den
1anggung jawab sebagal notaris,
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ABSTRACT

Self Regulation is a demand to all party’s that have interest in the notary
role. The purpose to self regulation is 1o act as an umbrella in order 1o
do its job. The rule is in shape of the notary code of ethicts, this is apart
of the notary profession in order to determint how they should do their
duty. The notary code of ethicts can act as a guidance to direct the
notary aftiiude an behavior o stay in the high cowse. Their
commitment to uphold the notary code of ethicts must be done in a daily
basist esspecialy when they are doing their job as a notary. If they do
not uphold the notary code of ethicts then they will causea downgrade of
dignity to the notary profesion. That’s why the law ordinance nember
3072004 abogt the notary profeston demand that in order the notary to do
their job, a notary must do their job with a sense of trusteaship, honesty,
diligent, doesn’t take any sides. And a notary must guard or watch their
behavior accordingly o the notary code of ethicts, their dignify and
responsibility 4s a notary.
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SELF REGULATION KODE ETIK PROFESI NOTARIS UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS SERTA
LAYANAN KEPADA KLIEN

BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalaban

Profesi notaris merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi
suatu negara, hal ini disebabkan peranannya turut menentukan terjadinya
transaksi bernilai ckonomis. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebul seperti
yang terdapat pada kepiatan di aniara lain pasar modal, iransaksi sewa guna,
transaksi simpan pinjanm.  Profesi Notaris wrut serta dilibatkan sebagai
bagian profesi vang dapat menentukan trangaksi-trapsaksi {erientu yang
memang scharusnya mereka dilibatkan, Dengan keterlibatan profesi notaris,
transaksi- trangaksi yang berntlai ekonomis tersebut akan dapat memberikan
jaminan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena sangatlah penting untuk
memposisikan profesi notaris sehagal bagian yang penting dalam selurh

kegiatan ekonomi Negara,

Setiap profesi akan melindungi dirinya sendiri dengan membuat
peraturan-peraturan sehagai payung dalam melaksanakan profesinya. Ini
merupakan usaha yang mereka lakukan sendiri scbhagal bagian untuk lebil
meningkatkan kualilas proses keria yang mereka lakuken sendiri, vaity
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disebut sebagai selfregulation’ dari profesi itw sendir, Ussha ini
dituangkan dalam bentuk kode etik profesi, ini disebut etika profesi yang
dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan prakiek kerja mereka
melakukan untuk memenuhi pelayanan kepada para kliennya,

Peraturan ini juga scharusnya mencapai kescimbangan dalam
pencapaian pemenuban kebutuhan atau keinginan publiknya sebagai
pemakal. Namun, etika profesi (kode etik) ditentukan dan ditetapkan oleh
mezcka sendin (seiffregulation), maka sering temadi kede etik lebih
tendensius memayungi profest mereka sendin.  Sulit sekali, kode etik
profesi akan mencapai keseimbangan diantara kedua pihak, sedangkan
proses pembuatannya hanya dilakukan oleh pihak profesinya. Kondist ini
juga menyebabkan ada pencapaian kualitas layanan vyang tidak dapat
terpenuhi pada hal-hal tertentu, seperti pihak klien yang sulit dihadirkan
pada saat penandatanganan skta atau ada kesepakatan diantara kedua pthak
yang terayala bertentangan dengan Undang-Undang.  Oleh karena itw
pencgakkan kode etk profesi secarg lebih teguh untuk lebih meyakinkan
bahwa proses kerja profesi notaris menjadi lebih kuat secara hukum,

Profesi Notans, jalah bahwa ia karenz undangundang diber
wewenang menciplakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian
bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik ity pada pokoknya dianggap

benar,

' Pengurus Pusat Tkatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia D, Sekarang, dan
di Masa Datasg, bal. 153,
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Notaris adalah satu-satunya pejabat ymum yang berhak membuat akta
olentik sebapsi alat pembukiian yang paling sempuma. Notaris adalah
kepanjangan tangsn negara dimana ia menungikan sebagian tugas negara di
bidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan
hulaim dalam bidang hulcam privat kepada warga negara telah melimpahkan
sebagian wewenangnya kepada notaris untuk membuat zkta otentik. Oleh
karema itu, ketika menjalankan tugasnya, notaris wajib diposisikan sebagai
pejabat urpum yang mengemban tugas. Dengan demikian harus diakui
notaris adalah jabatan pengabdian kepada kepentingan negara dan
masyarakat.

Adanya kondisi perbedaan harapan {gep «xpectation) diantara profesi
notaris dan kliennya, hal ini discbabkan tidak ada titik femu antara harapan
kliennya dan profesi notaris. Profesi notaris harus dapat mereduksi gap,
terjadi melalui proses kerja berkualitas dalam melayani mereka apar sesual
dengan harapannya. Namun sering ferjadi adanya harapan klien vang dapat
menimbulkan konflik dengan kode etik profesi, sehingga sulit sekali profesi
notaris untuk memenuhi harapan itu. Jika itu dipenuhi cleh profesi notaris,
maka ini akan berakibat restko tinggi bagi profesi notaris. Hal ini
merupakan pelanggaran kode etik profesi untuk dapal memenuhi hamspan
kliennya.

Reduksi gap dilakukan oleh profesi notaris tanpz mengorbankan
profesionalitas mereka. Dengan usaha itu, maka akan terkondisi pada
pencapaian kessimbangan diantars kedua pihais:a profesi notaris sebagai
pelaksana kode etik profesi dan pihak klien sebagai penerima jasa pelayanan
yang dihasilkan oleh profest notaris. Kondist ini merupakan ckspektasi
yang ingin dicapai oleh semua pihak, Astinya kode etik profesi tersebut
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yang merupakan peraturan atau pedoman tersebut akan dapat memenuhi

pareis oplimalisasi, yattu kedua sist akan dapat terpenuhi tujuannys.

Dalam Undeng-Undang No. 3¢ Republik Indonesia Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris i diatur secara rinel tentang Jabatan Umun yang
diiabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa Akta Otentik yang dibuat
oleh atan di hadapan Notaris mampu menjamin kepagtian, ketertiban, dan
perdindungan hukum,

Undang-undang telah mengatur bahwa profesi notans telab dibenkan
dan dipercayakan untuk membuat akta notarts dan sebaliknya pibak
masyarakat harus juga seccara sukarela untuk  dapat  menyerahkan,
memberikan dan mempercayal dalam membuat akta potaris. Hal i
diperkuat dengan isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notans pada Pasal 15 ayat 1, yaitu berbunyi :

“Notaris berwenang membuat akia otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian  dan ketetapan yang dikoruskan oleh perawwran dan
perundang-undangan  daw/atgw  yang  dikchendald  oleh  yang
berkepentingan nntuk dinyatakaen dalam  akia otentik, menjamin

kepastion tanggal pembuaian ekta, menyimpan akia ™.

? indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notarls, UL, No. 30, LN No, 117 iahun
2004, TLM No, 4432, Pasal 15 avat 1.
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Seperti vang dinyatakan oleh JOSEPH JURAN dan EDWARD
DEMING :

“Quality is important, “or"” If we don’t inprove owr guality, the US
economy Is gofng to suffer badly and onr guality of life and posidon of

econonic dominarce will decline. "

Jelas, pernyataan ini sangat kuat sekali untuk memberikan gambaran
dengan peningkatan kualitas bagi setiap pelaku dalam kegiatan ekonomi
akan menvebabkan kehidepan vang lebih baik, jike pencapaian kualitas
kerjanya rendah, maka hal ini akan menyebabkan rusaknya sendi-sendi

ekonom,

Self-regulation pada setiap profesi biasanya dibuat dalam bentuk
peraturan etika profesi vang mereka harus junjung tinggi,  Hal iai
merupakan gambar kesnksesan dari profesi notards, yaitu ada tiga nilat dasar
notaris sukses; integritas, kualitas hukum dan kuafitas pelayanan®. Ketiga
nmilal dasar dapat dicepai melalui pendidikan profesi secara formal,
pengalaman yang mereka dapatkan dan etika profesi yang mercka pahami
dan merska hayati, seria laksanakan,

Integritas, divkyr dan  ketidakberpihakan {independent), adil
(impartiatity} dan kepercayaan (frustworthiness}. Kualitas hukum diukur

Y Gisela Shaw, Notaries - A Profession Between State and Markes, University of the West of
Englong Briste], United Kingdom.
* pengurus Pusat tkatan Notaris Indonesia, Qp.cit. hal. 1753
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dari kualitas akia notaris yang mercka terbitkan.  Sedangkan kualitas
pelayanan divkur dari kualitas notaris dalam melayani kliennya.’

Self-regulation merupakan peraturan dalam etika profesi yang mereka
telah tetapkan dalam pelaksanaan tugas kerfa yang mercka lakukan dalam
rangka memenuli kebutuhan dan keinginan publik pemakainya. Berbicara
etika, hal ini menyentuh unsuy yang paling hakiki dad divi manusia yakni
murani (sowf). Oleh karena ttu dengan etika profesi teysebut, maka kualitas
kerja mereka akan mencapa: tingkatan yang paling tinggi dalam memenubhi

kebutuhan para pemakal atau pengguna profesi notaris.

Self-regulation  merupakan  tuntutan bapi semua pihak  yang
mermpunyat kepentingan terhadap peranan notards, tujuannya adalah schagai
payung bapi mereka untuk melaksanakan tugasnya, Peraturan terssbut
berwujud berupa penefapan kode etik notaris, hal inf merupakan bagian
mereka  sendin dalam  menentukan  bagaimana mereka  scharusnya
meiaksanakan tugas. Kode etik notaris ini dapat bertindak sebagai rambu
falu lintas yang mengarabkan kepada sikap dan perilaku para notaris untuk
tetap berada pada jalur yang benar. Komitmen mereka dituntul untuk fetap
dilaksanakan dalam kehidupan sehari-han, ferutama pada saat mereka
melakukan pekengan.  Jika merska tidak menjunjung tinggi kode etik
notaris tersebutf, maka mereka akan menyebabkan ternoda keluhuran dan

martabat profesi,

! Nizole Kuijpers, Joelfe Noailly, Ben Vollard, Liberalisation of the Dutch Notary
Profession, September 2008,
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Mercka sebagai profesi notans dalam melaksanskan fugas dapat
dicurigai memanfaatkan profesinya hanya untuk kepentingan pihaknya,
tanpa mehibat kepentingan pihak lainnya, khususnya pada pemskai jasa
raereka. Dengan kode etik profesi yang mercka tetapkan sendin sebagad
seff-regulation mereka tersebut dapat menjadi pedoman dalam melakukan
prakiek kerja mercka dan ind harus dapat dijunjung tinggi demi tercapainya
tingkat kualitas yang tinggi vang pada akhirnya dapat tercapai kepuasan

kliennya.

B. Pokeok Permasalzhan

Dengan berdasarkan latar belakang masalah vang telah dipaparkan
schelumnya dapat ditentukan permasalahan, yaitu scbagai benkut ¢
i. Apaksh seff-regulation (kode etik profesi) dapat meningkatkan
kualitas pelayanan jssa yang dihasiikan oleh profesi notaris ?
2. Apaksh seifregulation (kode etk profesi) dapat mempengaruhi

kepuasan klen,

€. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, metode vang digunakan adalah metode

penelitian normatif yang berbentuk kepustakaan (Library Research) dan

penelitian lapangan (Fiefd Research).
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Adspun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan {Library
Research) adalsh penefitian dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu °
artikel-artikel, buku-bukn ilmizh dan hasil-hasil seminar serta makalah-
makalah darl internet yang memang berhubunpan dengan implementasi
praktek kerja dari kode etik profesi nolaris. Hal ini merupakan tanggung
jawab profesi notaris untuk lebih meningkatkan profesionalitas mercka

melalui implementasi kode etik profesi mereka.

Metode penelitian ini digunaken untuk melakukan pengkajian lebih
dalam menguraikan serta menganalisa terhadap beberapa teord, literatur dan
hasil-hasi] penelitian tentang pengaruhnya self-regulation yaitu kode etik
profest terhadap kualitas hasil kerja profesi notaris dan kepuasan kliennya.
Kode etik mi bermaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan
Notaris dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, khususnya kewajiban
Notaris sebagat pejabat umum unfuk menegakkan kode Etik Profesi Notaris.

Adapunt penelifian lapangan (Field Revearch) dilakukan sebagai
pendukung terhadap studi kepustakaan, vaitu dengan melakukan sedikit
wawancara kepada pthak-pihak yang memiliki pengetahuan dan mengetahui
kondisi sitvasi sebenarnya yang tegadi di lapangan schubungan dengan
penulisan ini seperti INI (Jkatan Notanis Indonesia), MPD  (Majelis
Pengawas Daerah} dan Notaris,

¢ Soerjono Sockamio, Pengantar Penglitian Hukum, {iskaria : U Press), hai. 52.
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D, Sistematiks Penulisan

Judul Tesis ini adalah SelfRegwlation Profesi Notaris Untuk
Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Serta Layanan Kepada Klien,
Maksud dan tujuan dari pemilihan sistematika penulisan ini adalah untuk
memberikan gambaran mengenal permasalzhan yvang akan muncul ke
permukaan mengenai implementasi kode etik profesi notaris. Pada tesis ini
terbagi dalam 3 bab yang terdirl dari beberapa sub-bab vang disusun secara
sistematis sasuai dengan penjelasan sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

i dalam Bab 1, dijclaskan tentang lLatar Belakang Permasalahan,
Pokok Permasaiaban, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB il KAJIAN TEOQRI DAN ANALISA

Pada Bab 1I akan dijelaskan dan dikaji lebih dalam mengenal teori-
teori, Literatur dan hasii-hasil penelitian vang berkaitan pokok permasalahan.
Hal ini bertuinan untuk membuktikan implementasi kode ik profesi notaris
dapat meningkatkan kualitas proses kerja sertz dapat meningkatkan kualitas
profesi nolaris dan scharusnya secara otomnatis dapat meningkatkan kualitas
layanan kepada kliennya, Pada Bab Tf ini akan divrsikan secara ringi, yaitu
schagal berikut

A, Kasan Teor dan Literatur

I. Definsi Profesi

2. Definisi Etika dan Etika Profesi

3. Kode Etik Profesi sgbagai Seif-Regulation
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4. Sejarah lkatan Notaris indonesia {INI}

5. lmplementasi Kode Etik Profesi Notaris sebagai Wujnd
Peningkatan Kualitas Profest Notans.

6. Dewan  Kehormatan lkatan  Notans  Indonesia  dan
Kewenangannya

7. Impiementasi Kode Etik Profesi Notanis sebagai Peningkatan
Kualitas Layanan Kepada Klien

8. Implementasi Kode Etik Profesi Notans sebagal Peninglatan
Kualitds Hukuin dalam Pembuatan Akia

9. Analisa Pengaruh Implementasi Kode Etik Profesi Notaris Dapat
Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Serta Layaran Kepada
Klien,

EAB I PENUTUP

Dalam Bab IIT merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dari
pergelasan dan uwrmian Bab [ dan Bab I Pada Bab ini juga lebih
menitikberatkan pada pengkajian teori dan literatur serta hasil analisa yang
akan diperkuat dengan dasar tean dan fiteratur yang telah dikumpuikan dan
dipaparkan. Hal inf agar lebik dapat memecahkan pokok permasalahan

yang telah dimunculkan pada tesis ini.
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BAB 11

KAJIAN TEORI DPAN ANALISA

A. Profesi Notaris

Profesi akan mempunysi arti yang berbeda, hal 1 disebabkan setiap
orang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ini terkait dengan latar
belakang, pendidikan dan kegiatan orang yang bersangkutan. Namun, hal
yang terpenting adalah profesi melekat pada setiap orang yang memang
mempunyai keshliian sesuai dengan bidangnya, soria dapat mengaplikasikan
keahiiannya yang dapat diberikan kepada pihak lainnya.

Pernahaman mengenal profesi, profest adalah sebuah pilihan vang
sadar dilakukan sesecrang, scbuah pekerjaan yang secara khusus dipilih,
dilakukan dengan konsisten, berkelanjutan ditekuni, sehingga orang Iain
dapat menyebut kalan dia memang berprofesi di bidang tersebut’, Pada
profesi seharasnya melekat profesionalisme yang memayungi profesi, yaitu :
semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideology, pemikiran, gairah untuk
terus menerus secara dewasa  dan secara intelektual untuk  terus

meningkatkan kualitas profesi merek

Profesi Notaris merupakan profesi jabatan nolaris seperti yang
termakiub dalam Pasal 15 avat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004
tentang jabatan Notaris bahwa :

? Hidayat Nur ‘Wahid, Benang Hifau Profesi & Profesionalisme, hal. 7
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“Notaris  berwenang membnat  aida  olentik  mengenai  semuwa
perbuatan, perfanjian daw ketetapan yang dtharuskan oleh peraturan
dan perundang-undangan  danfatu yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyaiakan delam akia otentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan alda, menyimpan alda, memberikan
grosse, salingn dan kutipan okta, semyanya sepanfang pembudtan
akee itu tidak juge dingaskan atan dikecualikan kepude pejabat lain
atau orang fain yang ditetapkan oleh Undang-Undang™.

Hal i mengartikan bahwa profest Notaris membenkan kepastian
hukum dari sisi kessliannya suwaty akta yang mempunyai kekuatan
pembukiian, yaitu secara laluriah, formil maupun maten! termasuk juga

etika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Namun dalam pelaksanaan jabatan Notaris tidak hanya menjalankan
pekerjaan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, Profesi Notaris
juga menjalankan suatu fungsi social yang sanpat penting vaitu bertanggung
Jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan magyarakat wnum
vang dilayaninya, scorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik
Profesi Notaris. Hal ini masth menjadi pertanyaan dalam pelaksanaan
dilapangan apakah memang para profesi Notaris melaksanakan Kode Eitk
tersebut,  Profesi Notaris tidak bermaksud ontuk melanggar Kode Etik
Profesi, namun Profesi Notaris dengan terpaksa harus memenuhi permintaan
kliennya untuk dapat melayaninya dan begitu pula sebaliknya dimana
Profesi Notaris denpan sengaja melanggar Kode Etik Profesi Notaris.

Seperti misalnya Seorang notaris wanita bernama Zulaika. Dia notaris muda

1 UU. N, 30 tahun 2004, Op.cit., Pasal 15 ayat )
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berusia 32 tahun. Suate saat dia mendapat undangan vntuk hadir dalam
Rapat Umura Pemegang Saham (RUPS) PT. Angin Ribut. Pada har vang
ditentukan, Zulatka membawa dua orang asistennya untuk hadir dalam acara
RUPS tersebut. Ketika acara RUPS sedang berlangsung, tiba-tiba telepon
genggamnya bergetar. Terbhat panggilan dari nomer pembantunya Lem
yang mengatakan bahwa sekarang dia ada di depan pintu masuk ruangan
Rumah Sakit membawa Reza anak Zulaiks yang baru berusia 4 bulan
menangis terus karena badannya demam. Mendengar hal ity secars reflek
Zulaika langsung berlann keluar dan menyerahkan jalannya sidang kepada
para asistennys tanpa meminte skorsing, Padahal di dalam rapat masih ada
empat agenda rapat penting yang belum dibicarakan. Zulaika lupa bahwa
sebagai notaris ia harue menyaksikan langsung semua runfutan peristiwa
RUPS dari swal sampai akhir tanpa boleh meninggalkan tempat kecuali
minta skorsing. Kasus ini menonjukan bahwa adanya pelanggaran Kode

Etik Profes: Notaris dard Profesi tersebut dalam melayani kliennya.

B, Etika Profesi sebagai Self-Regulation

Pada Webster Collegiate Dictionary kata ethics (etika) mempunyal 4
makna dasar, yaite® :

1. Memegang teguh sehubungan dengan apa yang dikatakan baik dan buruk
terhadap tugas dan kewajiban secara moral,

2. Sekelompok atau sekumpulan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral,

3. Sustu teori dan sistem nilai-nilai moral.

4. Prinsip-prinsip pelaksanaan pengelolaan atau penentuan suatu individu
atau kelompok. Seringkali menemukan kata etika berkenaan dengan
benar dan salsh atau baik dan buruk pada setiap bentuknya. Seperti vang

® Duska and Duska, Acoouniing Ethics, hal, 28,
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diungkapkan oleh SUMARYOND ctika mempunyai makna sebagai adat
istiadat atau kebiasasny yang baik'®. Ini memberikan arti aturan yang
seharusnya dilaksanakan oleh setizp manusia sebagai individu sosial atau

kelompok sesial dalam menjalankan fungsinya.

Etika moral berkenaan dengan kebiasaan bertingkah laku dan
berperilaicu balk dan benar sesuai dengan kodrat manusia. Jika Etika ini
dilanggar, maka hal ini akan menyebablan pelanggaran etika vang telah
borlaku.,  Jelas, pelangparan tersebut akan menimbulkan perbuatan yang
tidak baik dan tidak benar. Oleh karena itu setiap Profesi harus memiliki
sendirt Etika Profesi vang bissa disebut Kode Etik Profesi. Hal ind
mengartikan bahwa Kode Etik Profest dibuat oleh profesi untuk mengatur
mereka sendiri dafam melakukan pelaksanaan kerjanya.

Kode Eiik Profesi Notaris adalah scluruh kaidah moral yang
ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi
seluruh anggeta Perkumpulen miaupun orang lain yang memangku dan
menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam
kehidupan sehari-hari''. Kode Etik Notaris memuat unsur matenial tentang
kewajiban, larangan pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terbukti
seorang notaris bersalah.

Kode Etk Profesi Notaris merupakan seifregniation bagi seluruh
profesi Notaris dalam roelaksanakan tgas dan pekerjaannya, sera
memberikan pedoman dalam berperilaku sehari-harl,  Hal yang sangat

B EY. Kanter, Evike Profesi Hukum : Sebuak Pendekatan Soxis-Religins, Storia Grafika
2608, kal 12
* Roesnastiti Prayitno, Bohan Kiliah Kode Etik Notaris, hat. 82
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mendasar  Kode Etik tersebut harus  tercapai  kescimbangan antara
permintaan klien atau kebutuhan klien dan kvalitas layaman dari profesi
Notaris. Inf disebabkan kedua pihak yang pelaksana dan penerima jasa
notaris tidak tercapal titik temu, akibatnya tgjadi suvatu kondisi adanya
kesenjangan harapan {gap expectation)'?, Sering kali terjadi adanya
benturan kepentingan disatu sisi Profesi Notaris tidak akan melanggar, di
sisi Jain pihak penenma jasa (klien} mempunyal harapan yang sulit dicapai,

Kode Etik merupakan aturan-ativgn atsy norma-norma baik yang
tertulis maupus tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta
pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar
perilaky orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya.
Kode Ettk Profesi int merupakan hasi] dart formulasi yang tclah ditetapkan
oieh mereka sendin dalam pelaksanaan proses kerja yang lebih berkualitas
serta segala tingkah laku vang menunjukan keprofesionalitasan dari profesi
Notaris tersebut.  Olek karena itu Kode Etik ini meniadi kewajiban bagi
setiap profesi untuk diperhatikan dan dijelankan secara professional.

B.1. Etika Kepribadisn Nofaris

Profesi Notaris sebagai pejabat umum harus '%;

a,  Berjiwa Pancasila
b.  Taat pada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris
¢.  Berbahasa Indonesia yang baik.

12 Wihyudi Prakarsa Benyamin, Peningkatan don Pemantapan Peron dan Posisi Profesi
Akuntanst Datam Lingkungan Yang Berubah, hal 75,
™ Roesnastiti Prayiton, Op.cit., hal. 58
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Profesi Notaris sebagai seorang yang professional harus

Memiliki pentlaku professional

b, Tkut seria dalam pembangunan nasional di bidang hukum

¢.  Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris
Profesi Notaris sebagai seorang yang harus professional adalah

maksudnya sebagat benkut

a2 Mempunyai kempetensi dalam bidangnya sebagal scorang yang ahli
dalam bidang kenotariatan dan ini barus didukung oleh pengetahuan
dan pengalaman yang tinggl.

b, Mempunyai integritas iioral yang tinggi untuk menghindari sesuatu
yang tidak baik walaupun imbalan jasanya sangat tinggi, artinya
peiaksanaan  pekerjaanys  harus  selaras  dengan  nilai-nilas
kemasyarakatag, kepatutan dan agama.

¢.  Harus memiliki kejujuran tidak saja pada pihak idien tetapi juga pada
pihak lainnys, dimzna dalam pelaksapaan kerjanya akan dapat
berinterakst.

4. Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap tugas yang mercka emban.

Berpegang tegub pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan
zegala periiaku yang harvs dimiliki oleh seorang Notaris,

B.2. Etika Pelaksanaan Tugas Jabatan Profesi Notaris

Notaris schagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatan harus"

9 15id, hal. 60
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B.3.

Menyadan kewsjibannya, bekerjs sendir, jujur, tidak berpihak, dan
penuh fanggung jawab,

Menggunakan satu kanfor yang telah ditetapkan sesuai dengan
Undang-Undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan
tidak mengpunakan perantara,

Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi,

Harus memasang tanda papan nama menurt ukuran yang berlaku.

Etika Pelayanan terhadap Klien

Profesi Notaris scbagai pejabat umum harus' -

Membenkan pelayanag hukum Kepada masyarzkal yang memeriukan
jasanya dengan sebaik-baiknya,

Menyelesaikan akia sampai ishap pendaftaran pada pengadilan negeri
dan pepgumuman dalam berita Negara, jika klien yang berkaitan
dengan fegas mengatakan akan menyerahikan uwrusahnya Kepada
Notanis dan juga klfen telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
Memberitahu kepada klien perthal selesainya pendaftaran dan
pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menywuh mengambil
akta yang sudah didaflar atau benta Negara yang sudah selesai dicetak
tersebut oleh klien vang bersangkutan,

Memberikan penyuluhan hukum ager masyarakat menyadari hak dan
kewajiban schagai wargs Negara dan anggota masyarakat.
Memberikan jasa kepada anggote masyarskal yang kurang mampu

dengan cuma-cuma.

1> thid, uat, 60
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Ba4.

Dilarang menahan berkas sescorang dengan inaksud memaksa orang
itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas ite.

Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata
menandatangani akta buatan orang lain sebagal akta buatan Notaris
yang bersangkutan,

Dilarang mengirim minuta kepada klien atau kiien-klien untuk
ditandatangani oleh klien atau klien-klien.

Dilarang membujok-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien
membuat aktz padanya, alsu membujnk-bujuk seseorang agar pindah
dart Notars Lain.

Dilarang membentuk kelompok didalam twbuh Ikatan Notaos
Indonesia dengan tnjuan untuk melayani kepentingan suaty instansi
atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan

anpgota lain untuk berparhsipasi.

Efika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Profesi Notaris sebagai sesama pejabat et hars'® ;

Saling menghormsti dalam suasans kekeluargaan

Tidak melakukan persaingan yang merugiken sesama rekan Profesi
Notaris, baik moral maupun matenil.

Harus saling menjaga dan membela kehonmatan dan nama batk korps
Profesi Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong
secara konstruktif,

" thid, hal. 62
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Dengan etika hubungan sesama rekan seprofesi diharapkan mercka
akan saling menghormati, tidak saling menyalahkan akta-akta yang dibuat
rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak
membiarkan rekannya berbuat salah pada jabatannya dan  sebaikaya
memberitahukan dengan balk mengenai kesalshan rekannya dan berusaha

membantu untuk memperbaikinya.

B.5. Etika Pengawasan

Agar ketentuan dapat dipastiken tertib  pelaksanaannya, maka
diperiukan adanya mekanisme pengawasan terhadap Notaris. Ketika itu
Pengadilan Negeni adalah institust yang melakukan pengawasan terhadap
Notaris, ietapi sckarapg ini Majelis Pengawas yang sccara berjenjang
dimulai dari Dewan Pengawas Pusat, Majelis Pengawas wilayah (Propinsi)
dan Majelis Pengawas Daersh (Kabupaten). Departemen Kehakiman Dan
Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku institusi yang
mengangkat Notaris, berdasarkan Undang-undang.

NI memiliki Bidang Pengayoman yanp salah satu tugasnya adalah
mendamping: para nofaris, dalam kerangka profesi dengan persetujuan
Maielis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut umum atau hakim.
INI akan memberikan dukungan pendampingan agar oknum notaris bisa
didudukkan dalam kerangka yang bensr menyangkot profesinya sebagal
pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh Wegara untuk menjalankan

sebagian dari tugas kenegaraan.
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Sedangkan unhik pengawasan ada dua mekanisme vang telah berjalan.
Periama, pengawasan interal kode etik melalul Dewan Kehormatan NI
Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Mentent Hukum dan Hak

Asest Manuosia.,

Dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas yang
beranggotakan tiga elemen yakni Pemerintsh, Orgenisasi Notaris dan
ahli/akademisi. Peran perlindungan di samping menjadi tanggung jawab
utarna Bidang Pengayoma INI juga menjadi tanggung jewab Dewan
Pengawas, Hal i karena sesuai UUJN Pasal 68, Notaris hanya bisa
dipanggil danfalau minuota aktanya diambil oleh penyidik hanya setelah
mendapat persetujuan dart Majelis Pengawas Daerah.  Pengawasan yang
dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatury
dalam Pasal 67 UUJN disebutkan bahwa Pengawasan Nolaris meliputi

perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.

Penempatan petugas  yang tepat dan  kompeten, diharapkan
pengawasan fterhadap Notaris semakin tajam, zkurat, wajar. Sehingga
dengan demikian, skan membentuk pribadi Notaris yang lebih sigap,
professional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan etika pengawasan profesi Notaris harus '

2. Melakukan pengawasan terhadap Profesi Notarls melalui pelaksanaan
Kade Etik Profesi Notaris dalam melakukan pekerjaannya melalui

P thid, hal. 63
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Majelis Kchormatan Daerah dan zfau Majelis Kehormatan Pusat
Ikatan Notaris Indonesia.

b, Tata cara peleksanaan Kode Etik Profesi, Sanksi-sanksi dan eksekusi
diatur dalam peraturan tersendiri.

c. Tanpa mengurangi kefentuan mengenal tata carg maupun pengenaan
tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka
pelangparan-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak
harus dikerakan sanksi pemberhentian sementara sebapai anggota
fkatan Notaris Indenesia disertai ssui Pengurus Pusat kepada kongres
untuk memecat anggota vang bersangkutan adalah pelanggaran-
pelanggavan yang disebut dalam Kode Etik Profesi Notaris dan
peraturan Jabatan Notaris yang berakibat bshwa anggota yang
bersangkutan dinystakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuoatan hukum fstap.

Pada pasal 83 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris
menyatakan bahwa “Orgasasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode
Etik Profesi Notaris”. Ketenfuan tersebut distas ditindak lanjuti dengan
ketentuan pasal 13 ayat | Anggaran Dasar lkatan Profesi Notaris Indonesia

yang menyatakan :

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabut jabaran Profesi
Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Profesi Notaris yang
ditetapkan oleh Kongres profesi itn sendiri dan merupakan kaidah

moral yang wafib ditaatf oleh setiap anggota perkumpuian il

* UU. No. 30 rahun 2004, Op.cir., Basal 13 ayat 1
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Kode Etik dibutuhkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman sebagai
profest dalam melakukan pelaksanaan pekenaannya secara professional.
Hal ini bermotifkan kepada keinginan seclalu memjage dan melayan
kebutuhan kiiennva, dengan memanfaatkan keterampilan intelektual serta
argumentasi secara rasional dan kritis dengan menjunjung tinggi nilat-nilai

moral,

Profesi Notaris mempunyad hak privifege dalam menjalankan sehagian
kekuasaan Megara di bidang hukum pnvat dan memiliki peranan yang
penting dalam pembuatan akia yang asi. Hal mi berarti Profesi Notaris
mempunyai kekuatan pembukiian sempuma dan oleh karena jabatan Notaris
merupakan jabatan kepercayasn, maks seorang Profesi Notaris harus
mempunyal perilaku yang baik. Profesi Notaris dapat mencapal melalul
perilaku yang tercileksi dari mercka melakukan kegiatannya sehari-hari
dengan berdandaskan pads Kaode Etik Profest Notaris,

Dalam Kode Etik Notaris diatur secara rinci miengenai kewaiiban dan
larangan vang dilakukan Notans dalam menjalankan jabatannya yaitu ;

1. Kewsiiban
Notaris dan orang lain yang memangku dan menjslankan jabatan notaris
berkewajiban ;
a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
Seorang Notaris harus mempunyai moral, akhiak serta kepribadian
vang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di
bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan

teshormat.
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b. Menghormati dan menjunjung tinggt bharkat dan martabat jabatan
Notans.

Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi
jabatan yang diembannya. Harkal dan marizbal merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan,

c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.

Sebagai anggota yang merupakan bagian dar perkumpulan maka
seprang notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan.
Kehormatan merupakan bagian vyang tHidak terpisahkan dan
perkumpulan,

d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab
berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpazh jabatan notaris,
Jujur tethadap din sendiri, {erhadap klien dan terhadap profesi.
Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendin, tidak
bergantung pada orang atan pihsk lain serta tidak mengpunakan jesa
pihak lain yang dapat mengganggu kemandinannya.

Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu
pihak dan selatu bertindak untuk kebenaran dan keadilan,

Penuh rasa  tanggung jaswab dalam  arti  selalu  dapat
mempertanggungiawabkan semua tindakannys, akta yang dibuatnya
dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

e. Meningkatkan ilmu pengetshuan yang telah dimiliki tidak terbatas
pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotadatan. Menyadan ilmu
selalu berkembang.

Hukum fumbub dan berkembang bersama dengan perkernbangan
masyarakat,

{. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan
Megara,
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Notaris diangkat bukan untuk kepenfingan individu Notaris, jabatan
notarss adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selaiu
mengufamakan kepentingan masyarakat dan Negara.

g. Memberikan jasa pembuatan akia dan jasa kenotarisan lainnya untuk
masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Hal tersebul merupakan salah sate bentuk kepedulian (rasa sosial}
notaris terhadap lingkungannya dap merupakan bentuk pengabdian
notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut

merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangleatan dalam
melaksanakan tugas jabatan sehari-han.
Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus
benar-benar menjadi tempat ia menyelengparakan kantormya. Kantor
Notaris dan Pejabat Pembust Akte Tanah {PPAT) harus berada di satu
kantor.

i. Memasang 1 (setu) buah papan nama i depan/di limgkungan
kantomya dengan pilithan ukuran, vaitu 100cm x 40cm ; 150om x
60cm atau 200cm » 80cm, yang memuat @

a. Nama jengkesp dan gelar vang sah;

b. Tanggal dan Nemor Surat Keputusan;

¢. Tempat kedodukan;

d. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwama putih dengan hurnf berwama hitam dan
tulisan di atas papan namg harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di
lingkungan kantor terscbul tidak dimungkinkan untuk pemasangan
papan nama tersebut.  Papan nama bagt kantor notaris adalah Papan
Jabatan yang dapat menunjukkan kepada magyarakat bahwa di tempat
tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi. Papan jabatan
tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah iebih dari saty atau
ulcuran tidak sesual dengan standar.
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§. Hadir, mengikufi dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang

diselenggarakan  eieh  perkumpulan, menghormati, mematuhi,
melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan,
Aktivitas  dalam  berorganisasi  dianggsp daspat menumbuh
kembangkan rasa persaudaraan profesi. Mematuhi dan melaksanakan
keputusan organisasi adalal keharusan yvang merupakan tindak lanjut
dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.

k. Membayar vang furan perkumpnlan secara tertiv.

Memenult kewajiban financial adalah bagian dari kebersamaan untuk
menanggung  blaya  organisast  secars  bersama  dan  tidek
membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.

I. Membayar sang duka untuk membaniu ahli waris teman sejawat yang
memnggal dunia,

Merinpankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wuiud
kepedulian dan rasa kasih antar rekan.

m. Melaksanakan dan mematoli semua ketentuan fentang honorarium
vang ditetapkan perkumpnlan,

Hal terscbut adalah untuk menghindari perszingan tidak sehat,
menciptakan peluanyg vang sama dan mengupayakan kesejahieraan
bagi seluruh notaris.

n. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembustan, pembacaan
dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena
alasan-alasan yang sah.

Akta dibuat dan diselesaikan di kantor notaris, diluar kantor pada
dasamya merupakan pengecualian.  Di luar kantor hams ditakokan
dengan tetap mengingal notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.

o. Menciptakan  suasana  kekeluargaan dan  kebersamaan  dalam
melaksanakon tugas jabatan dan kegiatan sehar-hari serta saling
memperiakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati,
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saling menghargei, saling membantu serta selalu berusaha menjalin
komunikasi dan tali silaturahmi,

Dialarn berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap dan
perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargat atos
dasar saling bantu membaniu dan fidak boleh saling menjelekkan
apalagi dihadapan klien,

p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak
membedakan status ekonom danfatan status sosialnya,
Memperlakukan kiien dengan baik harus diartikan tidak saja notans
bersikap baik tetap! juga tidak membuat pembedaa atas dasar sukn,
ras, agama serta status sosial dan keuangan.

4. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebat sebagai
kewajiban untuk ditaati dan dilaksanzkan antara lain pamun tidak
terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam ©
i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2604 Tentang Jabatan Notaris;
3, Isi Sumpah Jabatan Notaris;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris

Indonesia.

Z. Larangan

MNotaris dan orang lain yaog memangku dan menjaiankan jabatan Notaris

dilarang :

a. Mempunyai lebih dari 1 (satw} kantor, baik kantor c¢abang maupun
kantor perwakilan,
Mempunyat satu kantor harus diartikan termasuk kantor Pejabat
Pembuat Akte Tanah (PPAT].

b. Memasan papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Motaris/Kantor
Notaris” di juar ingkungan kantor.
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Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3
ayat {9) Kode Etik Motans sehingga tindakannysz dapat dianggap
sebagal pelanggaran alas kewajibannya.

. Melakukan publikasi atau promosi dini, baik sendiri mauvpun secara
bersama-sama dengan mencantumkan nama  dan  jebatanuva,
menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk;
Iklan;

Ucapan selamat;

Licapan bela sungkawa;

{capan terima kasih;

Kegiatan pemasaran;

e B M N

Kegiatan sponsor baik dalam bidang social, keagamaan maupun
olah raga,

Larangan int merupakan konsekuensi logis darl kedudukan notans
sebagai Pejabat Umum dan bukan scbagal Pengusaba/Kantor Badan
Usaha sehingga publikasi/promaosi tidak dapat dibenarkan.

. Bekena sama dengan biro jasa/orang/Badan Huokum yang pada
hakikatnya berlindak sebagai perantara wuntuk  mencan  atau
mendapatkan klign.

Notaris adalah Pejabat Umum dan apa vang dilakukan merupakan
pekerjaan jebatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau
keuntungan sehingga penggunasn biro jasa/orang/Badan Hukum
sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha
dalam pencarian keuntungen yang tidak sesuai dengan kedudukan
peran dan fungsi notaris.

Menandatangani akla yang proses pembuatan minutanya telah
disiapkan oleh pihak lain.

Jabatan Notaris barus mandir, jujur dan tidak berpihak schingga
pembuatan minuta yang telah dipersispkan olch pihak lam tidak
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memenul kewajiban notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4)
kode Etik Notars,

. Mengirimkan minuta kepada klien untuk  ditandatangani.
Penandatangan akta notaris merupakan bagisn dar keharusan agar
akta terscbut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut,
ootaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.

. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar sesecrang berpindah
dari notanis lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada
kiien yang bersangkutan meupun melalui perantara orang lain. '
Berpenlaku batk dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan
divujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung
maupun hdak langsung mengambil klien rekan.

. Melakukan pemaksaan kepada Klien dengan cara menshan dokumen-
dokumen yang telah diserahkan darfatau melakukan tekanan
psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta
padanya.

Pada dasamya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa
adanya paksaan dar siapapun fermasuk dari notaris. Kebebasan
membuat akta merupakan hak dan klien itu.

i. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung vang
menjurus ke arsh timbulnya persaingan yang tidak schat dengan
sesara rekan notaris,

Persaingan yang tdak sehat menupakan pelanggaran terhadap Kode
Etik sehingga upaya yang dilakukan balk sescara langsung maupun
tidak langsung harus dianggap scbagai pelanggaran Kode Etik.

j. Menetapkan honcrarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah
lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
Penctapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan
persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penctapan honor,
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k. Mempekenakan dengan sengaja orang vang masih berstatus karyawan
kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebil dahule dani notaris yvang
bersangkutan.

Menggambil kayyawan rekan notaris dianggap sebapai tindakan tidak
terpuii yang dapat mengganggu jalannya kantor rekan notaris.

I Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akia yang
dibust olehnya. Dalam hal secrang notaris menghadapi danfatau
menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang temyata
didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan wvang serius  dan/atau
membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberiishukan
kepada rekan sgjawat yang bersangkutan atas kesalahan yang
dibuatnya dengan cara yvang #idak bersifat mengpurui, melamkan untuk
mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang
bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut,

m. Membentuk kelompok sesama rekan scjawat yang bersifat eksklusif

dengan tujuan umivk melayanl Kepentingan suatu instansi atau
lembaga, apaiagi menutup kemungkinan bagi notaris lain wntuk
berparitisipasi.
Notaris waitb memperlakukan rekan nofaris scbagal  keluarga
seprofesi, schingga diantara sesama rekan notars harus saling
mepghormati, saling membantu serta selalu bemusahz  mengalin
komuntkasi dan tali silaturshmi,

n. Menggunakan dan mencanturnkan gelar yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindsk pidana,
Sehingga notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang
dapat merugikan masyarakat dan notaris itu sendini.
. Kstentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notarig;
2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris;
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3. Isi Sumpah Jabatan Notaris;

4, Hal-hal yang menurat ketenthuan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah
ditetapkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang tidak boleh
dilakukan anggota.

C.Sejarah Ikatan Nefaris Indonesia (INE)

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan atau organisasi profesi
jabaian notans yang berbadan hukum, berszaskan Pancasila dan
berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia ialah suatu organisasi
profesi yang tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal | Juli 1908, dan
telal dialmi sebagai badan hukiun (rechispersoon) berdasarkan Penstapan
Pemerintah (Gouvernments Besluit) pada tanggal 5 Sepiember 1908 Nomor
9 dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap
orang yang memangkn dalam menjalankan jabatan sehbagai Notaris di
Indonesia dan telah mendapat pengesahan dad pemeriniah berdasarkan
Keputusan Mentenn Kehakiman Republik Indonesia pda tanggal 23 Januari
1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 tahun 1995 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995 Nomor 28
Tambahan Noor 1/P-1995 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.PW.01.10.02 tanggal 29 Juni
2002 serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M-0LHT.03.01 Tazhun 2003 tentang

Kenotariatan®,

* Rossnastiti Prayitne, Op.cit., hal. 82
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Ditegaskan kembali dalam Pasal | butir 13 Surat keputusan Menteri
Rehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor
M.0L.HT.03.01 Tahun 2003 tentang kenotariatan dengan menyebutkan
bahwa :

“Organisasi Notans adalah lkatan Notaris Indonesia sebagai satu-
satumya organisasi pejabat umum yang profesional yang telah disahkan
sebagai badan hulkum™.

Tujuan Organisast Tkatan Notaris Indonesia adalah

2. Menjunjung tinggl kebenaran dan keadilan serta mengupayakan
terwujwdnya kepastian hukum,

3. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnyz dan fhme
serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya,

4. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan muotu notaris selaku
pejabat umum dalam rangka pengabdiannva Kepada Tuhan Yang Maha
Esa, Bangsa dan Negara.

5. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan
seria rasa kekelvnargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan serta kescjahteraan segenap anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Tkatan Notaris Indonesia berusaha

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki
perkumpulan  yang bertanggung  jawab, gunz  terciptanya rasa
kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan
peranan, manfaat, fungsi dan muty perkumpulan,
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. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan angpota
di dalam menjalankan jsbatan dan profesinya secara professional, guna
menjaga dan memperiahankan keluhuran martabat jabatan notanis.

. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan notaris,
meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu jlmo
kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramal,
seminar dan sejenisnya, serta pencrbitan penulisan karya timiah,

. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan,
fungsi dan kedudukan lembaga notaris di Indonesia sesuai dengan harkat
dan martabat profesi jabatan notaris.

. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kegasama
dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dan
luar negeri yang mempunyal tujuan yang sama atau hampir sama dengan
Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang
terkait dan yang mempunyai bubungan dengan Iembaga kenotariatan,

. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan notans, serfa berperan
aktif dalam mempersiapkan lahimya calon notaris yang profesional,
berdedikasi tinggi, berbudi lubur, berwawasan dan berilmu pengetahuan
Tuas dan memiliki integritag moral serta memiliki akhlak yang baik.

. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas,

pedoman dan tujuan perkumpulan,

D.Dewan Kehormuatan Tkatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya

Mengenai pengawazsan ada dua mekanisme yang berjalan. Pertama,

pengawasan internal kode etik melalui Dewan Kehormatan INI. Kedua,

pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukwm dan Hak Asasi

Manusia.
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Dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis Pengawas yang
beranggotakan tiga elemen yaitu pemerinfah, organisasi Notaris dan
ahlifakademisi. Peran perlindungan menjadi tanggung jawab utama Bidang

Pengayoman, INI jupa menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas.

Setiap pengawasan, terdapat fungsi pembinaan dan perlindungan.
Karena tanpa pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontra
produktif.  Pengawasan juga harus mengandung unsur periindungan
khususnya berkaitan dengan azas praduga tidak bergaiah dan posisi sotans
sebagat pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas Negara, Tata cara
dan prosedur yang etis harus dilaksanakan sccara berurutan. Semuva pibak
yang diamanatken Undang-Undang mengemban fungsi pengawasan harus
memshami  tiga unsur trilogt dalam  salu kata pengawasan  yaitu,
pengawasan, pembinaan dan perlindungan sehingga fungsi pengawasan bisa
bersinergi dengan fungsi pembinaan dan perlindungan guna menciptakan

insan notaris yang semakin profesional dan luhur.,

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang
terdiri dasi heberapa orang anggota yeng dipilih dari anggota biasa dan
werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan,
berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingpa dapat menjadi panutan
bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama

dengan masa jabatan kepengurusan.
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Dewan Kehormatan berwenang  melakukan  pemeriksaan  atas
pelanggaran  ferhadap kode etik dan menjatubkan sanksi  kepada

pelanggamya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :

1. Meglakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan anggota dalam
menjunjung tinggt kode etik;

2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan
kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan
kepentingan masyarakat secara langsung;

3, Memberikan saran dan pendapst kepada Mazjelis penpawas atas dugaan
pelangparan kode etik dan jabatan notaris,

Pengawasan atas pelaksansan kede etik dilakokan dengan cara sebagai
berikut -

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan
Dewan Kehormatan Dagrah,

2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia
dan Dewan kehormatan Wilayah.

3. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Nofaris Indonesia dan

Dewan Kehormatan Pusat,

D.1. Dewan Kehormatag Daerah.

Pads tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai
Dewan Kehormatan Daerah pada setinp kepengurusan Pengurus Daersh
Ikatan Notaris Indonesia.
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Dewan Kehormatan Daerah terdinn dari 3 {tiga) orang aoggola
diantaranya, seorang Ketuz, seorang Waki]l Ketua dan secrang Sekretaris.
Yang dapat diangkat menjadi anggos Dewan Kehormatan Daersh adalah
anggota biass yang telsh menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnyva §
{lima) tshun dan anggola luar biasa (mantan nolaris), yang senantiasa
mentaati perahyan perindang-undangan, berdedikasi tinggi, berjasa dan
loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap perkumpulan,

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalzh sama dengan masa
jabatan anggota Pengurus Daersh, Para anggota Dewan Kehormatan dapat
diptlib kembali bila jabatannya telsh berakhir. Asggeta Dewan Kehormatan
Daersh tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan
Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah dan
Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan bersifat otonom di
dalamm mengambil keputusan yang mempunyal tugas dan kewajiban untuk
memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan
kode etik oleh para anggota perkumpulan di daeral masing-masing. Dalam
rangka menjalankaen tugas dan kewajiban tersebut diatas, Dewan
Kehormatan Daerah berwenang untuk

a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubunganniya
dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamasn profesi kepada
Pengurus Daerahy,

b. Membenkan peringatan, bajk secara tertulis maupun secara langsung

kepada pada anggota di daerah masing-masing vang melakukan
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pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesusi dengan kode
etik ataw bertentangan dengan rasa kebersamaan profest;

¢. Membentahukan tsntang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah,
Pengurus Wilayah, Dewan kehormaian Wilavah, Penguraes Pusat dan
Dewan Kehormatan Pusat;

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalii Dewan Kehormatan
Wilayah dan Dewan Xehormatan Puosat uniuk pemberhentian sementara
{schorsing) anggota perkumpulan vang melakukan pelanggaran terhadap
kode etik.

Dewan Kchormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas
prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari
seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang
meyakinkan bahwa telah tevadi pelanggaran tethadap kode etik, setelah
menemukan fakta-fakla pelanggaran kede etik atau setelah menerima
pengeduan, Dewan Kcehormatan Dacrsh Wajlb memanggil anggota vang
bersangkutan uniuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan
memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan
pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh
anggota yang bersangkutan, Ketua serta seorang  anggola Dewan
Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwalibkan untuk memberikan keputusan
dalam waktu 30 {tiga puluh) hari setelah pengaduan digjukan, Terhadap
keputusan Dewan kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan
Kehormatan Wilaysh, Dewan Kehormatan Daersh wajib memberitahukan
tentang keputusan tersebut kepada Pengurus Dacrah, Pengurms Wilayah,
Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan
Pusat,
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Dalam menangani ataw menyelesaikan sovatu kasus, anggota Dewan
Kehormatan Diaccah hams -
a. Tetap menghormati dan menjunjung linggi martabat anggofa yang
bersangkutan;
b. Selalu menjaga suasana kekelnargaan;

¢. Merahasiakan segala apa vag ditemukannya,

Jika keputosan Dewan Kehormatan Daerah dilolak oleh Dewan
Kehormatan Wilayah, baik schapian mauvpun selumbnys, maka Dewan
Kebormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan
Kehormatan Wilayah dan memberitabukannya kepada anggota vang
bersanglutan dan kepada pengurus Dacrah, Pengurus Wilayah, Dewan
Kehormatan Wilayah, Peaguris Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

D.2. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perumpulan mempunyal Dewan Kehormatan
Wilayah pada setisp kepengurusan Pengurns Wilayah lkatan Notars

Indonesia

Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dan 5 (lima) anggofa dianlaranya
seorang Ketua, seorang Wakil Ketus, dan seorang Sekretanis. Yang dapat
diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota
biasa vang telah menjabat sebagai notaris sckurang-kurangnya 7 (tujuh)
tahun, dan anggota Juar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati
peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan, berdedikasi
tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian vang tinggi
terhadap perkumpulan.
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Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa
jabatan anggota Pengurus Wilaysh., Para angpols Dewan Kehormatan
Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggoia Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap
sebagar angpota Pengurus Pusai, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus
Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom
¢i dalam mengambil keputusap. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai
tugas dan kewajiban untuk memberdken bimbinpan dan melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kede efik oleh para anggota

perkumpalan di wilayah masing-masing.

Dalam mangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas,

Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk ;

a. Memberikan dan menyampaikan usul dam saran yang ada hubungannya
dengan kode eiik dan pembinzan rass kebersamaan profesi kepada
Pengurus Wilayah;

b. Memberikan peringalan, baik secara ferfulis maupun secara langsung
kepada para anggola di wilayah masing-masing yang melakukan
pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode
etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi:

c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus

Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan kehomatan Pusat;
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d. Mengusulkan kepada Penguras Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat
untuk pemberhentian sementara {schorsing) anggota perkumpulan yvang
melakukan pelanggaran terbadap kode ctik.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelangparan atas
prakarsa sendiri stau setelah menenima pengaduan sccara tertulis dari
seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukii-bukti yang
meyakinkan bahwa telah fepadi pelanggaran terhadsp kode etik, setelah
mepemnkan fakta-fakta pelanggaran kode ofik atau setelah menerima
pengaduan, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memangeil angpota yang
bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan
memberikan kesempatan kepadanya untuk membenikan penjelasan dan

pembelaan,

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh
angpota yang bersangkutan, Ketua serds seorang anggofa Dewan
Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk
memberikan keputusan dalam waktu 30 (liga puluh) han setelah pengaduan
diajuken. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Dacrah dapat disdakan
banding ke Dewap Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilavah wajib
memberitahukan teptang keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan
Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daemh dan Dewan
Kehormatan Daerah,

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan
Kehormatan Daerah harus
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a. Tetap menghonmati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang
bersangkutan;

b. Selalu menjaga suasana kekelnargaan;

¢. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya,

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan
Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun selurubnya, maka Dewan
kehormatan Wilayah diwajibkan untok melaksanakan keputusan Dewan
Kehormatan  Pusat  dan  memberifahukanbya kepada anggota vang
bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusal,
Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

.3 Dewan Kehormiatan Pusat

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan
Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat lkatan Nofaris Indonesia. Dewan
Kehormatan Pusat terdiri dann 5 (limaj orang anggota, dengan susunan
kepengurusan sebagai berikut yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua,
dan seorang Sekretaris.

Yang dapat diangkat meniadi anggota Dewan kehormatan Posat adalab
anggola biasa yang telah meniabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 10
{sepuluh) tahun, dan anggota luar biasa {mantan notaris), yang senantiasa
mentaalt peraturan  perkumpulan dan  peraturan  perundang-undangan,
berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyal rasa kepedulien yang
tinggi terhadap perkumpulan.
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Dewan Kehormatan Pusat bertanggung iawab pada kongres atas
pelaksanaan fogas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama
dengan inasa jabatan pengurus Pusat. Para snggola Dewan Kehormatan

Fusat yang masa jabatannya talah berakhir dapat dipilih kembali.

Seocrang anggota Dewan Kebormatan Pusat tidak beleh merangkap
sebagal anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan
Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di
dalam mengambil kepotusan. Dewan Kehommatan Pusat mempunyai fugas
dan kewajiban untuk membenikan bimbingan dan melakukan pengawasan
dalam pelaksanaan serta pentastan kode etik oleh para anggota

perkampulan.

Daiam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas,

Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk :

a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya
dengan kode etik dan pembinsan rasa kebersamaan profesi kepada
Pengurus Pusat;

b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara langsung
kepada para anggola di wilayah masing-masing yang melakukan
pelungparan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode
etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;

¢. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat,
Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan
Dewan Kehormatan Dacrah,

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalu Dewan Kehormatan Pusat
untuk pemberhentian sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang

melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
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e. Menolak atau menenima pengaduan atas pelanggaran kode etik,

Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakia pelanggaran atas
prakarsz sendiri atau setelah menerima pengaduan sccara tertulis dard
seorang angpota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang
meyakinkan bahwa telah tedadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah
penemuan  fakta-fakia pelanggaran kede etik atay setelah mencoma
pengaduan, Dewan Kehormatan Pusat wajib memangpil anggota yang
bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan
Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan unfuk memberitahukan tentang
adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan
Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara fertulis,
Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anpgota

yang bersangkutan, Ketua serta anggota Dewan Kehormatan Wilayah,

Dewan Kehormatan Pusat wajib untuk memberikan keputusan dalam
tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan Wilayah yang diajukan
banding kepadanya oleh angpoia yang bersangkutan dalam wakiu 30 (tiga
puluh} hart terhitung sejak diterimanya berkas permohonan banding.
Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tlingkat banding tidak dapat

digangga gugat.

Dalam menangani alau menyelesaikan svat kasus, anggota Dewan

Kehormatan Dhaerah harus ;

g. Tetap menghormati dan menjenjung tinggi mariabat anggots yang
bersanglkutan;

b.  Selalu menjaga suasana kekeluargaan,
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¢. Merahasiakan segala apa yang dilemukannya

E.Kebutuhan Klien {The Needs of (liend)

Perubshan yang begitu dinamis pada kelidupan masyarzkat disaat
sekarang menyebabkan dibutuhkan adanya respon dari pithak hukum sniuk
meresponnyza. Uleh karena itu kemungkinan dapat terjadi adanya belum
terpenuhinya beberapa bentuk hukem untuk dapat merespon perubahan
yang bepitu cepat pada sefigp aspek kehidupan benmasyarakat. Perubahan
dinamiy dapat mengubah bentuk-bentuk kebutuhan dart setiap masyarakat.
Setiap transaksi yang terjadi di mmasyarakat dibutohkan kepastian hukum
vang jelas dan benar, agar mercka yang melakukan transaksi dapat
terproteksi. Satu contoh yang dapat dijadikan sebagai bagian dari kebutuhan
kiien adalah akta otentik peganjizn para pihak agsr perbuatan hukumnya
dapat sesuai dengan peraluran perundang-undangan dan  mendapal

pembuktian yang sempuma,

Dinamika yang begitu cepat, hal int menyebabkan adanya perubahan
kebutuban masyarakat atau para klien dari Profesi Notards dan ini jelas
perfu diskomodasi. Seperti misalnya, akla perjanjian pengikatan jual beli,
perjanjian jaminan fidusia dan perianjian sewa bell harus dicarikan bentuk
yang paling sesuai untuk peristiwa hukumnya. Oleh karena itu, Profesi
Notaris harus menemukan bentuk  yang sesual dan  letap  tidak
meninggalkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perundang-undangan
mengenai pelaksanaan tugas jabatan Profesi Notaris™.

# Pengurus Pusal lkaten Notaris Indonesia, Op.cit, hal. 94
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Wewenang Profesi Notaris adalah membuat akla yang otentik
mengenal sennia perbuatan, peranjian dan ketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan.  Seperlt misalnya ugas jabatan Profest
Notaris adaleh merjamin kepastian tanggal pembuatan akis, menyimpan
akta, membenkan grosse, salinan dan kutipan akta, sepmanya pembuatan
gkta jtu. Namun kemungkinan dapat terjadi bahwa klien mengharapkan
lebih dari sekedar tugas dan wewenang yang seharusnya termaktub dalam
peraturan yang telab ditetapkan baik undang-undang manpun Kode Enk
Profesi Notaris.

Untuk  dapat memenuhi harapan  klien, Profesi Notaris dapat
melakukan pelayanan yang Iebih baik dengan wergspon segala bemtuk
perubahan kebutuhan klien, sepaniasg tidak berbenturan dengan peratoran
perundang-undangan yang feigh berlaku serta Kode Etik Profest Notaris
schagat efika profesi Notaris,

F.Kesenjangan Harapan (Gap Expeciation)

Sejak dulu telah tenadi kesenjangan diantara harapan Klien dengan
harapan Profesi Notaris, karena sulit sekali dipertemukan kedua titik
harapan tersebut dan ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal®’.
Sepertt misalnya, masa depresi atau resesi ekonomi, persainpan yang begitu
tinggl dan intervensi pemerintah berupa persndang-undangan yang tidak
mendorong untuk mencegah teadi praktek yang lebih baik dan berkualitas.
Namun hal ini, dapat direduksi melalui faktor internal dan Profesi Motaris
itu sendiri yang menjalankan fabatan Profesi Notaris untuk tetap berpegang
teguh pada prinsip-prinsip yang mendasar, vaitu Kode Etik Profesi Notaris.

* thid hal. 72
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Kode Efik Profesi merupakan bagian usaha dari profesi tersebut dapat
melindungi profesionalitas mereka dalam menjalankan prakiek kearah yang
baik dan benar.

Profest Notaris sebagal bagian dari individu dalam masyarakat
menghadapai tantangan batk dari ekstersmal maupun intemal. Seringkal
tegjadi, klien mengharapkan lebih dari kemampuen dan keterbatasan Profesi
Netaris dulam menjalankan tugasnya. Disatu sisi profesi Notaris harus
melayani mercka untuk dapat memenuhi kebutuban klien dan juga
suelanjutkan usaha-usaha Profesi Notards, namun dilain sisi Profesi Notaris
diharuskan untuk memenuhi dan meniaga idealismenya. Kondisi int yang
menyebabkan terkadang Profesi Notanis tidak kuat untuk membendungnya,
schingga Profesi Notaris meninggalkan falgafah hidup yang seharusnya dia
junjung tinggl dan lebith mementingkan falsafab berdagangnya,  Untuk
tercapainya titik temu kedua harapan, yaitu harapan Profesi Notaris dengan
kliennya, makz Profesi Notaris mengorbankan Kode Etik Profest yang telah
mercka tetapkan sendini. Seperti misalnya, persaingan datam besaran honor,
aktif mempromosikan kantor Notarisnya dan menawarkan langsung jasa
kepada kliennya. Jelas tindakan jtu melanggar Kode Etik Profesi Notaris
dan hal ini seharusnya dapat dihindarkan agar mereka totap berada pada
tempat yang tepat dalam praktek tugas jabatan Profesi Notaris™.

Ada tiga foktor ekstémal yang menyebabkan runtuhnya idealisme

scorang Profesi Notaris yaitu®™ -

2 1bid, hal. 94
3 thid, hal, 94
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a, Budays materialisme yang merupaken simbol kesuksesan manusia.
Kepatuhan, keteguhan dan  kejujuran tidak menjadi indikator
kesuksesan seseorang.

b. Budaya instant merupakan soatu cara yang telah merambah kepada
setiap individe manusia behws kecepatsn yang ftinggi dalam
menyelesaikan tugas atau pekerjaan jabatan Profesi Notaris dapat
memberikan kepuasan kepada kliennya. Padahal ini bertentangan
dengan Kode Etk Profesi Notaris sebagal pedoman kega dan
berpenlaku,

¢. Persaingan diantara sesama Profest Notaris menycbabkan terjadi
benturan yang luar biasa dalam bersaing. Hal ini menycbabkan dapat
meruntuhkan keteguhan mereka dalam berfaisafah bahwa Kode Etik
Profesi merupakan sesuaty yang harus tetap dijusjung  tinggi,
walaupun korndisi tidak memungkinkan mereka dapat memenubi

kliennya atau dapal dikatakan kepuasan klien dapat terganggu.

Konsekuensi dari kondist adanya perpeseran nilai dan perspeknf
pekerjaan yang scharusnya difakukan profesi Notaris menyebabkan adanya
perbedaan perspektif sntara Klien sehagal pihak principal dan Profesi
Notaris sebapai pihak vang menerima pekerjaan atay disebut agens. Pinak
klien {principal) menganggap bahwa profest Notarls dapat melakukan apa
saja sesual dengan permintaan klien, ini dari perspekiif klien. Sedangkan
pihak Profesi Notaris bekerja melayani klicn telap sesuai dengan norma-
norma yang telah berlaku atau Kode Etik Profesi Notaris™.

* Theodorus M Tuanakotts, Profasi Auditing di Schior Swasta dan Publik Mendubung
Demokrasi Bkonomi dan Politik, hat. 17
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Perbedaan persepst antara klien dan Profest Notans dapat berakibat
mencederai citra dari para pthak Profest Notaris. Hal imt disebabkan
semakin melebamys perbedaan harapas antara Profesi Notars dan kiiennya.
Kekhawatiran dapat muncul, karena beberapa okaum Profesi Notaris selaln
memenuhi permintaan darl kKiennya.  Konsckuensinya, kondisi ini
menyebabkan dapat terdegradasinya reputasi profesi Notaris, Jika keinginan
dari klien tidak terpenuhi, maka kiem merasa tidak puas dengan pelavanan
vang telah diberikan oleh profesi Notaris. Oleh karena itu, Profest Notarig
sangat penting untuk menjelaskan terlebith dabulu mengenai palayﬁz’:m
seperti apa yang seharusnya diberikan kepada klien. Artimya pelayanan
tersebut hanya schubungan pekerjaan yang memang sesuai dengan Undang-
Undang Kenotariatan dan Kode Etik Profesi Notaris,

G.Integritas, Kualitas Hukum dan Kualitas Pelayanan

Kesuksesan merupakan target yang diidamikan setiap paraz profesi
Notaris dan biasanya seringkali didefinisikan sebagai pencapaian afau
perolehan dalam hal materialisme atau sesuatu yang nyata dan jelas, Hal ini
dapat diperiuas denpan hal-hal yang bersifat imtangible, yaita misalnya
hidup tenang, hidup bahagia dan senang. Pertanyaan yang akan muncul
dalam benak kita adalah bagaimana caranya untuk merath hal 1y ? Dan
apakah kondisi yang harus terpenuhi dalam mencapal itu 7 Jawabanya
adalah tiga hal yaitu ; integritas, kualitas hukum dan kualitas pelayanan®.
Nampaknya ini merupakan pendapat  subjektif, fetapi sebenamya
keberhasilan Profesi Notaris memang sesungguhnya dapat dicapai dengan

ketiga komponen tersebul.

¥ Pengurus Pusat Ikatan Notards Indonesia, Op.cif., hal. 176
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Berdasarkan hasil observasi dengan mewawancarar secorang ahli
hukum, MUHAMMAD RIFAT TADJOEDIN, SH, yang berprofest sebagai
Notaris dengan menjawab pertanyaan apakah mungkin seorang notaris dapat
bekeria unfuk memenuht kliennya secara independen dan adil 7 Pada saat
kondisi sekarang jumlah notaris begitu banyak menyebabkan tegadinya
degradasi terhadap independensi dan rasa keadilan. Namun hal i dapat
diatasi dengan tetap merujuk kepada prakick-prakick kode etik notans yang
dipegang teguh. Hal tni bertujuan untuk lebih memproteksi profesi notaris
didalam mefakukan praiteknya.

Integritas dapat ditentukan dengan pengukuran dari ketidakberpihakan
atau biasa disebut pihak yang independent, bersikap adii {fairress) dan dapat
dipercaya {trustworihiness). Kualifas hukum dapat diukur melalui kualitas
akta notaris yang dihasilkan atau diterbitkan dan tingkat profesionalitasnya.
Sedangkan kualitas pelayanan dapat dickur dani kualitas Profesi Notaris
dalam melayani klien pada saat sckarang, klien dapat lebih kritis, hal ini
disebabkan kliennya lebih edukatif®. Disamping ityarus informasi sangat
terbuka dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk informasi mengenai
kenotariatan, Klien akan dapat mencan pengetahuan  mengenal
kenotariatan. Akibatnya, pihak klien akan menuntut lebih untuk pencapaian
kesempurnaan dalam pemberian pelayanan kepada kliennya. Kondisi ini
tidak hanya tegadi pada Profesi Notaris sajs melainkan, umumnya mereka
atau pihak klien menuniut yang sama seperti itu pada profesi-profesi

lainnya.

B bid, hel. 178
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NORMAN FAHRIZAL,
SH, Mantan Ketua INI Jakarta Selatan dan seorang klien Jbo YULIANTIE
dengan pertanyaan yang sama apakah kondisi kantor, staff yang ramah dan
mempunyal pendidikan yang cukup serta {asilitas vang dimiliki dapat
menyebabkan klien puas? Bapak NORMAN FAHRIZAL menjawab bahwa
sangat penting kondisi kantor yang baik, sumber daya manusia yang cukup
ahli dalam bidangnya dan fasilitas kantor yang memadai untuk dapat
menyeclesaikan fugasnya secara lebib cepat.  Tbu YULIANTIE sebagat
responden memberikan jawaban bahwa kondisi kantor yang baik sangat
berpengaruh terhadzp kenyamanan untuk klien agar dateng kembali ke
kantor notaris yang bersangkutan dan staff sebagai sumber daya manusia
harus memiliki pendidikan yang memadal mnfuk dapat menjawab atau
menjelaskan pertanyasn-pertanyaan dan klien. Fasilitas yang baik misalnya
penyediaan komputer, mesin faximile, telepon agar dapat mendukung dalam

melakukan proses kerja notaris,

Kualitas layanan salah satupya sarana fisik yang dapat dinikmati
sceara langsung oleh Idiemya”, Seperti misalnya; Kantor, lokasi kantor,
seringkali hal ini fidak menjadi perhatian para profesi Notaris. Jika fisik
kantor tidak baik, kotor, bau, sempit, parkitnya susah.  Klien akan
mempertimbangkan untuk menggunakan jasa fayanan Profest Notaris. Oleh
karena itu, jangan salahkan klien jika klien tidak ingin menggunakan
pelayanan dari Profesi Notans tersebut.  Hal ini menyebabkan Profest
Notaris akan memenuhi keinginan klien untuk melakukan penandatanganan
diluar kantor Notaris dan ini masih dalam batas yang tidak menimbulkan

resiko yang tinggi bagi profesi Notaris, maka hal ini dapat dilanjutkan.

3 Jaid, hal, 178
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Artinya tidak ada pelanggaran yang sangal serius yang dapat menyebabkan

kerugian yang serius sekali.

Kodrat setiap manusia menginginkan sesuaty yang lebib batk, ramah,
kenyamanan, keamanan dan bersahabat,  Oleh sebab iy, sudah tiba saatnya
para Profesi Notaris untuk berfikic meningkatkan kualitas pelayanannya
tidak hanya sekedar membuat akta semata, Dengan peningkatan kualitas
layanan tersebut akan dapat lebih memenuhi kepuasan para kliennya
Memang, Profest Notaris pertu khawatir dengan melakukan peningkatan
pelayanannya, ini dapat bergesernya keinginan kiien yang lebih. Hal ini
dapat menjadi salah tafsir bagi Kien, pelayvanan yang berkualitas adalah
harus cepat, dapat dinegosiasikan dan selalu dapat disesuaikan.  Jelas ini

bertentangan dengan Profesi Notaris.

Kualitas pelayanan seorang profesi Notans tidak diperbolehlan
mengabaikan integritas yang dia miliki. Hal ini dikarenakan Profest Notaris
dilarang untuk melepas atribut integritaswya.  Jika hal inj terjadi, yaitu
pengabaian terhadap nilai-pilal integntas dard Profesi Notans aken dapat
menghancurkan reputasi dan pencitraan yang ieiah dibangun cleh pihak
Profesi Notaris™,

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bapak
GUNARDI, 3H, MH yang berasal dari akademisi schagal mantan MPD
{Majelis Pengawas Daerah} uptuk membuktikan bahwa kualitas hukum pada
profesi notaris yaitu dengan pertanyaan apakah umuomnya pada saat
sckarang banyak akta yang dibasilkan oleh notaris cacat hukum? Ada

*% 1bid hal. 136
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beberapa kasus yang terjadi akta tersebut cacat hukem. Scbagal contoh
profesi notarig ingin mempereepat proses penvelesaian akta. Dimana akia
jual beli diselesaikan tanpa dibadin oleh salah satun pihak yang
bersangkutan.  Afau tugas i diberikan kepada stafhya bukan oleh notaris
yang bersangkutan. Qleh karena itu kode etik harus dipegang teguh oleh
notaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih meningkatkan laualitas
hutdcurmn dari akta yang dibasilkan.

H. Tingkat Persaingan Dapat Mempengaruhi Citra Profesi Notaris

Persaingan yang semakin tingg! dapat melunturkan citra yang baik
seorang Profesi Notads, hal Imi discbabkan seorang Profesi Notaris
mengabaikan kode etik yang scharusnya menjadi pegangan stau falsafah
mereka. Ini mengartikan terjadinya pergeseran falsafah kerja dari Profesi
Notaris dengan lebih memprakiekkan pada Xkonsep usaha danpada
menjalapkan perannya sebagal pejabat umum Negasa. Mereka lebih agresif
dalam menjalankan prakiek kerjanya, seperti mempublikasikan secara
informal jasa yang akan diberikan, melakukan perikatan layaknya seperti
pengusaha dan melakukan negosiasi harga jasa yang akan ditawarkan®,

Jelas, hal-hal tersebut dapat merusak citra yang ielah dibangun oleh
Profesi Notaris dan ini akan mendegradasi kepercayaan publiknya kepada
Profesi Notaris. Namun, hal ini skan menjadi bahan pertimbangan apa
faktor pemicu dani peristiwa tersebut.  Kondisi ini menimbulkan konflik
yang diakibatkan perilalu persaingan diantara sesama Profesi Notaris.
Perifaku ini akan memperburuk niat ataw motivasi dan mastng-masing

2 Ihid, bal. 95
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Profesi Notaris, dimana mereka berusaha menghalalkan segala cara dalam

memenuhi kebutuhan klien melalui keinginan untuk mempertahankan dan

meningkatkan keunggulan daya saing dengsn bergesemya dari strategi

profesi ke strategi bisnis. Sajah satu kelemahan vang ada pada Profesi

Notanis adalah perilaku kanibalistik. Sebapgai contoh, ada seorang klien

berkepentingan terhadap jasa dari seorang Profest Notaris, apabila ada tidak

kesesumian terhadap keinginan kliennya, maka klien tersebut akan

menundahkan pekerjaannya kepada Profesi MNotaris yang lain yang dapat

memenuhi harapan klien terscbut. Perilaku ini sebenamya menyebabkan

menorunkan derajat citra Profesi Notaris, Masalah-masalah ini cenderung e
untuk menggiring kepada suaiz penuwrunan kualitas Profesi Notaris. Untuic :
menghindari terjadinya hal-hal tersebut, maka sangat perlu menentukan nilai ‘
dan persepsi yang sama agar mendorong kepada para Profesi Notaris untuk

selaly memngkatkan kualitas kerja. Hal ini dapat dilakukan, yaitu sebagai

berikut:

1. Pendidikan Profesi Netaris merupskan media formal yang dapat
mieningkatkan kualitas keprofesian dari Notaris™. Seif-reguiasion,
keikutsertaan dalam mempersiapkan materi pendidikannya seria
kurikulum dapat memnberikan nvansa yapg iebib baik bagi profesi it
sendiri dan ini akan lebth meningkatkan para lulusan Profesi Notaris.
Hal ini discbabkan dalam materi jelasnya akan disesuaikan dengan
praktek yang terjadi di lapangan.

2. Penetapan Kode Elik Profest merupakan seifregulation yang tentukan
sendirt scbagal payung dari pelaksanaan praktek kerja mereka,

3. Pengawasan dapat dilakukan oleh rekan sesama profesi dan untuk
Iebih menjamin hasil keria yang lebih berkualitas dan diperlakukan,

 Jhid, hal. 139
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4.  Pemberign hukuman harus dilakukan secara konsisten dap tepat, hal
ini bertujuan agar pelaksanaan hukuman dapat diterima dan dijunjang

tinggi

I. Kasus-Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris

Kode Etik Profesi Notans mempakan pedoman dalam meiakukan
praktek keria profesi yang bersangkutan dan hal ini dapat melindungi dan
profesinys sekalipus meningkatkan kualitas layanan kearah yang lebih baik.
Pelanggaran terhadap Kode Eik Profesi Notarls dapat mengakibatkan
kesalshan yang fatal dan menurunkan ciira dari profesi tersebul.

1.1, Pelanggaran Kode Etik Prefesi Notaris Sebagai Kewajiban

Pada Kode Etik Profesi menpenai kewajiban yang harus dijalankan
oleh Profesi Notaris pada ayat n berisi dalam menjalankan Jabatan Profesi
Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta
dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah®. Akfa
dibuat dan digelesaikan di kantor Notaris, diluar kantor pada dasarnya
merpakan pengecualian. B luar kantor harus dilakukan dengan tetap
mengingat Profesi Notaris hanya boleh satn kantor,

Fakta yang terjadi seringkali dilanggar mengenai ketetapan ini, seperti
vang difakukan oleh NANI RIVAL Ia merasa dirugikan oleh secrang

3 Kode Btk Notaris Tkatms Notaris (ndonesia {IN13, Pasal
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Notaris/PPAT kota Malang. Hal ini mengakibatkan sebidang tanah yang
dimilikinya hampir saja dieksekusi cleh Pengadilan Negeri Malang, jika
tidak melakukan pedawanan hokum, Akar masalah inl pada saat
Almarhum BOY SYAHRIZAL suami dari MARIA ELSKA mengajukan
permohonan pinjaman ke BPR Primadana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) Permchonan pinjaman disetujun dengan besarnya Rp.
180.000.000,- {(seratus delapan puluh juta ropiah)

Tetapi, pinjamun itu bukan dari BPR Primadana, melainkan dad alsu
atas nama pemilik BPR tersebut, Sehingga pinjaman dibsrikan secarz
pribadi oleh CHATALINA. Pinjaman tersebut diserahkan dan diterims di
suatu tempat yaitu Showroom Hero Szl Motor milik CHATALINA.
Untak perjanjian utang tersebut, dipercayakan kepada pemberi pinjaman
kepada Notans denpan inisial BB, Ketika diminta kedatangannya ke kantor
Notaris tersebut untok menandatangani akta perjanjian pinjaman, BOY
hanya bertemry dengan dua staf Notams.  Sedangkan Notarls yang
bersangkutan dan pemben pinjaman tidak hadir uniuk menandatangani akia,
Jadi para pihaknya hanya BOY sendiri. Ditambah lagi, akta tidak dibacakan
dan tidak diberikan salinan skfanya. Schingga isi pegjanjian dalam akia
tersebut tidak diketahui oleh penerima pinjaman. Notaris memberikan jasa
berupa pembustan akta perjaniian pinjfaman dan juga dibuatkan Akta Hak
Tanpgungan (AHT} yang pada kenyatannya juga tidak dibacakan dan tidak
diberikan salinan aktanya.

Setelah setahun pinjaman yang menerima pinjaman meninggal donia,
schingga pinjaman tersebul statusnya macet. Karena tidak dapat memenuhi
kewajiban melunasi hutangnya, maka CHATALINA pada 28 Januari 2008
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negn Malang  umtuk
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melakukan cksekusi, Namun eksekusi belum dapat dilakukan karena ada
perlawanan secara hulaum dard istri alamarhum BOY. Oleh karena NANI
RIVAL udak mempunyai bukti yang original mengenai hutang tersebut,
maka RIVAI meminta fotokopi akta perjanjian hutang. Namun vang
mengejutkan adalah pinjaman yang ditulis dalam akta tersebut bukan Rp.
180.000.000,~ (seratus delapan pulub juta rupiah) melainkan jumishnya
yang tertulis adalah sebesar Rp. 400.000.000,- {empat ratus juta rupiah).
Seingat NANI RIVAL almarhum suami dan dirinya hanya datang st kali
ke kantor Notan$ tersebut dan tujuannya hanya untuk tandatangan. Tetapi
mengapa dibclakang hart muncul Akia Pinjaman dan Hak Tanggungan
tertanggal 28 Mei 2005 yang seharusnys tertanggal 15 Febroard 2005 pads

saat datang ke kantor Notaris™

Jadi jelas ada kejanggalan yang terjadi dalam dua akta tersebut, yakni
akta tidak dibacakan dan landatangan tidak diedapan Notaris dan pihak
pemberi pinjaman.  Serta adanya perbedaan tanggal antara akta jaminan
pinfaman dan APHT berbeda. Dengan kasus ini pihak Profesi Notaris dapat
diperdatakan dan dipidanakan berkaitan dengan adanya perlawanan hukum
serta Profesi Notaris juga dapat dianggap membantu dan memberi ruang
untuk terjadinya peluang untuk melakukan yang tidak benar.

1.2. Profesi Notaris Mersngkap Sebagai Broker Tanah

Notaris FENNY dituduh telah melanggar Kode Etik Profesi Notanis,
dimana dia telah berperan ganda dan juga diz juga telab menggelapkan
sejumizh dala tanab dalam akta jual beli. Pelanggaran vang ielah terjadi

® Renvoi, Majalah Berite Bulanan, Edisi Nomor 60 thn ke ¥, 2008, hal. 59
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dalam proses jual beb fanah tersebut adaluh sebagai kuasa penjual dan
pembuat akta tznah. Berdasarkan Kode Fiik Profesi hal ini fidak benar.
Peristiwa mi terjach pada tanggal 5 Desember 2007 dengan Majelis Hakim
MANSYURDIN CHANIAGO dengan terdakwa SUGIONO PRASOJO dan
HIERONIMUS ABDUL SALAM. Jelas tidak diperbolehkan seorang
Notaris wituk menjadi pembuat akta tansh. Hal ini merupakan adanya
puispersepsi dari publik klicnnya, dimana mereka menganggap scorang
Notaris menjadi apa saja di dalam aktanya., Jelas kondisi ini menjadikan
profest Notaris akan mengalami konflik, oleh karena itu perfu kiranya
diperjelas adanya orang melekukan melakukan monitoring terhadap
peristiwa tersebut®,

1.3, Pelanpgaran Dalam Akts Juzl Beli Tanah

ENDANG PRAMUHASTUTIL OETOYO selaku pelapor, melaporkan
Notans SOEMI SAJOGIO MOEDITO MARDJDOEN, SH, kepada Ketua
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sieman karena Netaris
SOEMI BAIOGIO MOEDITO MARDIIDOEN, SH, schagat Notanis Kodya
Yogyakarta telab membuat Akta Jual Beli atas tanah Hak Milik No.
MO72/Caturtunggal Gambar Situasi No. 7065 tertanggal 30 Desember 1997
seluas 8810 m2 atas nama ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO vang
terietak di Kabupaten Sieman,

Pelapor bersama HAD! GUNAWAN menghadap Notaris SOEM]
SAJOGIO MOEDITO MARDIIDOEN, SH, yang berkedudukan di kodya

¥ Reavon, Majaleh Berita Bulanas, £disi Nomor 58 thn ke 'V, 2008, hal, 15
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Yogyakarta untuk membuat Akia Jual Bell atas Tanah Hak Milik No.
MO72/Caturtunggal No. 7065 tertanggal 30 Deseraber 1997 seluas 8810 m2
atas nama Endang Pramubastuti yang terletak di Kabupaten Sleman.

Walaupun objek yang dipeguoal belikan tidak di wilaysh Sleman,
namun Netarls SOEMI SAJOGIO MOEDITO MARDIIDOEN, SH, tetap
memproses Akta Raal Beli (ATB) tersebut pada butan April {abun 1993 dan
meminta Notaris SULISTIYAH SUDARMADI, SH, selaku notaris di
Sleman untuk membuat Allinyva (blanko AJB tersebut sudsh diisi/dibuat
Notaris SOEMI SAJIOGIO MOEDITO MARDIIDOEN, SH). Notaris
SULISTIYVAH SUDARMADI, S§H sudah mengetshui hal tersebut tapi tidak

menclak bahkan melanjutkan proges-proses tersebut.

Dalam proses pembuatan AJB No. (7/AIB/DPK/1993 Endang
Pramuhastut! Octojo menandatangani blanko yang belum diisi tertanggal 11
April 1893 berbeda dengan awal akia yang disebutkan pada tanggal 1 Apnl
1993, sedangkan suami Ny. ENDANG PRAMUHASTUT! OETOYO
menandatangant AJB tersebut beberapa harl kemudian,

Pelapor menilai bahwa pembuatan AJR Tanah OVW/AJB/DPE/1993
tanggal 1 April 1993 tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam
pembuatan AIB.  Pelapor merasa kecewa karena telah dirugikan oleh
Terlapor. Pelaper merasa bahwa AJB No. 07/AIB/DPK/1593 menyalahi
prosedur hukum yang berlaky, yaitu pada saat penandatanganan AJB para
pihak tidak menghadap dihadapan Notais, tidak ada sertifikat asli
melainkan hanya fotocopy sebagai dasar pembuatan akta karena sertipikat
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asti masih dijaminkan sebagai Agunan Kredit di Bank BCA, dan pada saat
penandatanganan pengesahan akia para pihak dan saksi fidak hadic, S

Kasus tni scharusnya dapat diperdatakan tetapi menurut keputusan
Majelis Pengawas Wilayah Neotaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
WZ22MPWNOL10-44  memutuskas babrwa Majelis Pemeriksa Wilayah
Dagrah  Istimewa Yogyskarla fidak berwenang memenksa Laporan
Pengaduan Ny. ENDANG PRAMUHASTUTI CETOYO sebagaimana
Surat Pengaduan Pemerniksaan Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta
tertangpal 21 Pebreair 2008, karena Majelis Pemeriksa Wilayah Daerzh
Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asast Manusia RI No. MUIS-PW.07.02 Tahun 2004 tangpat 21
Desember 2004 sebagai Persturan Pelaksanaan dan Pasal §1 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mulai berlaku tanggat 6 Oktober 2004,
sedanglkan peristiwa yang menjadh dasar pengaduan tanggal 1 April 1993,
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BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian vang telah dikemukakan sebelumnya,

maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikat -

Bahwa ternyata kode etik yang memayungi profesi notaris tidek dapat
melindungi secara langsung terhadap profesi notaris karena perlunya
profesi nofaris memegang teguh kode etik dalam  menjalankan
profesinya,  Beberapa contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya
mengerai pelanggaran kixde otk tetap dilakukan yang menyebabkan

notaris menerimg hukumannya.

Pelanggaran vang terjadi banyak dipengarubi oleh faktor cksternal,
contolinya keadaan yang dinamis pada lingkungan profesi notaris tingkat
kompetist yang sangat tinggi menimbulkan adanya pengabaian kode etik

profesi.

Bahwa kode ctik sebagai seif regwlation profesi nofaris harus selalu
mengikuti perkembangan dan perubahan yang dinamis dari lingkungan
bisnis. Hal ini disebabkan karena kode otik vang mengatur dirinya
sendin dalam melakukan prakiek notaris maka kode etik harus dapat
merespon segala benfuk perubahan yang terjadi untuk dapat sesegera
mungkin memayungi profesi notaris didalam melakukan prakieknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan seluruh responden
yang saya pilih bahwa kode etik tidak dapat diabaikan didalam melayani
parz klien. Contohnya integritas dapat dicapai melalui penegakkan kode
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etik itu sendirl. Independensi didalam melakukan pekerjaan profesi
notaris sangat penting serta rasa keadilan yang harus ada pada profesi
tersebut.  Begitu pula dalam kualitas hukum peranan darl kode etik
profesi sangat penting untuk lebih menghasitkan akta-akta vang lebih
terproteksi dart sisi hukum. Meskipun notaris mempunvai kewenangan
dalam bidang hukum khususnya dibidang hukwm perdats sebaiknya
tidak mempergunakan kewenangannya univk melakukan suatu indakan
yang melanppar hukum, Karena sebagai notaris sebatknya harus
menjaga nama baik profesi karena kalau tidak akibatnya dapat membuat
masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap profesi ini,  Akhimya,
tenty menjadi tugas berat untuk tetap menjaga agar notaris layak
menyandang predikat scbagal pejabat vang terpercaya. Dalam kualitas
pelayanan, kode etik profesi mempunyal peranan yang sangat penting

untuk menunjang kerja dari notans,

B. Saran

Saran yang dapat diberikag oleh penulis dari tulisan diatas adalah sebagai
berikut :

Kode etik harus lebih responsif dalam menghadapi perubahan yang
begitu dinamis, kerena pada saat sekarang hanya berupa self regulation
yang hanya bermanfaat pada profesi notaris.

- Sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleb
Negara harus dilaksanakan oleh notaris dengan sebaik-baiknys dan
setepat-tepatnya.  Kekeliruan dan penyalahpunaan yang dilakukan
notaris dapal menimbulkan tergangpunya kepastian hukum, dan
kerugian-kerugian lainnya.  Olsh karepa itu, diperlukan upaya
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pembinaan, pengembangan dan pengawasan secara lerus menerus
sehingga semua notaris semekin meningkatkan koalitas pelayanan
publik. Untuk itw diperlukan satu-satunya wadah organisasi notaris

dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik.

Notaris adalab salah sate kemponen profest di bidang hulawn yang
perannya sangat besar bagl pemenntah. Oleh karena itu Pemenntah
harus senantiasa berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan
terscbut dengan membuat Undang-Undeng Jabatan Netaris Nomeor 30
Tahun 2004 {LJUIN) vang telah jelas mengahur kewenangan pemeriotab,
Pemerintah juga hams berkomitmen dalam melaksanakan UUJIN secara
konsisten dan konsekuen sebagai satu-satonya hulum positif di bidang

kenotariatan,

Kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki
upaya pemakss yang keras seperti pada hukum positif yang bertasaf
undang-undang hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi
professional vang lemah iman. Untuk mengatasi kelemaharn ini, maka
upaya alternatif vang dapat ditempuh falah memasukkan upaya pemaksa
yang keras ke dalam kode etik profesi misalnya dikenai sanksi sesuai
dengan undang-undang yang berlaku yaitu akia menjadi dibawah tangan,
perpbayaran  ganti  kerugian, pembayaran denda. Apabila Dewan
Kehormatan telah menjatuhkan sanksi kepada notaris dan diberhentikan
atau dikeluarkan dan keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia maka INI
dapat memberikan rekomendasi kepada Maiclis Pengawas Dacrah,
Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat untuk dapat

memeriksa dan memproses apabila terjadi pelanggaran kode etik.
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MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NCTARIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ji. Gedongkuning Nomor 148 Telp, (0274} 378431

SALIRAN
KUPUTUSAN MAIELIS PEMEBIUKSA WIHLAYAL
Nursor - W22 MPWNLGL0-44

Pada Tlank Seliwss Toegeal D Poaluh Bmpat  24) Belan funi £ 6 ) Tohen Dua Ribu
Delupan { 2008 ) Bertempal di Ruang Rapat Kassor Wilayals Doeparmanes Hubum dan Hak
Asasi Monusia Daeroh Inimowa Yogyakarts, kand Magelis Poneriksa Wilayah Motaris
Daerall Istimewu Yopyaharta yang dizngkat’ diben tugas olely Ketwr Majelis Penpawas
Wilayah Notaris  idacrah  istiwews Yopyakarta, dengan  Swurac Porintalh Nomor:
W22 MPWN.O3.16-34 Canggal 24 Mer 2008 terdies duri -

L HURLKMAN MUHAMMAD, S.H.M. ( Kolua Majelis Pemeriksa,)

2. MU NASE ALMES.TL MM, { Amyesiotin )
3. KADARIAGUS RAHARDIO, 8.4 { Anpgota }
4, MRIZKY SURYANA, ST 541 { Angigola )
5. DIOKO SUKISMO S HLLON. { Anggola 3
6. MUSTOFA SH. { Anggota }
7. NURHADIDARUSSALAM. S.H. { Angpota )
§.  PROF.DRSITIHISMUAT JENIESH . CN.  ( Anpgoin )
9. SULARTO, SJ1LC.N.M.H. { Anggoin )
10. PRIYANTIFARIDA, 819, { Sekretraris ¥

Telah mengadakan sidang terboka dan mengombil Eepuausan atas adapyn pengaduan dan
NY. FNDAMG PRAMUHIASYUTT OBETOYO (sclanin.nys disebut sebagat Pelapor) yang
heralumat &) . Amierte VI Nomor 6. Jombor Selaton, S'eman, kepada Ketua Majelis
Pengawas Daevah Notaris Kota Yopyakoers Wtadup Saudars NY. SOEMT SAJOGIO
MOEDITO MAaRDUKOENSL Notris dan PPAT Kota Yepyakarty (selaniutnya disebut

sebaga Terbopor) yaag terdamat di M. Sabien No. 10, Ketabary, Yoy kartu
Mudelis Pemeribsa Wilayah Dacrab Istimewn Yogyasorts (selanjutnya dissbut Majelis) :

Membacy © I Surst Ketua Majelis Pemeciksa Daerab Notaris Kota Yogyaskarta
Nopsor  3I/MPDAVZ0OR Toopgal 2 April 2008 Porihal

Perysriuing Buerila Aces Peoacciksi,
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Menimbung

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

) = wn .ngu\.a&%e (33

3, Hasil Pemesiksann Maelis Pemeriksy Doorc ™t Majehs Pengawas
Daerah Naworis Kota Yogyakaria berupus Berita Acara Pemeriks aan
Nomor: O1/BAP/MPDZ008 Tanggal 17 April 2008.

Rohwa peristiva yang nienjudi dosar Iaporan pengaduan dan Pelapor
kepada  Majelis  Pesguwas Ducrah MNoluwrds  Kota  Yogyakarta
sebregaimana  tertunng dalam Berita Acara  emeriksaan Majelis
Pemertkst Dacrah Notaris Kot Yopyakaria Nomon
DHBAMNMPDA2008  yany dimwnpmkan kepada  Majelis Pengawas
Wilayal Notaris Daessh Istimewa Yopyakaria sctangpal 24 April 2008

adatol fangual [ Aprad 1993,

. Pasal 2 AB (Algimene bepaling van We zeving) sebagainmz aa
diundangkan dalan, 8, 1347 No, 23.

2. Undmg-umeiang Homor: 3¢ Tahun 2004 Taaggal 6 Oktober 2004
lentenp Jabatan Nataris,

3. Peratwnor Mentern Hokum dan Thidke Asmist Manusiz Republik
Pdenesia Nonmwr @ M-02-PRO8AO Tabue 2004 Tapgpeal 7
Desember 2004 tenfang Taa Cara Pengangkatan Anggoia,
Pemmbrhentian Anggoty, Susuian Organisasi, Tata Kerja dan Tata
cara Pementiessan Maiclis Pengawas Notaris.

4. Keputusan Menteri Huknm das Hak Asasi Manusia Republik
indenesia Nomor @ M IB-PW.07.02 Tohuy 2004 Tanpgal 21
Dessmber 2004 tentang Pembentukan Majclis Pengawas Wiluyah

Notuis Dacral Istimewa Yogyakarta,
Kode Bk Notaris Hkatan Nelang Indencesia,
MEMUTUSKAN
Majelis Pemeriksa Wilayah Daerah Istimewa Yogyskirtz menerime
Berita Acara Pemeriksaun Majelis Jemeriksa Daersh Notaris Kot

Yogyakata Nomor O01/BAP/MPD/2008 atas Laporan Pengaduan NY.
ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYQ
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g mrwats mhy LivRet | F CLESRELT
tidak  berwenang memerikse Laporan Pengadewn NY. ENDANG
PRAMUNASTUTT  QETOYO  sebagaimana Swrat Pengaduan
Pemeriksaon Pengawas Dacrah Notaris Kota Yogyakarta tertanggal 21
Pebruari 2002, karena  Majelis Pemeriksa Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakartu dibentuk berdasarkan Keputusan Mentert Hukuny dan Hak
Asasi Mapusia Republik Indoncsia Nomor @ M.I8-PW.07.62 Tahun
2004 tanggal 21 Desember 2004 scbapar Peratuman Peloksanaan dati
Pagal 8! Undang-undang Nomeor: 30 Tahun 2004 vang mulai beriaku
tanggat 6 Oktober 2004, sedapgkan peristiwa yang menjadi dasar
peagaduan tangget 1 Aprid 1993, .

KETIGA © Kepstusan it disampaikan kepada yang bersanglaitan dan pihalke-pitsak

tevkail untuk diperittikan seperlunya.

Diletapkan di  : Yogpyakarta
Pada tingosl : 24 Juni 2008

B NUKMAN MURAMMAD, S HOM M, ( Kewea Megelis Pomertksa g ( Tid )

2. MHD. NASIR ALMILS.HLM.M, { Anggota ) { Td )}
3. KADARI AGUS RAHARDIG, 8,11 ( Anggoia } { T )
4. MRIZKI SURYANA, 5.7.,5.H. { Anggota ) { Tid )
5. DIOKO SUKISNG.S.HLCN { Anggota ) { T )
6. MUSTOFA, S.H. {Anpgoia) { Tid )
7. NURHAD! DARUSSALAM, S.11. { Anggota } ( T )
¥, PROF.DR.SITEHISMUATHIENIE S LGN, ( Anggota) { T}
Q. SULARTO, 8. HLCN M.IL ¢ Anggota } { T )
10. PRIYANTI FARIDA, 3.1 { Sekretraris ) { Td )

Disalin sesuai dengen aslinys

Mengetshul ;
ﬁﬁdﬁeils Pengawas Wilayah Notaris
“a ?»*‘i}@mk Istimewa Yogyakartz

B ,z } 5  Ketun Sckretaris
IS an m%ﬂ,
o) . . PRIYANT] FARIDA S1P.
sfnmw “NIP. 040036683 NIP. 7300604662

G2 e
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PUTUSAN
Nomor: 07/3/N . PPIN/2000
DENGAN RAKHMAT TUHAR YANG MATIA ESA
Malelis peme;iksa Pusat INafar%s yang memeriksa dan memutuskan permobonar

banding techadap putusan Mejelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakart:
Nowmor: W.2UMPWN.0L.10-44 Tanggal 24 }iol 2008, menjatubkan putusan dalam perkara:

Nama : Ny. Seemi Ssjopin Moedito Mardjikoen, 511
Tempat/ Tl labir ¢ Padang, 10 Mer 1942

Pokeriaan : Notaris Kota Yogyakarta

Alamat . 3. Sabtrin Ne, ¥ Kotabary, Yogyakaria,

Dahulu disebut Terlapor, sekacang Terbanding,

Melawan
Nama . Ny. Endang Pramuhastoll Oeiovo
Alamat o B Amerta VII Nomor 6 Jombor Selatan, Sleman,

Dacrah istiamewa Yogyakaita

Dabuln disebut Palapor, sckarang Pembanding;

Majelis Pemeriksa Pusal Motaris teesebut;

Setelah menbaca dan mengacu pada ketenlean Pesal 29 ayat (3) Peratuyran Menteri
Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Nomor M.0Z.PR.08.10 Tahan 2004
tentany Tala Cara Penpangkatan Angpota, Pemberhentlian Angpota, Susunan Organisast, Tata
Kerja, dan Tata Cara Pemoenksaan Majelis Pengawas Motaris, dan Penslapan Kehva Majelis
Pengawas Pusat Notars Nowtor M-DO.MPPNGLOUTHRI0DY taspsal 15 Mol 2009
tentang Penunjukan Mayelis Pemeriksa Pusat Notaris:

Seielah membaca berkas perkara Landing Nomor M-07/BANDING/MPPN/Y/2000
tanggal 1§ Mei 2009

TENTANG DUDUK PEREKARAMYA

Memimbang, Lthwe Terlapor pejubat Notaris i Kote Yogyskarta  dilaporksn oleh
Pelapor kepada Majelis Pengawas Daerah melalul surainyn tanggal 23 Oktobey 2007 dan
21 Febraart 2008, yang pada pokoknya adalah sebagal bertkut:

1. Bahwa Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH.  Nolaris di Kola Yogyakerta telah
membuat Akte Jual Beli ataz tanah thik Mitik Nomor M.927/Caturunggal Gambar Situagi
No. 7065 ertanggal 30 Deserber 1997 seluas 8810 m2 atas nama Ladang Pramuhasti yang
terletak di Xabupaicn Sieman.

2. Bahwa meskipun objek yeng diperjualbelikan tidak di wilayahaya, tetapi Terlapor tetap
memproses Akia Jual Beli terscbut, swiun tidak tegadi penolakan nwtlak olehi pibak
Terlapor,
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3. Bahwa paids saal penardatanganan Akla Jusl Bed {essebul dihadapan Terlapor tid
menghathiken sertilikat 25l, hanya venpan folocopy sortifikel, karena sertifikat tan
tersebut meniadi jaminar Bank BCA.

Meni nb;mg, bahwa berdasarkar  Berila Acwa Pemeriksaan  (BAP) Nom
O/BAP/MPINZO08 yang dibuat oleh Majelis Pengawas Dacrah Notarls Kahupaten Stema
didapatkan fakle fakts sebapai berikut:

2. Bahwa PELAPOR buswma Hadi Gousmwan menghadap Terlapor yang berkedudukan
Kota Youyakaria univk moembuat Aktn Jual BeH ataz Tanabh Hak Milik Nomx
M.O72Caturtunggal Nomor 7063 {ertangpal 30 Desamber 1997 seluas 8810 m2 atas nam
Ny, Eadang Pramuhasict yaag terletak di Kabupsten Sleman,

b. Bahwa walaupun objek yang diperjualbelikan tidak diwilayah Kabopaten Slemar
Terlapor 1vap memprosss Akla Jual Deli (AJB} terselut pada bulan Aprit (shan 1993 du
meminta Ny. Sulistyah Budarmadi, 811, selaku Noiariw/PPAT di Kabupaten Sleman untul

mambual Akia Jual Behinya, dimana blanko Akta jual Beli terzebut sebcizxmnya telah d
isifdibuat oleh Tedapot.

¢. Bahwa Notaiis/PPAT Ny. Sulisiiyah Sudarmudi, SH tidak menolak untuk dilanjutkar

pemprosesan lerhadap Akla Jurl Bell tersebui dan telz) anengetahui bahwa Blanko Alkda
Jual Beli tersebut telah di ssiddi buat oleh Terlapor.

d. Bahwa dalam proses pembuntan Akl Jual Bel Nomor OFAIB/DPKA993, PELAPOR
menzndatarpant blanko yeng di isi lungpal 11 April 1993 berbeda dengan swal akia yang
disebutkan pada tanggal 1 April 1993, sedaogkan syami PELAPOR menandatangant AJB
tersebal beberapa harl kemudian,

e. Bahwa pnda saat penandeianganan Akt Jual Beli terscbut dihadapan Terlapor tidak
menghadivkra sertifikat aslf tnuah tersebut hanys deugan (C.ocopy sertifikat, karens
sertifikat auli {ersebut dyjaminkan i bank BCA.

£, Bahwa stal Nolar@PPAT Sulistivah Sudarmadi, SH. yaitu saksi Yuligni {vang menjadi
saksi dalam Akta Jual Beli) menyatakan pengakoan dibawal sumpah dimuka persidangan
Pangadilan Tata Usalm Neghra Nomor OMG/ Tun/2C04/P TUN. YK bahwa dirinya “'pura-
pura menyaksikan teijadiayd penandatanganan jusl-beli tersebut,

2. Bahwa alta juzl beli tersebut ditandalnngant pada tanggal 11 April 1993, berbeda dengian
aval 2kia vang discbutkan tertanggal 01 Apri) 1993,

k. Bahwa dalam perbuatar jual beli tercobut 1idak pernah teriadi perbuatan pembaya an tunai
diraana lazimaya pewual menyerabkun bavang dan serempak dengan ity Pembeli
menyerunkan pambayaran wag,

i.  Bahwa Akta Jual Beli Nomor (7/AJB/Dpk/1993 dalam proses pembuatannya miak
memenuhi unsur-unsur sehivya pembuatan suaty akin Akfa Jusl Bels,

j. Bahwa PELAPOR merass kecewan kurena telab dirugilan “ERLAPOR dan cienilai
pembuatan Akta Jual feeli Tanah Nomor 07/AIB/Dpk/1993 tanggal 01 April 1993 ridak
sah karena tidak memerubi unsur-unsur daiam pembuatan Akta Jual Belk

k. Bahwn PELAPOR dalam laporanfpengaduan yang disampaikan hepadn Majelis Pengawas
Daersh Notaris Kabupaten Sleman jugn sielampirkan berkas Akia Jual Beli dan Akta
Pembebanan Hipotik, ™ ™
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papws PELAPOR mohon taduk lanjut dan pengaduaraya kepada Majelis Pengawas
Dacrah Notars Kabupaten Steman dapat diselesatkan dengan baik tanpa merugikan salak
satu pihiak.

Menimbanp, bahwa berdasarkan Kepuiusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris

Daerab Istimewa  Yopyakaris Nomor: W22.MPWN.0L.10-44 tanggal 24 Jusnd 2008,
menetapkan:

13

2y

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Noturis Daerah Islimewa Yogyakarta nynerima Berita
Acara  Pemeriksasn  Majelis  Pemedksa  Daerah Notaris  Kabupaten  Sleman
Nomor: 02/BAP/MPD/2008 atas laporin pengaduan Ny, Endang Pramuhastuti Octoyo.

Babwa Majelis Pomeriksa Wilayah Notaris Daeraly Istimewa Yopyakaria menyalzkan
tidak berwenang memeriksa  laporan  pengadean Ny, Endang  Pramuhaseuti
Octoyo.sebagaimans sural pengaduan ke Majelis Peagawas Dnerab Notaris Kabupaten
Sleman terinaggal 23 Ollober 2007, kaverna Majelis Pomeriksa Wilayah Notaris Daerah
Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Tukaw dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M. 18-PW.07.02 Tahun 2004 tanggal 21 Desember
2004 svbapai Deraturan Pelaksanaan dard Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 vang mulai berlake tanpgal 06 Okiober 2004, scdangkan peristiwa yang menjadi
dasar pengaduan tanggal 01 Apri! 1993,

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notards Daerah

Istimewa Yogyakarts Nowor W22 MPWN.G1.10-44 tanggal 24 Juni 2008, Pelapor sekarang
Pembanding merasa keberatan daa mengajukan permohonan banding kepada Majolis
Pengaway Fusal Nolans melahn Memori Bandig tzrcaial Yogyakarls .. Juli 2008, sebagal
berikut:

i,

Pembanding/Pelapor felalh mengaivkan perinchonan banding pada tangeal 27 -Juni 2008
sesuat det gan hak lan tenguang wakn Swsding dan menurut tala cara sebagaimana di
ator Jalam Bab I'V Pasal 33 ayat (1) dan (2) Umdang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentany Jabatan Notaris {UUIN).

Bahwa scbap: imana diatur dalamm B3ab 1V Pasal 27 ayet (1) Undong-Undang Jabatan
Notaris yang intinya aenyebutkan “Putusan pemweriksaze hares memuat alasan dan
pertimbangan yany cukup, yasg dijadikas untuk menjatuhkan putusan.” ‘
Bahwa sesual dengan Pasal 20 ayai (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutlan
“Dalam melakuknn pemedksnan lorhadap Notaris, Ketva Msjelis Peospawas Notars
membentuk Majelis Pemeriksa Daerag, Majelis Pemeniksa Wilayah, dan Majelis
Pemeriksa Pusat dnri masing-masing umsur vang teedirt atas 1 {satu) orang Ketua dan 2
(dua) orang anggota Majelis Pemeriksa” Dan Pasal 20 syat (3) Undang-Undang Jabatan
Notaris menyatakan “Majzlia Pementksa scbagaimaea dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh 1 (salu) orang Sekretaris. Namun kenyalaannya sebagaimana 1ermuat dalam Putusan
Nomor W22 MPWN.01,10.44, maka Majelis Pemerikga terdiri dari § (satu) orang Ketua,
8 {delapan) orang anggota Majelis Pemeriksa dan 1 (satu) Sckretaris, Dengan demikian
Majelis Peagawns Wilayady Notaris Daerah Istimews Yopyskarta telah bersalah dengan
membentuk Majelis Pemeriksr karenn bertentangan dengaa Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Jobstan Notaris dan tidek mengiadahkay ketentuan-ketentuan yang sudah
ditetapkan, {ermasuk melanggar hukum scara yang berlake.

Bahwa Pembanding/Pelapur sangat keberatan dengan alasan Majelis Pemerikss Wilayah

vang sangat menpada-ada  dan tidak  mempertimbangksn s cara  seksams, yang

meanyatakas tidak berwenang memeriksn lapocan pengaduan Pelapor/Pumbanding karena

kejrdian clangparan yang ditaporkan adalah tahun 1993, yailu terjndi sebelum lahimnys
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5.

UUIN pada ianggal 06 Oktober 2004, Hal ini duput diartikan sebagai penclaka

* pemeriksaan laporan penpaduan. )

Bahwa Putusan Nomor: WI2.MPPWN.01.10-44 Majelis Pemeriksa Wilayah sema seka
tidak menguias Berita Acara Pemeriksaan Nomor 01/BAP/MPD/2008 vang tels
disampaiken oleh Majelis Pengawas Daerah Motaris Kota Yogyakanta. Adapun p:}kek
pokok pelanggaran tersebut adatah:

a Bahwa pada pzambuatan akta otentik, maka para pihak tidak menghadap bersamam
ditndapan Notaris/Terbanding. Hal ird dapat dibukiikan diri 1anda tangan dizia
materai tanggal 11 April 1993 Lorbeda dengan yang tertlis pada awal akts
1 April 1993,

b, Bakwa dasa; acuan pombuaian akiz olenlik hatya berupa {olocopy sertifikat tanah,
Larena yaog ash masih dpamivkan ke Bank BCA sebugai agunan.

¢. Bahwa pada halaman 1 (satu} bans 17 Pulusan Moimor: W22 MPWN.GL.10-44 Aajelis
Pemeriksa Wilayah, menyebutkan ...."Telah mengadakan sidang terbuka dan
mengambii keputusan atas,...., “Sedangkan dalam kenyateonya putusas  tersebut
uibac kau pady sidang leitutup, sehingga pars pihak yang ingin menyaksikan
persidangan tidak diperkenankan masuk dan hanus menungpy diluar ruang sidang

Bahwa Ny. Endang Prarwhastuti Oeloyo schagsl Pelapor/Pasbanding memohon agar
Ketua Majel's Pengawas Pusat Notaris berkenan menerima permohonan Banding dan
berkenan mumbatatkan putusan Majelis Pongawas Wilayah Notaris Dacrah Istimewa
Yopyakarta  dan  neclanjutkan wemeriksa Bulla Acara Pemeriksaan
Nomor: SU/BAP/MPD/2008 yang sudah disampaikan oleh Kewa Majelis Pengawas
Daeeah  Notaris  Koia  Yogyskarta  sesuai  dengan  surat  pengentarnya

Momor: 33/MPD/AV/2008 tanggal 24 April 2008 ditujukan kepada Majelis Perngawas

Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yopyikar! .

Bahwa Pembanding nemiolws apar

a. Pulusan No. W22 MPWN.OL [0-44 menjadi batal demi hukua karena peoanganannya
dari awal pembentukai, Majelis Pemeriksa bingga pesidaaganmya tidak mengindahkan

dan melanggar siuran-aluran yang berlakn,

b, Melanjuikan  memerdess  maupun  meeyidan kan Bevita  Acara  Pemeriksaan
Nomor: 3YV/BAP/MPI/2008;

¢. Mererirm atau membenarkan kebenasan laporan pengaduan;
d. Menyatokan sceara hukom atay pelanpgaran yang telah dilskuk~n Terbanding;

&. Menjrubkan sanksi teomasub melapockan kepada pibak vang berwenang terhadap
perbuatan Terbandiag sesual dongan pelanggaraniya,

Menimbang, babwa {erhadap Momori Bandisg  Pembanding/Pcelapor  tersebut,

Terbanding/Terlapor  felah pula menyampaikan Kontra Memori Baading kepada Majelis
Pengaiyas Pusat Notaris tanggsl 17 Juli 2008., scbagai berikut:

1

Baliwa terdanatnya pensnggalan ganda debun Momori Banding dari Pembanding, hal ini
dapat diartikan Memorl Bunding twscbut diserahkas tdak dalam jangka wakiu 14
(empatbetas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (2) Peratucan Menterd
Hukem dun HAM No, M.OZPROBI0 Talun 2004, sehinggn sesual kelesiuan Pasal 34
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ayat {6) dan {7) Pevaturan Mentert Hukan das HAM Nomor ML02.PR.O0S, 10 Tahun 2004
-permohonan Batding tersebut haves dinyatakan tidak dapat diterima. -

2. Bahwa  penjatuhar  Kepulusan  Majells  Pemeriksa  Wilayah  Notaris
Noror W22ZMPWN.01.10-34 (erianpgal 24 Juni 2008 telsh dilakukan sesual dengan
atvran hukum yang berlaku, sehingga olel karenanya Keputusa, tersebut patut untuk
dikuatkan,

3. Bahwa Terbanding/Terlapor menotak dengan tegas alasan Memor Banding angka 2, dan
untuk iiu {erbandin 3 Terlapor membrrikan tanggapan sebagai berikut:

2. Meogaatkan Keputusar Nomor: W22 MPWN.01.10-44 1angga 24 Junt 2008, karena
kepulusan tersebul teiab jelas sangal lepat dun sesual dengan aturare bukum yang
berlaky,

b. Pewbanding tidak tepat menyebulkan rumusan Pasal 27 ayai (1)) Undang-Undang
Jabatan Netaris dalam sngka 2 (dus) Memosi Danding. Adapun rumusan Pasal 27 ayat
{1y Undang-Undang Jubaian Notaris adaiah “Noaris mmgﬂp!kaa ;}ennohﬂnan cuti
secara tertufis disertal vsulan peaumnjukan Notaris Peagganti,”

¢. Menolak angka 2 {dus) Mcmeri Banding Pembanding.

4. Bahwa Terbanding/Terlapor menclak angka 3 (tiga) Memori Banding Pembanding dengan
alasam

3. Majelis Pemeriksz Wiluyah yung menwerikss leporan dan Pelapor/Pembanding, di
angkat oleh Ketun Majuhis Peaguwas Wilayah Notaris Dacral Isthugwa Yogyakarta
sebagaimana tersebud delam Surat Perintah Nomo: W22 MPWN.03.10-34 tanggal 24
Mei 2008.

b Tidak ida larangan dalar Peraturan Menteri Hukom dan HAM Nomor M.02. PR.OB.1G
Tahut 2004 bahwa pemcriksuan peskara dilakokan oleh lebid dart 3 {tiga) orang
Majelis.

c. Pemunjuhun 9 (zembilan} orang Mujelis Pumerikse Gidak berlenfangan dengan kelentuan
Pasal 67 aval (3} Usndang-Undang Jabalar Notwaris menyebuiken bahwa Majelia
Pengawas berjurnlah © {sembilan) orang, ierdini atas unsur pemerintah scbanyzk 3 (tigs)
ovang, organisasi Notaiis sebanyek 3 (tiga) orang dan nhiifakademisi sebanyak 3 {liga)
orang.

5. Bahwa Tesbanding/Terlapor menclak dengan fegas angha 4 {empat) Mamnri Sending
Pembanding dengan alasan:

8. Undang-Undang Jabalm Nolavis mulm berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu ienggal
08 Ckichar 7004, dengan demikizn menurmt bhukum segsla ketentuan ying termumst
didalam Undung-Undang tersebut hanye berlaku terhadap peritiwa yang terjudi setelah
tangaal pemberiakuan Undang-Undang forsebut, karens bal ind sesual Pasal 2 AB yaite
Undang-Undang hanya berlaku untuk wakiv kemudian fan tidak berliku surt,

b, Majrelis Pengawas Wilnyeh Notaris Daeral Istimews Yogyukatta dibentul; berdasarkan
Keputusan Menterl Hukum dan BAM Nowor M. 18-PW.07.02 langgal 21 Desember
2004, Hal ini berach meaunst hukum MPWN Daersh Isumwa Yogyakadta hanys
burvrenang univk memeritksa perbusian hukmn Nolaris yang terjadi selelah tangpal 21
Desember 2004,
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¢. Penstiwa jual beli yang dilaporkan oieh PelaporfPembanding dilskukan pada teaggsl

01 Aprit 1993 (Jauh seboelum dibentuknya Majelis Pengawas Notaris), oleh karenanya

menurut hukum Majolis Pemerikss Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyskanta tidak
berwenang t atuk memeriksa laporan terscbut,

4. Bahwa Terbanding/Terlapor Menolak dingan tegas angka 5 {lima) Memoni Banding
Pernbanding dengas mendagarkan pada:

a. Bahwa dalam melakukan pemerksaan torhadap  Pelapor/Pembanding, Majelis
Pemeriksa telah memperhatikain lapoven Preisbanding;

c. Dahwa tidak bonar laporan Pelapor yang menyebutkan Para pihak tidak hadir dihadapan
Notaris dan tangpal yang borbeda pada akias jual belis

4. Bahwa laporan Pelapor vang menyebutkan pada saat jual beli tidak disertat sentifikat
azh Hak Milik Nomor 972 adalab fidak lerbukii karena sertifikat tersebui felah
dilakukan balik nama;

e. Hahwa ientang pembaywan aiag lansh sntara Peapor/Ny, Endang Pramuhastoti dan
Penjual /Drs. Hermawan Budi Santoso telah diabukan dihadapan bank dan disebutkan
pada Lalanan 2 Akta Jual Beli

7. Baliwa menurut Terbanding/Teelpor didalam Memori Banding P mbanding penomoran
alasan-alasan banding tidek terdupat angka 4, sclungga berfanjut ke angks 7. Sehingga
Terbanding hanya menangpipi alasan banding angka 1,2,3.4,5.7.

8. Bahwa terhadap alasan basding angka 7, Terbandisg memberikan fanpgapan sangat
mengada-ada dan tanpa davay, kevens putusan jclah dincapkan salam sidang yang bersifat
terbuka unink umum dan pemeriksaan dilaknkan teriutup untuk wmum oleh Majelis
Pomeriksa Wilayah.

$. Bahwa berdasar can alasan-alasan tecsebut diatas, maka Te-banding/Terfapor mohon kepada
Majelis Pengawas Pusat univk berkenas inonjaliuhkan putusay

a. Merolzk per nohonan Brnding dari Pelapor - Fembanding,

b. Menguatkan Putusas Mujelis Penpgawas ¥Wilagah Notars Daceal Istimews Yogyakarta
Nomor W2 MPWN.01.10-44 tanggal 24 Juwi 2008,

¢. Menyatakan Majelis Peagawas Dacrah Nolaris Yogyakarin, Majeliz Pongiwas Wilaysh

Notaris Daerah Istimevn Yogyskaria dan Majelis Pepgawss Pusat Notars tidak
berwenang antuk memeriksa laporan Pelapor.

Menimbaag, baliws uniuk mewmpursingkat weatan putusan ind, maka segala sesuatu
yang di dalam sideog dan dicatat dalam beritg scark sidang, dianggep telali dimasukban dalam
putusan ini serta merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKIIMNYA

Menimbang, bahvea memori banding dari pemohon Pembanding/Pelapor adaleh seperti
tersebut di atag; _

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturen Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M.O2.PR.08.10 Tabun 2004 tenfang Tate Cara Pengangkatan
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Anppota, Pemberhenfian Anggota, 3ucwian Organisasi, Tata Kera dan Taia Cara
Pemenksasan Malelis Pengawas Netaris, dinyafakan bahwa pelapor dan alau terlapor vang
merasa keberatan atas putusan Majelis Pemenikisa Wilayah berhak mengajukan upaya hukurn
banding kepada Majelis Pengrwas Pusal;

Menimbang, bahwa menpenai  keberutan-keberatan  dalam  Memori Banding
Pembanding/Pelapor, Majelrs Pemeriksa Pusat Notaris akwn mempertimbangkan apakah npaya
hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pele sor  teluh sesual depgan Peraturan
Menten Hukum dan Hak Asast Manusia Republik Indonesia Nomor: M.O2.PR.08.10 Tabun
2604 temang Tata Cara Pengengkatan Anggots, Pemberheatian Aaggoty, Susunan Organisasi,
Tata Kerja Jaa Tata Cara Peneriksanan Majelis Pengawas Notasis;

Menimbang, babwi berdasarkan Pusal 33 ayut (2) Poraturan & 2nlert Hokem dan Hak
Asasi Manugir Republik Tndonesia Nomaor: M OZPR.OBI0 Tulam 2004 temtang Tata Cara
Pepgangkaian Angpodn, Pemborhention Anggoda, Seseags Organisass, Tats Keria dan Fada
Cara Pomeriksoan Muiclis Ponguwus Motans monetapkan, bohwa upays hukam banding
dinyataknn dalem jangka wakou paling lambal 7 (tujul) hari ka'ender terhlivag sejak putusan
divcapkan;

Memmbang, bahwa berdasarkan Prsal 34 ayai (2) Perafuran Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Romor: MAO2 PR.GRI0 Tabun 2004 tenta g Tata Cara’
Penganpgkatan Ansgoets, Pemborhentian Anagotn, Susunan Qrpanisasi, Tala Kerja das Tata
Cara Peweriksaan Majels Peongawas Nowans menetapkan, babwa penvampaisn memornd
banding diajukan Jalam jangks wakiu paiing Lundat 14 {emput Delag) bari kalender terbitung
seiak banding dimyatakan;

Menmimbang, baliwa  selanjuings Majehis  Pemeiksn  Pusst Totarls  akan
mempertimbangkin apakab upaya hokuny banding vang o ajukan cleh Pembanding/Pelapor
sudah sesmal dengan Peraturan Menieri Hukum dan Hak Asasi Manisia Republik Indonesia
Nomor; M.02,PR.OE. 10 Talun 2004 teatsng Tata Carn Pengangkatan Anggols, Pemberhentian
Anggota, Susunaa Organtsasi, Tata Keda dan Tala Cam Pemeriksuza Malelis Pengawas
WNotaris;

Menimbang, babvwa Pembanding/Pefapor mengujukan pormohonan banding atas
putusan Majelis Pemenikas ‘Wilayah Nolaris Daesah lstimewa Yopyakarta vyang telab
menjntubkan putusan Nomor: W22 MPWN.B1.10-44 terianggal 24 Juni 2008, serta telah
menyanmpaikan memort banding fanggaf 30 Junl 2004, vang tercatut dafam register perkara
banding Majeliz  Pengrwas  Pusat  Notarls  Néuior  M-QWBAMDING/MPPN/V/Z009
tanggat 18 Mei 2009, scteizh persyaratan pemeriksaan banding leepenuhi untuk dilakukan
pemeriksaan.

Menimbang, bahwa oleh karena potusan divcapkan oleh Majelis Pemeriksa Wiayah
Notarit Daceah  Istimews  Yogyskatia ysng  ielah  menjatubkan  putusan  Nomor:
W22 MPWN,01.10-44 tedianggid 24 Juni 2008, maka Pembanding/Petapor diberi hak untuk
mengajukan upaya hkum bandieg dalsw jangka wakiu paling lambat tangga! 30 Juni 2008;

Menimbaug, baliwa Magehs Pemeriksa Pugal menilal pencantuman men:ori banding
tertanggal 30 Juni 2004 merupakan kesglahan pengetikan, oleh karena v sesuat kelentuan tata
cata penysmpaisr momori  banding, Majeliz Pemeriben  Pusal menganggsp bahwa
prayampaian memori banding Pembanding/ Pelapor telah sesuai dan memenubi persyaraten
sehagalmana diatur dalam Pasal 33 ayat (2] juncto Pasal 34 ayai (2) Persturan Menteri Hulom
dun Hak Azasi Manw: ia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.G8.10 Tahun 2004 tertanggal 7
Desember 2004 tersebu? di alny;

Menimbang, babwa dulam memori bandiog Pembanding/Pelapor mengutip Bab 1V
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomer 3¢ Talun 2004 tentang Jabatan Notars yang-
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menyebutkan: “putusan pemieriksaan harus roemwai alasan dan pestmbangan yang cukup,
yang dijadikan dasar untuk meniatubkan pulusan”, Yang benar adalah bshwa rumusan pasal
tersebut terrauat dalam Peraturan Menteri Nomor, M.02 PR.OR, 10 Tabun 2004, selanjutnya
Pembanding/Pulapor mengutip  Undang-Undang Nomor 30 Tshun 2004 tentang Jabatan
Notaris, Bab IV pasal 20 ayat (1) yreg  menyebutkan: “dadumn melakukan peneriksaan
terbadap Notaris, kelua Majedis Pengawas Notariz membentuk Majelis Pemneriksa Daerah,
Majelis Pemeriksa Wilaynh Jan Majclis Pemerrksa Pusat dari aasing-maging unsur yang
terdin atas } (saiu) orang kelue dan 2 (dua} orang anggola Mejelis Pondrikya”, Dan mengutip
Bab IV Pasal 20 ayat (3} vang menyebutkan: “Majclis Pemeriksa sebapaimanz dimaksud pada
ayat {1} dibantu oleh 1 (satu) orang Sckictaris™. Yang benar adalah, bahwa mmusan pasal
teesehut termuat Aslam Peralncan Mentedt Nowor MO2PR.AZ.16 Tahun 2004, dan olehy
karenanya Majelis Pemeriksa Pusat berpenoapat niengesam pirghan dalil-dalil tersebut uniuk
dipertimbangar:

Menimbang, bahwa keberatan  Porbmding/Pelapor hahadap Maielis Pemeriksa
Wilayah Notaris Daerali Istimowa Yopyakorts yang melakukan pemerikshan dan telsh
menjatuhkan putusan Nomor: MNomen W22.MPWN,01.16-44 tertanggal 24 Juni 2003, olch &
(sembilan) orang anggote Majelis Poagawss Wilavah Notaris Provinsi Daerah Istimcwa
Yogyakaria, dafam hal ini Mujelis Pemeriksa Pusat berpendapat beliwa ferhadap keberaian
PembandingPelapor Gdak beralasen unfuk dinyatekan telsh sabh dalam  melakukan
perneriksaan, Meskipun pemesriksaan dilakukan oleh selurub anggota dan oleh setiap unsuy
yang bartumizh @ (sembilan) crang sesungguhnys sclureh anggon wajelis tersebut tidak bisa
mendeminasi oleh salu unsur kepada vosur fain untuk mempeogaruhi pengacbilan prinsan
majelis, Bahwa meskipua berdasarkan Paxal 20 ayai (1) Peraturan Mesteni Hukum dan Bk
Asasi Manusia kepubltk Indnnesia Momor: M.O2.PR.OB.JO Tabun 2004 tersebat di atas
menyebutkan bahwa, dalam melakukan pemerikssan torbadap Notaris, Kelus Majelis
Pengawas Notarls membentok Majelis Pemeriksa Daeszh, Majelis Pemeriksa Wilaysh, dan
Maielis Pemeriksa Pusat dari masing-masiog unwar yang levdivi atas 1 {sate} orung Ketua, dan
2 {dus) orang anggota Majelis Penieriksa, dalam hal tof Maielis Penserikys Pusat berpendapat
bahwa pemeriksaan yang dilakukan olch anggoia Malelis Pengawas Notaris Daersh Istimewa
Yogyukaria tersebut sab secara hukom;

Memmbang, bahwa Majelis Pemnerikea Pusat terlebih dahulu perfu mendalami  pokok
perkara yaag dipersengketakan, yaity bahwa pokok perkara yang dipersengketakun adalsh
laporan  dugran pelanggaren jubatan dJalam pembuoatan Akia Jusl Deli No: 07/AJB/Dpk/1993
tertanggal 01 April 1993 yang pencrbitannya dilakukan olel Tabmding/Tetapor dengan
menyatehi prosedur hokum yang besfaky, yaitu: pada sanl penandalangan Akla jual Beli pama
pliak Gdak menghadep dibadapan Notans, (ak ads sorifikat ash melainkan hanya folocopy
srbagai dasar pembuatan akia, begity puly pada sant penandalanpsn pengesshan akta para
pihak dan saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok pekara tersebut di alss Majelis Pemeriksa
Pusail berpendapal, buhwi Pembanding/Polapor  melaporkan Terbanding/Terlapor dalam
iabaien Notars selaku Pejabat Pemnbual Akin Tanab, yang dalam hal it kewenangan Notaris
selaku Fejabat Pembuct Akia Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nonor: 10 Tehus
1961, vang telah dirubab dengan Peraturan Pemeniafah Nomor: 24 Tabun 1997 tentang
Pendaftaran Tenall, Sedung pengengkatan daiem Jubatan Pejubat Pembuat Akta Tonuh distur
desgan Peraturan Pemerintah Nomar: 37 Tshun 1958 tentang Persturan Jabatan Peisbat
Pembuat Akts Tanah Dengan demikian Mujelis Pemerikss Puse. berpendapat, bahwa
kewenansan pengawass a lerhudap poleksnnaan pevaturan perundang-oodangan iersebit adatah
yurisdiksi Badan Pertanahan Nasional, schingga apabila Notaris melakukan pelanggaran
dalam jabatannya selaku Pejabat Permbuat Akta Vanah, maka yang berwenang menjawhkaa
sanksi adalah Badan Pertanalmn Nasional;

_ Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomer 30 ‘Uahun 2004 tentang Jabatan
Nutaris pwla Pasal 15 ayat 2 Baral hiawnsoluialvadpug. Moirisderwenang membusl akia



dibidang perianaban. Meka Serkaitan dengan laporan masyarikat ioshadap Notens dalam
jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akin Twngh yang diduga melakukan pelanggaran
terhadap Undang Undang Jabaton Notare daiam hal ini Majelis Pemenriksa Pusat terlebih
dahulu perhy meneliti formulic yang dipakai oleh Notaris dalam membuat Akta Jual Beli
dibidang pertanaban. Babwa jika Notaris membuat Akta Jual Beli dibidang pertanahan
memakai formult: Alta Jus! Beli yang disediakan oleh Badan Pertanahan Narional maka
Niajelis Pergawas Notaris tidak boerwenang untu’s melakokan pemeriksaan yang berkantan
dengan dugaan pelanggaran jubatan Notariy selake Pejabal Pembual Akta Tanah. Jika
sehalikiya apabile Notais mambuat Akta Jun) Beli dibidar ¢ pertanshan dengan minuta yang
dibuat berdesarkan jabatans ya schagai Notaiis scbagaimana dimaksud pasal 135 ayat (2) humf
£ Undanp-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tenang Jabatan Noteris, maka Majelis Penpawas
Notaris berwenang uniuk melfakukan pemeriksaan.

Menimbang, balwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Dasrah Istimerva Yogyakarta
vang telah  melakukan  pomerikzaan  dan  telah menatobkan potusan Nomor:
W22 MPWN.OL10-44 tertangyal 24 Junmi 2008 yang amarnya menyatakan, tidak berwenang
memerikse faporan pengaduan Pembanding/Pelapor datam baf inl Ny, Endng Pramuhastuti
Detoyo karena peristiwa yang menjadi daxar pengaduan adalah tanggal 1 April 1993, Majelis
Pemeriksa Pusat berpendapat babwa Majelis Pameriksa Wilayah Nodaris Dasrah Istimewa
Yogyakarta tersebut  telah  sesuai  menecrapkan  perlimbangan  hukem. Bahwa jika
Pembanding/Pelapor pada tanggal 1 April 1993 mesasa keberatan dengan Akia Jual Beli yang
dibuat oleh Terband.ng/Terlapor, maka sgharusnya Pombanding/Pelapor melaporkan kepada
Pengadilan Negeri di wilayah hukum Notaris tersebut oleh karema sebolum berlakunya
Undang-Undang Nomor 30 Tahuun 2004 tentang labatan Notaris, makz kewenaugan
pengawasan terhiadap Noturis ndalab yurisdiksi Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas,
Majelts Pemertksa  Pusai  berpendapal  bwhwa  terhadap  keberatan-keberatan
Pembanding/Pelapor maupun keberatan Terbanding/Terlapor dianggap telah dipertimbangkan
dan menjadi bagiar. yany tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasavkan Pasal 30 ayat (3) juecty Pasal 33 ayat {1} Peraturzn
Menteri Hukum dan .2k Asasi Manusia Republik Indonesia Momor: M.O2.PR.08 10 Tahun
2004 tertanggal 7 Devsmber 2004 menycbutkan, balwa Majelizs Pemeriksa Pusat dapal
mengambil putusan sendin berdasackan kebijaksamaan dan keadilan, dan/atas Majelis
Peincriksa Pusat dapal menguatkan, merubah, atay mombatalkan putusan Majrlis Pemcnkaa
Witayah, Jan memutus sendin;

Mengingat, bahwa scielsh membuca passl-pasal datanmy Undane-Undang Nosaor 30
Tahun 2004 lentang Jabatan Nefarig, Kode Fiik Notans danfatau ~eraluran peropdang-
undangan pelaksanaasaryn, seria bardasarken rapat~rapat Majelis Femeriksa Pusat dengan ini,’
mengadiii;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan ke seratan dari Pembanding dahuiu Pelapor tidak day at diterima,,

2. Menyatakan menguatkan putusan Majelis Pemerikss Wilayah Notaris Daerah Istimewa
Yogyskarta Nomor, W22 MPWN.01.16-44 lertanggal 24 Juni 2008 berkekustan hukum

mengikat,

Demikian diputuskan detam rapst misyewarah Majeiis Pemeriksa Pusat peda hati
Selasa, tanggal 26 Mei 2009, yang terdiri atas Rakhmat Syamsul Rizal, SH. MH. scbagai
Ketva, Abdut Wahid, SH. MH dan Prof. DR, Anva Erliyane, SH. MH. masing-masing

sebagai anggota.. Potusan ini divcapkun dalam sidang terbuka untuk umion pada hari Selesa,
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ranggal 2 Mei 2009 dalam sidang yvang terbuka untuk umum oleh Maielis Pemeriksa, yang
tarditi atas.Rakheat Syamsul Rizal, SEH. MH. sebagal Kefoa, Abdul Wahid, SH. MH. dan
Prof. DR, Anna Erliyana, S+ MH. masing-mastng sebagai Anggota, dibantu oleh Joke
Santose, SH. M Hum.. sebagei Sckretaris Majelis, yang tidak dihadiri oleh Pembansing,

dahulu Pefapor serta dibadiri Terbanding daholu Terlapor.

Ketua,

Rakhmat Syvamsu! Ruel, SH. MH,

Anggota,

Abdul Wahid, SH, MH,

Anggota,

Prof. DR, Anna Brliyang, SH.MH. T s

Sekretaris Sidang

Joko Santoso, SH, M.Hum.
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v RERITA ACARA PEMERIKSAAN
No, 02/ RAPRPT 2008

Majells Ponpavaas Davrah Notirks Kabopaten Slease heesidang Jf Steman dabiun perkara Penpgaduin

. 1
BTG FAHIEIHE (LI D ram o e o e e o e s T T T A T T S 4 S T Y b A -
Nt : Endang Proamuiustedl Oeloy oo T R = R
Vo, \
gy L Admena YV NeS, Jombor Sehiian, Slentin, Yopyakirine- e s e smrmnn svrnm mmim s

Sehagdimana tertuang dalam suratnya yaag seleagbapnya berbunyi sebupgai Doriftut tevmmrwresmmer cemren

' I Yopyakarts, 23 Oktober 2607
Peribal 1 Peng: duan :‘;’.us pelanggaran Kepgada Vi,
datam Akia Jual Tl Tanadh KETHA MAIELIS PINUGAWAS DARRAH
Ko 2 AN D pkd i NUTFARIN KABTTATEN SLEMAN

Bingoal 1 Aol 1905 ) )

= e

Hopsnma surat s saya memberitahukan don mengadoian sal-hal sebgmn beriRut - e cnsecvev s
!. Notaris So:mi Sajogle Mocdite Mardiikoon, 871 schagsi Nolariz Kodye Yogyskorto telab

senihuat Akta Jual Bieli stas tanaly Hol Mk NeM973 /Catuntiinegal Cambar Situasi No 7065

o - tertanggal 30 Desambuer 1397 sefuas 8816 w2 alsy noma Bndong Pramohastuii yang tericiak di
L I R e SR R e S P e e me

E'J

Babwa meskipun ohick youg diperiond behikan tidak i Wiiayalm};a’tcla[ﬁ Notaris Soewi Snjogjo--

Moedilo Mardiikaen, St letap nsomproses A feaschul, maupon tidak teriadi penolakan autiaks

O;Eh Pih‘ﬂ'\ Ngiaﬁsv,--“,.ﬂ.,“w--w,...m, kR e i e 7 e W A g B i e s
1

3. Babwa pada soal penandatanganen AJR tersebut diiadapon Sajogje Moedio Mardiikeen, SH

tidak menghaditkun sertifkal a5t sl twrschut hasva dengan foto copy sertifikat, Karena

sepsifikat ash tersebut dijpngnkan O bank BUA v ermeemnns e mm e v -
1. Kemudinn Blanko AJB yinp difss oleh Mewrds Soomi sajopt Moedito Muditkoen, SH tanpa

seijin Ny, Undong Pransgstuis Owroyo ol diseralikas kepods Notuwris Salistiyah Sudarmadi,

Sit selaku noorics PEAT Sl0Im . seeransurcvmn sommscnunmvant auene wunsmus s wan - .

s, Babvwn perbuaan tersebot fdak ditutak oleh Notaels Sulistiyal: Sudarsindi, SH bakan dilanjutkan

untuk HIPIOSES, wnvmmammrsmmse smmen s ot 2 S S e e
6, ARts Jual Belk Nel G2/AHEpId 1953 tersebut dalam proses’ pembtitannya tidak memenuhi unsur-

unsur suhays Pembuaton suntu Akta Jug! Beli sebagai syafet mulluk proses jund beli woramdnp

Self Regulation..., J. Bilal Tadjoedin, FH Ul, 2009
%



Tanah Bf:z:dn yang iunén!\ Berperak (mronerend Geederer) tersebut SerttDkat Hak Milik

N, ‘}?Ei’{lzﬂurhm%azi A T 4 T R i T - . -

7. Bahwa ketiko Pembuatan Akt .h.a et (AJB} Tanah yang difakukan i Notais/PPAT Sulistiyah
Sudarmad, SF para pilak Gdak dihedirkam etapi pus-pur a fkasakan datang, menglindop kepada
Rous/PPAT Sulistiyal Swlarmudi, SH {(Kebohongan aid!'ﬂzf}; pembaiiin Motarigle Aclel-v-ar—w-

8. Babwa dengar demikian maka akibatrya kertka Panboatn Akt ol Beli M 0WAIR/Dph/1993
lersebat sama whali Gdiok dibdcakan oleh Netaris dau PPAT Sotistiyah Sudarmadi, SH
TR PO PIHIK oo s e e i i e i = i

9. Dalivs pada saant Jual Deli dilsndepun Nowds ot PPAT Sulistiyal Sudmsaady, ST jug anclwmya
tidok diserinkan Suifikat Ash Mo 99 Cawnmggal, Rarems sorlilil a1 aslinyn posisi atau
keberaduannys teenyaln masth dijaminkan statusaya scbapai Apwnah Keedit dif Bank BCA
terschul, Hal ini melanggar peraiuein Pomerigah Mo, E0 s e s s e i e snmn e s -

0. Phthwa Stall Notiris atau PPAYT Suflistneah Sadarmadi, S yoailu sukai Vulmzz! {yang menjud i

saksi dajam Akta Jusl Beli) zclnh menyaiwkon deagan polos pengakuannya dimuka persidangan
Penpadilan Tata Usilia Nf_g;lr‘\ \‘o 67/ A/ DA TUNY K dengan muemberikan keterangan
dibuwah sumpah  dimuka p{:rwiﬁn@,w balnvn disinya “pue-pura menyuksikan weriadinya
pumzuiaimbailan Jug fichi Iu?.‘ad}i t (bt putsesan PTUN Bl 40-41)7 commvmass commvimssvmsnmsi s aime e

s, i1, Babwa Ak Jus] Bell forscbut adafab diandniangan mada tangual |1 Aprdl 1993, berbeda
dengan awal akia yany dischutken tertsngpal T Apal 1993 @ dinyn mengisarkan tangga! (o
detereny. Vial ini daput diceemat atmy diperiksa dalma AR Jund 3ell {AJS) pada materai
Rp 000, yang sangat jolas terlibal diandaiangaei ofch periual soggel 11 Aprif bukan | April
0 x PR e .. A SR OB W oo
12, Babowa i Pubuoatan Jual Bell terschor, didak permah wifsidi Pesbiaim Pemtbayaran Tunad,
dimana jazitnnyn Penjual meoyerabkan barang dan scrompoak denpan itw pula Pembel
menyerahkan pcmb‘iy;{mu wg (topt nyasinga s{.;:u:'rpm Penjund tidak pernah mencrima
Pczub‘zycml uang tersebut=NIFL )y Acinya tidak ala wujud Pz:mimyar:u uang, schingga I’énjuai
sepeserpaadiduk perinh merasring unny Bagtl POrjundan, somsemmom o cme cvscn in e n, cmscn st cm s aois i e
13. Babwa anchaya selain dibuatkan Ak Jual Beli No O7/AJB/Dpi/1793, juge telah sekrligus
kenapd dapat seketiks thr ditercbitkan puln Akta Kesa ;’atﬁiing Hipouik padda tangpal yeng soma,
ynity tanpeal 1 Apnl 1993 (}fﬁzz'g dibunt ofeh Neotaris Soemi Sajogjo Moedite Marditkoen, SH).
Paduhal kepyatomanys Sertifikat Tansh f%_sli masih beradw/difmninken di Bank BCA scbng&i‘
Aguntes kraadiy C\f’ Woliten yang puimusannyg sijn barn dilakuiown oleh CV Wonddntex pudn

- N
te.nggal 5 Februari 1796~ - - -
L f F] ‘ .
3 L] *
: ot 5
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4. Bahwa terpyata datam Pembuatan Ak diimia;mn Naotoris atau PPAT tersebat adalah mengarang
belaka {posxeren van gon aele, verliplon oeeeere oo S — A b e
i3, Bahwa saksi Yolimd scmoai dengan pengakennnya dimuka sidang FTUN menyatakan babswa
dirinya sebonarnya Spura-purs mendampingi paa pibak™ {Boktd Peeusan PTUN hald0-41), Hal
i nwerupakan  ctas  pelanggaran Hekum {0 Pecbuatan  pura-pura=fictieve

handeling/selinhandeling),-s-—mewenmemue Y T A i e e mrwasna —-

¥6. Dainva scharudnya Notrls Sulistiyah Sudarmadi, SH harus wenolak Pembuatan Akta Jual Bel
No.OVAIB/Dpk/1993 tonggal 1 April 1993 karcna Akta tersebut bortentangan dengan Instruksi
Kepala Daerab Istimewn Yogyalurta anlfl B9BIHAI?S terfanggal § Maret 1975 tentang ™
Penyeragaman Pelicy Pamnberian riak stas Tannh Repada scorang WK Non Pribumi™ ceverwessecun
Demikian surat pengaduan i, dungan surai Pengmduan ing ;zu‘%a kami memohan agar bapak-
hapakfibu torhognat sudi memanggil agar diminte keleranganny naupun pertanggungjavabannya
as kerugian yang ksmi alami sesuzi dengan sumpoh fabudan ying ielsh dinrapkan Motaris PPAT
T S LRl #am oo ot it ettt 0 02 £t ek 3 S e

Hormat kam,

: : Ted

- Ny.Bading Pramubasiuti Ootaye)
Y ang ditirima oleh Mudchy £’1:r%ge:w:':; Oncrah Nolasts Kabupaten Sicnan tasggal 23 Oktober 2007~

,sclanj;'iznya distbul sebapal Pelapor s st e
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- Bahwa pelapor Sereaim Hadi Gourwan menghidap Motaris Soemi Sajogio Maoetito Mardjikeen,--
St yang burkedudukan di koddya Yogyakorin sniuk membuat f\xta‘j;;a‘l‘ sz:fi, m;s Taogh Hak-mwe=u-
Milik No.M972/Caturtumggal No 7365 tcna;ag:g;ii 30 Desember 1997 seluas 8810 m2 atas pama---
Endang E’z‘srz;uﬁas:mi yang terleiak di Kabupaten Sleman-eemvasereen : wans

- Galwen walnumen objek yang diperjoni befikan tidak diwitayah Sic;mzﬁ , ndmun Motaris Sotmiemems
* ; - * I3 4 - - »
Snjogio Mocdito Mardjikoen, SH tetap memprascs Akta Jual Bali terscbut pada bulen April shun-
; A .
1993 dan mamihta Motaris Sulistiveh Sudarmadi, ST selakuw n a6l Swinan intuk menibuyatee «

H
AJB nya (blanko AJB.terscbut sudab diisiddibuat Noties Soemi Sajogje Mnaedito Marciikoen, $H)

.
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- Netaris Zulistiyal Sudormiadi, SH sudab mengeiabui hial tersebut topt Gdak menolak babikaneseeeas
- '

zz’zﬁlangizd(‘r\h PIOSCE- PrOSCS Ierebul meee v s s - = -
‘Bahwa dalam proses pcg;;b*ufzzazz”.fkkta Jedd Beli No 1778 1B/GPK/ 1993 Endang Pramuhastuti-ees---
COctojo menpndatongani blanko yang belum diisi nggal 11 Aeell 1993 berbeda dengsit awal akta--
yany df&i:i}zz;.knn pada.tanggal | Aol 1993, sedangkan suwni My. Badang Pramubastuti Oclojo-—--
menandatangani akla Jual Beli tersebut beberapa hach kemudianve---

1 .
- Pelapor menitai bahwa pembuatan Akia Joal Beli Vanah 07/AJB/Dpki 1993 wnggal L Apri! 1993----

tidak sah karesa tidak memenuhi unsure taswr dalam pembuatan Akea Jual Beff wwws -

- Balwwa pelapor merasa kecews karena teiah diragikan sleh terkper. -
| &

- Bahwa dalam lapdsan tersebut, pelapor melanpirkan berkas Akia Jual Beli dan Akta Pembebanan

Jipotik tersebut diatas terfanpir dalam Bonity Acarn ind don pernyatasa diri Notwri. Ny, Soemi

Sajopio Mecdit Mardjikoen, SHLeemmme comen e sineas PP S T—

- trabwa dalam pzmiai’waannya sehapaimand tersehbut distas, pulipe. aohondindak lrnjut darte---—ew-

pengaduannya agar Maiclis Penglwas Jaeral Notards Sleman dapat sembanty agar hal tersebute«

Jupat di selesaikan dengan baik tmna mzrugikan salah cati plhak.o--eee-- - e
- b sebebune sidang difakanmakan, Majehis Peagiovas Daerah Notaris kabe paten Slemay pada-- -
trgpat 22 November 2007 telal memsbemtuk Majelix Pemriksa Dacrad ymyg beraagpotakan Jaes
o {tigad orang dan | (sata} Sckedards, masmp-masing e« - "o -
. ' F
L Br. NURHASAN ISMAILSH. Msi {sebagai ketuaj
2. HITAPRANA, SH - {sebagai anggota)
3. SUNARYO, SH.CN ” ‘ (scbagai anggota)
4, Hj. STTH ISTIQARDN, BCIP.SH : (schagai sekertaris)
- ffahwa pada Majelis Pemeriksn Dacrall pada nggal 01 Maret 2008 telih muolaksanakiti--ce-=ezeven

pemanggilan terhadap pelapor dan terfapor tituk menghadin s%éiug vang akan dilaksanakan pada-

ranggat 68 Maret 2008 pukul 0900 W3 beriempat di Fakuitas Mukum UGM g g,z.dung 1v M. Sosio-
Juxticia Bulaksumur, L A AT b s e e S 8 R 2 2 kg e e

s TENTANG JALANNYA PEMERTKSAANwreneon cmmesmsinmsmcs smmemmwmn
- Sidong {i;mtzlm pukul #9.25 WiB, Ketua Majelis meminta sekertaris untuk mempuersitakan pelapor
dan teriapor mcmasukt UL széqng.m«:M:--MW-“M---m_-..t,.x,.,..-m - woan S

- Ketua Majelis smembuka sidang dun menyatakan sidanyg tetutup untuk umum sesaai dengan-ssesw
ketenduan-- pasal 23, - -

-

e

Self Regulatjon..., J. Bilal Tadjoedin, FH Ul, 2009



it
e rorow

- Kewa Majelis meyjetaskan | egada pelapor dan terlapor babwa alas pengaduan dan [aporan dari----
peinpor atas pensbuaian AL Jual ek Kt MPD Notris Kabypaten Sfenmun membirikan -e—e-u.
kuswerngan kepada Majehis Pemwrika Duesal untok memerilse alau renyidangkan lnpora wiae-
pengaduan pelopor dan menyinpulkan fakla-fakin berkonaan dongan surot peagadaan dasi pelapor
kepada MPW Notars Propiingl DIN e v cosnnra s tsminosis sanm oo n s i i e i
Retelall Kewa Majelis msenyampiikan penjelasan maka dilanjutinn Tanva jawab  Ieh Miajelis baik
kepada pelapor matp.an kepuda eriapor yang intisarinya scbagai berikul e oo immr sememnsns o e

~ e e wememesrmemmen emeeneeemn PERTANVAAN dari Kotua Mujelisioorormrs s s s cmne o

- Saudara pelapor, sebefum Majelis meminta tangzapan dari saudara terlapor, apakah ssudara masil-
porle untuk menambah ke zrangan alaw memperjalas Surad Pongaduannyy i LaporannyaT-seeeex

a ~-»-«»-»;-«-»«-‘-—«-»--»-—w»-«--»-«w----w.iA\VABAN Gl el oo s mmmuram s m e s mamn i n i e e

- Swddah say# teranpkan secark fertihig | namsiin dAfm yang ook S;If\-’:; ulinng lagd skap xaya faeik Jagie.-
seenrn poris besar. Balnva kronolop ey sehagat ln:r?%mt:~-«~‘~-~-:’-m~-m-~-«~'-=~-«-«-wm-»--»-u-»-»-»-
Suya bersama patner perusabean diminta untuk datang <¢ Neatds. Scbemlnys darl nwal Kigae e
mamhat suate Peglaniten karena Perusahaan merupi aya schagal pemilik tanab vang disewa olch
perusahaan ite sekaligus sebagai peICLing sabany, stva diminia mepinmin kalsy datam hitunge--
hitungan tornynta ada kerupian siys may meashagar diri sebagiun saharg say untuk swnuipeee——-
kerugion itu untuk menjamin Serifikat ;:;;;; tipogang. Wakte da kami bertengkor ramal, g8ayfi-seee
tidak mau seperti init toht beluwn ada hitung-Litungan, Saya bedanii ks {av perusahaan jtu rugi saya-
akan menjual asct sebagien untuk mzpetup Rerogian tersebut sebesa, sahan saya. Kalow andaenene
beli tidak apa aahi'saia masih ada sisa uang wakts it saya @wvarkan seperti itu, Seletah itu Hoo--

Wang Kang {patner’, memnta untek membaat pejangion Jual Beli spya, Ny, Endang Pramuhastuti-
Oretafo Udak mau, namun akbirnya Ny, Endadg mar melebsanakaa Perjoniion Jual | oli karena--ove
)
porcaya kepada Hoo Wing Kang dan Ny, Endang titip tnda tangan pada blanko koseng tenggal 1}
Speil 1997, pada saal itu s Ry, Endang fdak s selong beberapa hard kemadinn suaniinyme.—
(Oetoyo) Wnda tangas, puda saat itu Ny. Bndang Belum menerima peinbayaran Sama sekaliom e
!’inhw;: pada tabun 2004 Scwa Pecusahaan babis. tanpa supengetabuan Ny, Endang swiah dibalik---
nanta dan seiclah di cek S BPN Tan.b sudab beralih padahal soat itu Sertitikat di BCA dininjam--
oleh perusahann-Tenun, Peraschaan belum dibubarkan dan belum ada perhitungan keragian, cwesws
e e s’ PERTANYAAN dari Ketus Majelis:
.

Saudara Tedlapor, tentunva ibe sudah meacriina dap memahami f”a’ngaduan atas Pelangparnsiom v

<ittam Akt Jusl Beli Tanob soria telah mendengar tarmbanan keterangan dart Pelapor, sekerang-~—

0 T Tl T

Lagaimena Jawaban dan Tanggapan saudara Terlapor mengenai pengeduan tersebut?

i 5 L]
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ke s 2 wmanmn JAWARAN dari TEPTAPD I n moms st e m i o

. Bahwa sebomrasa sayn sdahsh Korban dari polaku-peiaka. Bubnen banor poda tanggal 1 April 1993
sy dibubungl via Tel spun Oleh b Socmi, dimint hantoaniyn wituk me gosabkan Akta Juitlee
Beli. Soya meminta para pilak baik Penjual maupun Pembelt datany kekantor saya di i Magelarg
Km 7 Nomor 241 Sfoman, tetapi baik Penjual manpun Pembeli tidak bisa datang dengan alasan----
sibut: Ny.Sotmi kemudian manini saya veiuk dating kcknnimnya’ dan baru bisa datang setelshrwn-
menyelesaikan pekeyjann kandor sava Ic‘ricbiiz Ao - cemee s —— s e -
Ratwa prda saat sayn datang di Kantas Ny, Socmi iernyata baik piliak Penjual maupun Pembelicme..
sudah li{ia*k ads, Ny, Soomi menctangkan kapade saya kalae samua berkas Jual Delinya sudah »vee
beres baik mengena pengeiikan datn dajam Akinnya manpun Pembacaan Akla Jual Béiinya dan. -~
semtanya felih- sesual denga 1 kehendak par pihnk, Kenam semua tte biss egindi karena 1aso--e-—
segin saya kepada befiag akhifmya sevn memctinhi permingann M Soomt untuk inengesnhkan Ak
Juat Beli iaciiatz—«-v‘-~—',~—v-ﬁ-mm-»w—m-w«u-'-»w-»-«-vm-*-- e e e e e
Bahwa proses balik nama Scitifikat Vanahnya diketor pertanal an Rabupaten Slewsn divtus olehe-
Ny. S:}caz}i dan : 198 kegadinn ind sayn mens balied ARt saya dipermainRin - cces e s vecen s cues

wrrt v e s PIRT ANY AAN dari Kefin Muielisimmremaras

a

- Bagnimana pevistiwz Ny, Sulistiyab dimiite oich Ny, Soemi unluk mambaatkan Akt Jual Beli--—

L o T o A

apnkals sepenuhinga s,igé::iz EETSE 2l udih DU uIga P o s iem i st s e b

- 5 cneren ~JAWABAN dari Terkpor---- e

- S ok i};}k_”vm*‘-xm“-m.\-w-_,.-«-“-.._” R, L S S . N, .. oen

snmmemarnmns mimasemmemmns s wemeseomns PR T ANY A AN divi Ketua Vijelisieeem corons

-

« Setckib terisi bagalmana proses selinjutaya Akto iw dibawa pudang atao hwa dikantor Ny -seceen

Pk al

Sulistiyah. Ialu dimyang pemandafanganan ARl GTEEuRA D orvm v o ot e e s

S NI RIS 0+, S, 1575 > 5 ¥ .\ 2P LR (rﬁl’!ilpili” Ik W A b BB i B

- Retell ARt esebi s 1 AR di sava iava pking Sokontvr sy uetah disuslatangani a.eh
sk dan ofolt sy din I donfrvmr e s e s e e ———
J T '-«--.n»-m.“.-.--«-m-w,.l, il:z, T.’\N‘(ﬁ ‘&N g‘ﬁ f; i{ e ]Wﬂj(’}i};h..m.u-.;-..n»»-.«...-u..*..;--a-.-»-»-w“....;,—-«u...

Netika My, Sofstiyah ke kantoe Ny, Soemi, apakab asasib o pibakesthal o siksie-sak8reveenen

. . N L-JAWABAN do Terlapor -
- Fiduk wda puk, seoug sadoh pulang don Gdak Bisa keten -
- pomnmammenrmamemnne s PERTANY A AN ditri Ketua Mujefisi---

Sayz minta penegasan dari Ny. Sutiptiyah bahwa apakab betel Akea ity dibocaknn kepada para--ee«
pihak? . -
i

[,

A T R T s

-y —

T e

i ]

i

6
. . B
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wvm s g = oy omo o sownes e n SAVEARAN davd T arlnporeeemesen s camnsen
!

Suedsh, Pk e e i e b tem P -

e

e ememartinmnn e PER TATNY AA H dari Anppaty Maujelis (Sunarye, STLCN e rmses s oen

H

Apakabehosar Ny, Endang snenghadap. Noswris Ny, Soemi don dising ada 2 (Uin) vorsioameremasseonn

penandatnganan Akia Jual Beli mopggei T odan 11 bagaimana iangge Aan saudara e veemcecrmveimme oae

i
sar e e en- SAWA BAN diard Terlapor e e e

i

- Betu! nak, saya tanda fangan bianko dalam keadann helum teesi taagpal 11 April 1993 untuk

e

T e R
Do ememen e FERTANY AAN dari Anggota Majelis (Sunavyn, SH,UNY e mmvmmeaian e
« Pada saat menghadap Hotaris Ny, Sceinl apakah adn nial Ny. Endang entuk menjnat anahaya?e-oe-
+ e s i b e ke £ WY B;XN T T T T ] e S TSR
- Uicdok ada pek, kirena saya sudah pereaytt paks Hoo Wang Kang baba jua beli tGidak akan tegjadi--
e =ayn Lok e o el poii iyl e o oo e e e e e e i ¢ b e

¢ mewsrsmamene e PERTAMY AAMN duri Anggeta Majclis (Sunaryo, SIL,CH) v ocvvimin wavmimene

- Apakab pada saac ’f.“;‘.‘!!i'iii{fii{ilﬂgimaf'hfitt‘fi’”t pidPeniuud dak PONBCH e rmmsm yams me s e e ey

A 1 B e 8 B 2 8 ,,.E.JA’\VA BAN duri ] FE T T

Yidok pak, yang ada han ga saya Gittp wnda Dogas dun Moo Wang Kang (papanyas Mermawan Dodi-

-

Xuntoso}, uami saya pads st ity fugs GdaR ada- e emee e e cnes e
B e voimnen seemmaeene DERTANYAAN dnri Auggota Mujclis (Sunaryo, SHL,CN} ~veeve st
=~ Ny. Endang tidak beraiat untsk menjurd rmal tapl kenapa My . Endang mau menandatangani Akta--

S B e A o e e e T M T

B ] Y B s
r e s v s o e namemeen s A WA BAN thari Polapor-c o cnnrmmncssmennn s s maivsms ms s mmein
« Karena sayn percayn pada Hoo Wang k'u‘g bithivn Juad Delf tidak akan dilaksanakan i janjin aee--
tiou Wang- Kang’ dan snya bz:rpsku- baisws Notarisnyn Ny, Souni bikan wewenangnya Kalaey nantl
b an diiaksanekan Jual Bel pasii saya dipangail doo saya winta pembayaran it yang ada dalas-—
pewikinig sayn, Senifikatnys masih 4i BOA difominkans T Mityard pak yang mreminjamkan say,-.
s g gt dan yong becgenaR oo Waeg Kung foeenas stidah ko baik dengan pilag -enes

[

B A0," -\ +wmrer o et s s o B 8 R e 5 et 5 et e e e e e

rormarerveammeseveeme PERTANY AAN dari Angrots Majelic (Sunaryo, $3.,CN) st exmannen e

- A pakah Ny, Endang pernsh menginformasikun kepada Ny. Soemi bahwa Sertifiknt D m et

A A e e 0 e

dipinjumkan atsu dijaminkan B BOA T v samcmm i

ATt T A Y R A W IA\*A{;AN ;!;;n L I

nnnnn -

i ok inhu T J..““, ............ e i

3
]
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) .
----------------------- PERTANYAAN dorl Anggotn Mujelis {Suzfzuyo, SHLLLNG cemmm s nmwassm e
- Apakaly sertifiknt minah diserabkan kepada Ny, Subistiyah {teriasor) e s e st o e s
S e JAWABAM Q0] Pl s mmomesmnmsans svecammmms seanmcnemmsn s mmmes om sn
Thanya fokopy Sertifikan yonp diserabbon ko Ny, Sudistiysh £roelaporeeaeey vemammvamm e nas
canmmmrmmtuns v o= P, FTANY AAN dari Angeota Majelis (Sunaryo, S11L,CN) - -
- Apakal ibu Endong {pelapor) sadar bihwa titip nda tangan pada blanko kosony sangst berisiko?-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ JAYWABAN ditt] Dol o emshecom e sse st o i s o=
- Riya peronys saia Kutanya hanya sebaeai janinan (dak joutl boliasewesnareees g m e i
o emnan s e PERTTANYAAN %!m‘i Angeota dlajedis (Sunaryo, SHo ONY covmermes o o
- Bagaimara iby Endang (pelapor) memberitabu suam’ tha saat diminta datang ke kantor Notarige-m-
My Macdito Mardjikosn entuk dimintal tanda Gugan?e— s

----------------------------------------- JAWABAN dari Pelapar- s emrmmnnas e masar ~
- Saya minta di tanda angae siga kaen baisyn sch:lg:;ij:zm‘zmn;ﬂ ~~~~~~~~~~ i i o R A

wrswmar wemnnn wesene PRI ANYAAN dori Anggots Majelis (Samuryn SILIN oo e e s
« Kenapa pelapor g mempersastishbian seharong setelah peristiwanya tedad) § pulnd tshun yang

F L 2 im0 B 1 2 A T 1 R R B it e

- tlarena says barg engelahuinys pada i 200 s mmmr s e et v i m e i o s i 2 4 e
e e eeee PERITANYAAN dart Angeofs dajelis (Sunaryo, SHL,UN} wevesvimmamm o me e
- Apakah bu Sulls {terispor) tidak beruseha mepgklarifitast kembali kepada para pihak techadap-—w—-

Akta Jual Beli yang ibu sahkanZrers e ovmnersesarmmoann A wa en s n aBne
SN SOV .5 JAWABAN i Terlapors e cetse e v ssvass
" - Saya sudah berusaha zet:;pi by Segmii Moedito Mardjikocn nengataken mercka gibukoe-seeemecorn
wsmnnesvmsnsvesn e PERTANYAAN dari Anggotn Majolis (Sonaeve, STLONJ commmracmmvmrmien -
- Sebagai PPAT apakah ibu memsa aman mensyahkan Akta Jual Beli tanpa melihat sertifikat asti?—
---------------------- —wmmvmennmseonvemne s SAVYABAN i Torli o o vt e cem i e cimmn
- Sy sudih memyakns pada 1hu Soemi Moedie Mardjikoon sertifikat asfinys, nenpatakan babiwa
tidak ads musylaherermc e grmmsem e s e bR b e A e e e e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PERTANYAAN dari Apgrota Majelis (Sunaryo, SHL,CR} «vvmvrrvesnmmvsmmanne
- Apakuh aiotopy serilikat okt catatan pcz;air;bnmm padi Bank BOAZ % coreainn
erareFAWABAN eri Tertapiopeemseomsocemn-
~ Pada mﬁﬁp}f serlifikut f&dn’i‘. acdis CALHAD PEIIBRBANL e m s amms weme e com e annn
, - . S )
* i
) ; ; ‘ ;
' - 8
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wermn e inemne s PERTANY AAN duri Anggota Mafells (Sunarye, BHLGCI) vommeommvmemcaevanen
~ Karoms piiak Gdak ivenghadup peda ibu Sulis (odapory Bapaimana iy membert v pada jarye—

sakst untulomenand: [ilng;it%i; ARGE s TR SR8 7 e v et e et e
------------------- prmemrin resnamnsanmaner S A WAL AN dari B Y ]
- Loarenn seirua sawsi vldaly pogawoat XKantar says maka seperdd biasanyn mereka monand yoangan j--m—-

AKLD SDRRAE SAKE -wmanm cm e amsism sme s o i s A i DS ——

- Domikinn BURITA ACARA PEMERIKSAAN ini dibuat pada hari sohie tanggal 08 Maret~
2008 oi~h kami Majelis Pomeriksa Daerah Notanis Kabupatea Sloman, ser—e oo smmenvvas v anvmsumsmen

H
%

Sekerlaris ) Ketua,
’/ Ry
V’ﬂ : ~
! \:.-’- “x3 ’
"/ x ,*4!\‘\'.-“ _ -5{7 ‘\J;}?hw‘v .
b1, Sﬁ'? ITIQARGH, S0t A DeNushasan Jsmadl, SH., Msi
‘ . s
«»*m‘.-:‘z‘a‘»“"
"‘. : . :
¥
: ]
i
¥
i
- ' -x% .
’ j
1
! 9 ¢
f

Self Regulation..., J. Bilal Tadjoedin, FH Ul, 2009



Itk nat

AR
MAIELIS PENCAWAS DAERAH NOTARIS

DAERAM KOTA YOGYAKARTA

i

Yog ‘akarta, 24 April 2008

Momer ¢ 33 MED7 V] 2008
Lamg ;5 {lima) berkes

Kepada Yih:
KETUA MAJELIS PENG \WAS WILAYAH NOTARIS

PROPINS] DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
di Yoyyakarta

Dengan hormat,
Hal : Perwamogian Bedla Acara Pemedksaan

Sehubungan cengan felsh dilaksanskannya Sidang Maielis Pengawas Daerah idotaris

Kotamadys Yngyekaria pada tangyat 17 Apnt 2008 di Yogyakania, dengan Pelapor aias nama
ENDANG PRAMUHABTU™ OETOYO, maka dengan ini kami sampaiken aiinan Bonla Acars

Femesiksaan dimaksud.

Demikian sural Kami, alas perhalinnya diucapien ledma kasih,

AACHROAUZ IBNU PAMUNGKAS, SH
A MPD KOTA YOGYAKARTA

'embusan disampaikan kepada Yih

i. Ketun Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jekenix:
£ Ketun Pengums Deewah INI Kota Yo gyakarny,
3. Pelepor;

4. Terlapor;

Self Regulation..., J. Bilal Tadjoedin, FH Ul, 2009
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srziani b £% UL AAES rz&LViﬁi(iKSAAN
No: 01/BAP/MPD/2003

Majelis Pengawas Daerah Motaris Kolamadya Yogyakarta, bersidang di Meeting Ruom
Magisier Kenotariatan Fakulias Hukum Universitas Gudjah ¥auda Yogyakarta, Pukul
14.00 WIB (Empatbelas Waktw Indonesia Bagian Bara } dalam perkara pengaduan atan

laporan dan: -

Nama ' EHOAMNG PRAMUHASTUTI OETOYO

P s -

Pekorjaan : Swasta
Alamat - JL Amertn Vil No.b, Jombor Selatan, Sleman Yogvaiarta

Sehagaimana tertuang dalam suminya yang selengkapnya berbunyi sebagai berdkut-mee

!
[*arihal: Pengaduan Yogyakarta, 23 Oktober 2{)9é
LY
Kepada Yih
Majelis Pengawas Dacrah Yozyakaria
Husian MNotars Indonesia
DI YOGYAKARTA

Plengar HOmmak e e s o o o e i e - s
Bersama sutat ini, saya Endang Pramchasieti QCetoyo alamat Ji. Ameria ' Nog,

lombeor Selatap, Sleman Yogyvakarta, Iogio melaporkan masalah yang saya hadapl vang

dilakukan oleh okmum Notaris Ny. Socmi Sajogie Moeedite Mardjikoen, SHoveremmacnemnn
Adapun masalah tersebutberawal sebagat bertkutamm—rmwrean-ve L E e

[. Notaris Soerai Sajopis Moediio Marditkoen, SH, sebapai Notaris Keodya
Yopyakarta teizh membuat AJB atas tanah Hak Milik No. M 972/Caturiunggal
Gainbar Situasi No. 706$ tertanggal 30 Desember 1997 schuas 8810 m* atas
nama Endang Pramuhastuti yang terletak di Kabupaten Sleman - —m - swmemns

2. Bahwa meskipun obyek vang diperjualbeliban. tidak divilayabnya telapt Notarts
Soemi Sajogjo M edite Marditkoen, SH tetap memproses AIR terscbut, maupun
tidak terjadi penolakan mutiak dieh piliak Notars. --—--=ssaeseennen

3. Bahwa pada seal peaandatanpanan AJB tersebut diladapan Notaris Soemi
Sajogio Moedito Matdjikoen, SH tidak menghadirkan sertifikat asii tanah
ersebut hanya dengan foto copy sertifikal, warena sertifikat asli tanah torsebwt
menjadi jaminan Bank BCA. - - . .

4, Kemudian Blangke AJB yang diisi oleh Nelaris Soemt Sajogio Moadito
Mardjikoen, SH wnpa seijin Ny, Endang Pramuhastuti telab diserabkan kepada
Notaris Sulistivah Sudarnuadi, SH zelaku notanis PPAT Sleman, - evemmmmwm e -

5. Bahwa puda wakiu penandatanganun Akta Jual Bell, parn pibak tidak dapat
menuniukkan Sertifikit Hak Milik yang asli dan Ak tersebut ditndatangani
oleh para pibak tdak pada saat yang bersamaan, Nolaris Soemi Sajogie Moedito
Marditkoen, SH tidak mengetaliui proses pembaoyvaran, karena katanya aken
ditransfer [ewat bank oleh pembieli. Notaris Soemi Sajogio Moedite Mardjikoen,
8H juge menyatakan bahwa setelah aktanya jadi, ker.udian diserabkan ke
Notaris Sulistiyeh Sudarmadi, SH karcos wilayah obyek jusl belina bukan
wilayahniya, e -
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e wowiyn aeruE GlOuAtkan Ak Jual Beli No.07:AJB/Dpk/1993, nga
telah sckalipus kenapn dapat seketika itu diterhitkan pula Alda Kuasa Pasany
Hipotik No.3 pada langeal yang sama, yaitu tanggal 1 April 1993 (yang dibuat
oleh Motards Soemi Sajogio Moedito Marditkoen, SH). Padahal kenyataannya
Sertifikat Tanah Ash masih berada/ dijaminkan df Bank BCA sebagat agunan
Kredit CV Wondatex yang polunasinnyd saja baru ditakukan oich CV,
Wondotex pada tanggal 5 Februar 1996, v w—n ieatus

7. Eahwa anehnya sesumi dengan keterangan Motaris Scemt Sajogis Moedio

Mardiikoen, SH permobonan dari Bank BCA untuk membuat Axta Kuasa
Pasang Hipotek No3 adalah hanyn dilakukan melalul telepor, apekah
merupakan suate kwajaran bahwya svaty institusi memben instruksi kepada
MNotanisPPAT melaiw telepon tidak melalu surat permohonan resmi, im jelas
merupakan akal-akalsn dari Notaris Socmi Sajogjo Moedite Mardjikeen, SH
untuk rmembalik naine Sertifikat Hak Milik No. 872/ Caturtunggal alas nama Ny,
Endang Pramubastuti Orloye kepada Hermawan Budi Santoso meskipun
Motaris telah mengerti bahwa jual beli tanab tersebut hanyalah jaminun apabila
CV Wondatex rugl Ny, Endang Pramaohastuti Cetoyo bersedia/  tidak
berkeberatan untuk membayar Xemgian porusahaan tersebut sesuai denpan
progentase saham vang dimiliki diperusahasn tersebut das kerugia.. tersebut
hars sccara nyata ¢ audit oleh akwtan public vang independent (Gidak
memihak saloh satu pibak), tetapt kenyataon tanpz peesctyjuan My Endang
Prarmubastott Oetoyo blangks Akie Jual Beli tersebut dipindabkan ke Notans
Sulistiyah Sudarmadi, SH untuk mengesahkar Akia Jua! Beli tersebut, «—wvewemwer
Bahwa Akta Jua’ I3elt tersebut adaleh ditandatangani pada tanpgel 11 April
1993, berbeda dengon awal akta yeng disshuotkan bertangeal 1 April 1993
artinya mengisarkan tanggal (emef deferen). Hal ini dapat dicermati/ diperiksa
dalam Akta Jua! Beli {AJB) pada materai Rp1000,- vang sangal jelas terlihat
ditandatangam oleh pesjval inngeal 11 (sebelas) April bukan tanpee” 1 (satu)
ADD 1993 amnr e ce i s e —

Dengan ini pula kami lampirkas berkas dan pemyataan yang dibuat ojeh Notatis Soemi
Sajogio Moedite Mardjtkon, SH untuk dijadikan Ishan pertimbangan. -

Demikian surat Pengaduan kemi, dengan surat Penpaduan ini kami memobon

agar bapak-bapak/ ibw terhormat sudi memanggil agar diminta ketersngannya maupun
pertanggungiawabannya atas kerugian yanp kami alami sesuai dengan sumpah jabatan
vang telah divcapkan Notans PPAT tersebut diatag.- -

Atas perhatian serfa bantuannya saya vcapkan banyak terimakasih.

Horpal saya,

T -

Ny. Endong Pramubasiuti Quotoyo

Yang diterima oleh Mejelis Pengawas Dasrsh Kotamadyva Yopyakarta tangeal 23

Okiober 2007, selanjulnya disebut sehugal PELAPOR, v vneen _— -
LN Ll o dan ;
Nama  Soemi Sajogio Moesdito Mardiikoen, SH
Pekerjann 1 Notaris
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TENTANG DUDUKNYA PERKARA —-

Eiahwa avial terjadi Aktn Jual Beli ini, PELAPOR datang ke kantos TERLAPOR
bersama Gengan Pak HADI GUNAWAN (yang rada saat i scbagal pihak
Pembeli), bermaksud ingin melakukan Jual Beli atas wnab Hok Milik
Mo.872/ Caturtunggal, Gambar Sitvasi No.7065 teranggal 30 Desenber 15997
seluas 8.010 m' (Delapan ribu delapan Tatus sepulvh meder persegl) atas nama

Endang Pramubasteli yang terletak di Kabupaten Sleman, .
Bahwa pada saat ity PELAPOR datang hamya membawa loto copy sertifikat
saja, scdanpkon Sentifikst aslinys masib dijaminkan dF Bank e

TERLAPOR mongatnken babwa lapah lersebual berada di wilayah  leman,
sehingga dalan: pelaksar awnya harus memrakai PPAT Sleman. Nemudian Pak
Hadi Guaawsn memmite  bantesn TERLAPOR  untuk ~ bisa  membants
pelaksanaan Akia Jual Beli tersebut, kemudian TERLAPOR menyetujui dengan
menggunakan jasg Ny, Szz!iqz%yqz sehagas PPAT Slemon yang ditunjuk oleh
TERLAPOR .- e . n e
Kemudian TERLAPOR menangakan kepada PELAPOR apakah betu -betul mau
dijual-belikan, tetapi PELAPOR hanya diam saja, Pak Hadi Gunawan yang
mengaiakan iya, tetapi pembayarannya dilekukan di Bank. Pak Hadi
mengatakan bahwa akan diherikan kepada putranya yaits Bpk, Hermawan Budi
Santesa. - — —

Pada snat Jual Boli torschat budanpsung harya o omakad folo copy sertifikat
eaja, menunyt TERLAPOR hal itu adalah wajar dengan alasan bahwa seorang
debitwr yang ingin mendapatkar Kredit dart 3ank saja bisa memakai fote copy
sertifikat untuk dibawa ke Notaris sedang yang asii dibawa oleh Bank, don
meaurut TERLAPOR teliau sudab dikonfirmasi pibak Bank melalui ielepon,
Bahwa nant  setelah selesay peiaksinaan, Kiicmayﬁ di buatkan Akta Kuasa
Pasang Hipotik, s oo 57 -
Kemudian PELAPOR menandatangani 3}{13 mrss.,bai sedang,kan Pax Hadl
Gunawan yeng menandatuagant adalaly Putranya yaitu Fp. Hermawan Budi
Santoso.- - s
Bahwa menorut TERLAPOR, PELAPOR memang belum mengenal fbu
Sulistivah seleku PPAT yang dit.mjuk uiluk menangans /vkia JYual Bell torsebust,
dap blangko vang diserahkaa ke fbu Sulistiyah bukan dalam keadan. kosong
tapi sudah ada isinya, dan foto copy sestilikal ity merupakan proteksi davi bank
karens setifikat aslings mau  dijadiken faminan f Bank, dan menunst
TERLAPOR praiztek di perbanken sarpai sekarang seperti ftu,
Menurut TERLAPOR di dalama sertifikzt tidak ada catetan Hipotik jadi artinya
tanah tersebut bersih, dan kalay Bank beranl melepaskan tanah #u umieX
Peraliban Hak berarii taneh tersebut fidek dijadikan janinan, dan yang
mengetahud pastinya adalah Benk karena TERLAPOR hanya menciima order.
Dan kalaw waktu iy PELAPOR mengatakan tidak nda pembaynran dan segala
macamnys pastinya TERLAPOR udak akan melaksanakan Ak'a Jual Deb
tersebat, akan tetapi PELAPOR hanya diam saja. -

Selanjutnya PELAPOR  diberi ggg kesempatan  untek wenvampaikan

pendapatnya.
Balvwg menarut PEILAPOR tamuh tersebut milik %:aelmu sedangkan pabriknya

milik CV Wondatex, dan seperinya perusabaan temsebut merugi, hutang Pak
Rudi Gunawen pastinys berapa tidak diketahui PELAPOR, hanya saja pads sant
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ceesnmae guasipy aeifFL ui}aﬁikaﬁ
sunssial WILUK NUtaNg ke bank, Xemudian !’i“LM’(}R dan Pak Hadt Guoawan
pergi ke Kantor TERLAPOR dan minta dibuatkan Perjanjian Hutang Piuteng.
Tetapl Pak Hadi Gunawan mauvnya Jual Beli, karena belum dilakukan hitung-
hitumgan PELAPOR minta Jua! Beli tetapi tidak dilaksanakan balik nema.
PELAPOR mengatakan tidak ada pembayaran sama sekali jaui PELAPOR
beranggapan tidak mungkin bisa dibalik nama  karena Sertifikatnya masih
dijadiken jaminan di Bank olzh OV. Wondatex yang mana direkiurnya adalah
Bpk. Sigit Pramono adik dari PELAPOR . ~reemermsmmmmecnce s
Dan setelah konirak perusabaan habis PELAPOR menanyakan kepada Bpk.
Sigit Pramano tentang serulibat tersebut day apr b sudah metakukan hitung-
hitungan dengan Pak Hadi Gunawan, dan sctelah dican ternyata sertifikat
tersebit dijominkan di Swrabsya oleh Bp. Hermawan Budi Santoso g’an sudah
dibalik rama atas nama Hermewan Budi Santoso tersebul -e-mrmmeses
Kemudian PELAPQR perpt ke Bu Sulistivah unink menanyakan apa betud
sertifikatnya sudah dibalik nama, dan menurut Bu Sulistiyal hal tersebut telah
ditangani semug oieh sa.dara YERLAPOR, dan sudih dibalik nama. —e-eevasmmnaee
PELAPOR merssa hak-haknys dirugikan atas pesboatan TERLAPOR tersebut
karena PELAPOR merasa tcak/dbelum pernab ada pep bayaran sama sekali.
Bagaimana mungkin Motaris bisa melakukan Sual Beli kalau tidak ada bukii
pembayaran, apafagi sertifikat sampai dibadik nama, - k..
Menurut PELAPOR kalau scandminya pada saat i serifikat masih di tempat
TERLAPO:, PELAPOR minta dindakan rapst entwk melakukan  hitunge
hituagan, apakah PRLAPQOR ying harus nombok atau kah bagiannya v sgib ada
sisa sehinges tidak akan ads pesmasalaban seperl) It e emmms s e e aim
PELAPOR merasa bahiwa beliag juga salah kepapa mau menadatanagani Akia
Jual Beli wersebut akan tetapi PELAPCOR merasa porcaya suja kepada Pak Hadi
Guansan bahwa serufikar tevschut tidok akan dibalik namo. e cmwem ot
Menuarut PELAPOR sepuia'tﬂ Gan tempat by Suim.yah PELAPOI! benengkar
dengan suaminya sampal malzm bahkan sampai pagi. Karena tanah 1asebut
merupekan warisan keluargd PELAPOR oo

Kemudian TERLAPOR menimpalt keteranr: n PELAPOR
TERLAPOR beranguapan bahwa pade 5. | Akia lual Beb ifersebut gkan
ditandatangai oleh FELAPOR, VERLAPOR sudsh menanyakan pembaysrannya
melalaui epa? Apnkah maou Jibavar jewat Bank %orenn jumishnys besar,
kemudion TERLAP TR juga meayvampaikan bahwa seteiah Peralihan Hok skan
dibuatkan Akia Kuasa Pemasangan Hipotik, kaleu demikian itu pastikan ada
,mbnyaran karens ada pelaksanpsn balik name tidok mungien udak dan
PELAPOR juga menvetujut wakeo i~ -

Kemudion PELAPOR menunpranis

Bahwa sekurang PELAPOR man minta banmtuan kemana lag, karena Pak Hadi
Gunawan sudah meninggal sedungkon Pak Hermawan Budi Santogo tidak
mengetahui bagaimana sclacal nyahnya mendapatkan sertifikat tamb tersebnt,
Tanoh torsebut sekarang harganya sckitar 16 Milyar sedangkan PELAPOR
hanya mendapat 200 juta saja, das bal ini tidak waiar.
PELAPOR merasa putus asa karena bagaimana pestanggungjawaban PELAPORR
kepada adik-adiknya karena PELAPQOR adalah anak tertua dard 8 orang
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M., FIRDAUS IBNU PAMUNGKAS, SH ¢

B Ll L LA TL U Lt L) Pt

April 2008, telah membentuk Majelis Pc;neri_kxgi}aemh yaog beranggotakan e

1. Muhammad Firdaus Ibau Pamungkas, SH {Ketun) _
2. Dr 4. Budi Untung, 8H MM {Sekrelans)
3. Prof. Dr. Abdul Ghotur Anshori, SH. MH {Anggota)
4. Bimo Seno Sanjaya, SH {Anggota)
3. Mustafa SH MS {Anggola)
6. Dwa Haryati, SH MH - {Anggota)
7. Hariyanto, SH (Angpota)

Tlahwa Majelis Pemeriksa Daeiah pada tanggal 10 April 008 welah melakukan
pemanggilan terhadap pelapor Jan terlapor wntuk menghadin sidang yang akan
dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2008, Pukui 14.00 WIB,
herrempat d) Meeting Roon Mugisier Kenotariatan Fakuitas Hukum Universitas
Gadjah Mada Yopyekarla, e -

TENTANG JALANNYA PEMERIKSAAN
Sideng dimulai pada pulal 14.15 WIR, XKetua Majelis roeminta Sckretaris untuk
mempersilahk an PELAPOR dait TERLAPOR mepyasuki ruang sidang,---rmm--me-
Ketua Majelis terlebih dahule membaca Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik ludonesia Nomor: MOZPR.O8.10 Tanun 2004

Khususnya: W e --- - .
- Pasal 20 ayat ! dan2;

- Pasal 21 ayat | dan Z — -

- Pasal 22 ayat 1,2 dan 3 <-ermmmeonne .
~ Pasal 23 ayat 1,0, 3,4dan 5, el

- Pasal 24 ayat 1,2, 3, dan4; « i X
Ketoa Maielis miembuka sidary dan menyatakan sidang tertutug uniuh umum
stsual ketentuan Poaal 23 —— . s BT

Pelapor dan terlopor masing-masing diminlg karlu identitasna untuk dicatat
sleh sekretaris sidang. Selanjutnya Ketoa Majelis membacakan serat pengaduar,
Jari pelanor.-w-— e - o -

Setelaly Ketaa Majelis mombacakan suwat pengaduan dart oclapor maka
dilanjutki n PENDAPAT dan Anggola Majelis dan TANYA JAWADB oleh
Majelts, baik kepadn pelapos mnaupun rlapor yvang inté sarinva adalal, schagai

he;«iknf: o e e e T A Y o 2 A A

PERTANYAAN DARIANGGOTA MAJELLS -——meee

Saya seiaku ketua ingin menanyakan terlebih dahulu dari aspek legal kepada
pelapor. Pelapor mengatakan tadi babwez pelaper tahu bahwa terlapor adslah
Notaris Kota Yogyakarta, dan saudara pelaper beisedia datang ke kontor terlapor
dan ternyata akia Jual Behi wiah ditandatengani. Apaksh pelapor sadar penun
bahwa seritfikat ates tama pelapor pribadi walaupun dilam ceritanya banyak ahli
waris, tapi yang namanys Pihak odajah vang tercantuny dalam  sertifikat
Pertanyasn saya ndalah apakah waktu ilw ada penolakan dart pelapor untuk
melakukan perandatangaran? v- . -
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X L aseean niaent gy wELIUTE ERRED ARRD 1ok pdie kadan
dengan terlupor, artinya: polapor  dijenjikan oleh s orang  yang {ii;sin’f
dinyatakan sebapai pembeli, ini memang merupakan kon.ckuensi yang terjadi
snat ini. Ketika sandara terlaper mau menunjuk notans Sulistiyah i Slcz'nan
apakah memaag Jalam prakick nutaris berbeda wilayah seperti ily, artinya tidak
perly menghadap notaris yang bersangkutan dan savdara terlapyr sudan pewaya
betul dari crrita vang diberikan ofeh pelapor, saudara terlapor rengert
maksud saya? -~ - ar - - - -

iswab TERLAPOR emvanrme e R e an
- Sudsh saya jelaskan scbeluinnys, bahwa pelapor datang ko kaniyr saya gntu.’;
meldkukan penandatanganan Con dari awal sudeh saya kasih tahe sebatknya
pelapor berfemu deagan thu Sestiyab seiaku PPAT tapi wakin ttu Pal Hadi
Crunawan mengatalan haliwa T iy (0 UsegOSH mmrmrmr s s s e s e

PROF.DR ABDUL GLHIONUR, SILMH e
. Ketika diketahni pembayaran fersebul lewae Bank karena nifainya banysk,

apakah terlapor ticak menanyakag/ memberikan informesi bepada pelapor
apaksh sudeh dihayer apa belum? .

Inwab TERLAPOR - e -
- Xarena ada perintth dari Bank setclzh ada Peralihan Hak terlepor diminta
membuatkan Akta Kuasa Pasiing Hipetik dan Pak Hadi Gunawan menjanjikan

wakty itu diterapat saya. o - .
HARYANTO, 8H;

Pada wa.tu it apakab terlapor tidak cek ke Bank apakah sudab ada pembayaran

oieh pihak Bank atau belum? - - -

Aavab TERLAPOR -
- Memang saya tidak cek ke Bank, karena sudah ada perintah dari Bank minta
dibuatkan Akia Kuasa Pasang Hipotk menurut saya Bank pasti (ahu kelau ity
sudah dibayarkan, artinya ada Perahiban Hak, untul. peratihan Hak kan syaratoya

harug lunas/tunat. - -

- Perienyan saya kemuudian, pada wskin pelapor menandutangani ftu apa tidok ads
fasa ragu 4 hatl pelapor? e

Jawob PELAPOR ; - o .
Saya percaya penuh pada Notasis don Pak Hadi Gunawan, mesa iya beliav mau
menipu saya, {tu seiak saya jugn, makanya sava sudab tidak mengert bagaimapa
caranys punta bantoan g ..., Z.

VIUSTAFA, SH., MS
Saudura pelapor merasa Gduk woemperoieh bayaran ilu sudab sekion lama,
npakah pada waktu ftu seudara pelapor tdak melskukan suaty reaks? terhada
pihak yany seharusnya inembayur kepada saudara pelapor?
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e e wF R L *

- “Karena pada saat ity pekerjaan masth jalan says cuma minta hitung hiungan,
berapa hutang dan bunganya, botapa jumiahnya setefah divitung saya ada sisa
atau saya ada nombok. Tapi ak Hadi Guaawan mengatakan navi saja, dia
maunya aman karena perusahozs rmau bangkrut. Kemudian Sertifikat tessebut
diatas namakan ke anzknva Bp. Hermawan Budi santoso yang pada saat itv
masih sekolah dan tidak tahu sejarahnya darl mana ayshnya mempuerolch
sertifikat tersebut. S~ya Tanye kepan papama dayar? Kemudio 1 dia mengatokan
bihwa © thu  dalam akta kan sudah menyatakan Junas masa lidak ada
pembayaran? says bilang tidak ada pembayaran di hadapan Nolans (tidak bawa
ueng ke notrris)y siaw mn dengan Sukll teansfers dari Bank baru ditapdatangani.

1M SENO SANIAYA, GRE -
- Pada wakiu sandara pelapor keiempnt terdapor apakab Gdak adi niitan vntuk
melakukan Penlihon Mak dalam erti transaksi Jual Beli%-- -
it PELAPOR e e e e '
Sama sek.Ji tidak. . R . R
~ Jsdi enmtara wakwm ke tempot terlapor sempal ssudara pelapor tahu bahwa
tanshnya ity sudsh 425 noma orarg faio itu kapan saudar peispor tahn? --eree
Jiwaly PELAPOR [ covommmia s - . T 4 S S—

- Tahur 1993, saya pikir masth dipegang pak Hadi Gunawan, tapi Pak Hadi
(unawan sudah meninggal saya pikir titip notans, setelah itu kontrak kerjanya
terus habis, saya tanya 8 ma adik saya (Pak Sigit Prarmonn) sertifikat saya mana?
Karena saya tahunya di Bank dan seigtah saya kinim sarat temvata tanah tersehut
telah beralin hak ke Heemawan Budi Sartoss. -eree

- Tahun berapa 1bu PELAPOR?

Jawab PELAPOR ¢

~
PO L1 K YOS o W

Maksud saya kapan ibu mengetahuinya? - . N

Jawah PFELAPOR:
- Barusan, vattu t2bun 2004, iR

- Bare tabu kalau tanehnya selah dibalik 1aImaY ccese e mmmn e cm

Jawal PELAPOR: w-reenemmncremn e v - -

- 3ayx juga punya BPKB mobil yang woaktu Ho disimpan Pak  Fadi
Guriawan, dan kebetulan kita perlt: vang, jadi sava hilang ke Pak Hadi Guoawen,
bahwa saya perlu uang kethudian belizu bilany ini BPKB nya diambil saja. Suya
pikic berarti aman kareda “IPKB itu wasih ada disana, saya masih bisa
mengambil beserta sentifiRatnya tapt ternyata sudah tidak ada, wvammsmsmansame o sun
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B JLBRUDI UNTUNG, SH, MM
. Bahwa wakia saudara peleper datang ke tempat saudara terlapor niatnya
Lukan &:lam rangka transaks: jual beli, lantas apa yang didengar, ana yang
dibaca, atas yang dilihal defam akta {t? apakah saudura pelapor jupa
mengeithui bahwa tadi kalau tidak salah behsm dibayar tapi oleh saudara
rertapor telah beralih haknya, fantas yang saya tanyakan apakah ibw juga melibat
di dalam akitanys bahwa sudah terjadi transeksi dan sudsh dibayar Iunas

CEKABTIYRT mmmeimmmme oo S o S S S S s T T e
Tawady PELAPOR ¢ ~wmervmsmwmims e e e e b e 0 o k0 0 AR -
e AN A JRTBIT QK e e e b i T S

- Saudara pelapor jups elah menandatangani skia terschut dan tahwu kalau itu
sudah lunas dan ha' tersebut merupakan konsekuensi hukum, bahwa terlapor
juga mengetabui ada tendawngan lunas beranti ada porrbayaran, tidak periu
konfirmasi apa sudah dibayar upa belum dengan penandatangan itu otomatis
bahwa dianggap lunas. Dan v mungkin keteledoman savdare pelapor bahwa
transaksi betum dibayar tapi sudab dHABAARN AN ~rmrmemmms com e v v

Jawah PELAPOR: - & il T i
- Karema pada awalnya memong tdak akan raya jual pak honya dijadikan
juminan, dan Pak Ladi Hermuwan juga telah berianjt tidak akan dibalik nama,

ki “au nanti dibalik naine pasts saya 1l - =2 R

- Moruny raudara penpor disinikan  fransaksi dengan tidak balik nan, tapi

sudah dibayay Junas, kenapa QemikinnT c e e e
Jawab PELAPOR - n e o o -

- Saya peraah jual beli juga wpi herus disertal dengan kuitansi pelunasan
dan banu ditandatangan) e -

Apuakah dalam akin fn ada kelontuan bohwa perjanfian jual bell "1 bisa
besinlan nsmun fidak adr balik noma dengan kata lain apakah ada ketentuan
dalam perjanjian yvang monyatakan babwa seifikal fersebut biga dibalik nama
dengen syarat-syarat tertentu? Kerena lunas berartt konsekuensi nya balby a telzh
divayar lunss. -~ - -

Jawab PELAPOR covessmvns comursmomsmnmum e = 1 5
- Saya seharusnya diberilahu terlebih dahulu, o kesalahan saya terlalo percaya, -

M.FIRDAUS IBNU PAMUNGKAS, 511 2
- Mungkin saya hanya sedikit menegaskan bahwa saudsra pelapor sebelmnnys
sempat  berfengkar  dengan  Bapak  Oetovo, sebelum  atau  sesudah

penandatanganan akia {u? - e
Jaawan PELAPOR fememmreae s rn e e S
Sesudah penandalBREANIN, v e s o s e

- Artinga sast sefelah penendatenganan itu sudah ada orang terdekat yang
mengingatkan saudara pelapor, bararti saudara tahe konsek enst dari akta Joal
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Beii tersebut. Tidak akan berlarut-larul seandainys hal ini diseluikan pada saat
. - —

Jywabh PELAPOR (wesamimmns i s cna s s s men - - . .
- ¥Ya karcna kepercavaan o pak, setelah hitung-hitungen mengeral untung dan
rugl baru Pak Hadt Qunawan terbuka, tapl beliau sudah ambil alth duiu dengan
membaliknamakan sertifikat terschut, dan sampai sekamang tidak ada hiteng-
hitungan. ey o o

- Jadi disini saudara terlapor tidak tahu adanya hitung-hitungan tersehut? e —emwes

Jawad TERLAPOR e e e e .
- Ya tidak tahu, kalav toho soya tidok akan  imau snelaksanakin ransaksi
Jual Boli 16rSebui e o et i e s w st b st

Pr.i BUDT UNTUNG, 881, MM
- Saudars, pelapor say 1 ingin menenyakan kepada saudara pelanor, apakah savdara
pelapor sudah pernad melokukan ransaksi Jwd Boli hal somacam HuTe—v-acmeosns =

Jawab PELAVOR:
-~ Kalay semacarmm ini belum pernah, Cuma peraah tapi pembayarannya di Bank
terus nofarisnya nunggu nanti kelau sudeh Junas, bukti pembayaraans dikasih
ke notar's Kemudian baru dikasik nomcer. ... S

«  Apikah sag.zdara peiapr pads wakiu digjak ke tempat saudara terla jor tidak
mengetahui secara persts bahva saudara terlapor ity adalak notaris dani wilayah
kota Yogyakarta?eme e coven e

lawal PELAPOR:
- Saya fahu, karena itu says beranggapan nanti kalow wakte dibalik nama pasti

saya dipanggil yang kedua kalan Bank dilunasi pasti saya tahu, tapi kan setclah 3
tahun kemudtan baru dilunagi (ke = el

- Apakah  saudara pelopor  mengeialui secan persis  akibal  hukum

ditandatanganinya akia Jual Beli tersehot 7 - cvmemcemon s .
Lawab PELAPOR.
- Kalau dia {terlapor) jabat, saye kalah Saya b itu - - .

- Apakah saudara pelapor metgetahui secara persis bahwa saudara terfapor
mempunyai wilsynh hokum di Koto Yogyokaria? Don apikab snudara peispor

merasa sadar pada wakiu saat pemandatanganan akta jual b H tersebut?--oeevau- o
Juwab PELAPOR;
- Sadar pak,—- —-- e S o A e b 0

- Kalau dikatrkan sadar oleh suudera pelnpor, mengapa saudnrs pela,.or mau
menandatangan’ Akia Sual Beli tersebut vealaupun mengetahui secara persis
bahwa bahwa ~wudara teriapor tdak didalam wilayah BUKUTNYE P wen wmwmmmns mames
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Jawab PELAPDOR:

Ya itu pak, saya berbarap tidak dibalik nama. Kalau semua dig pogang sepe.rt?
itu, serapa sekerang pun BPKB mobil saya dia pegeng, itu soya pa paps. 'I‘agsx
terus i balik noma, cuma untungnya tidak dijual smna dia, dar ila saya masih
selamat insyallah, mudah-mudaban. e

kepada saudara pelapor, apz{kah saudara pelapor meng&tahui pada sp-¢ datang
ke saudosa terlapor habwa disitu tidak ada sertifikat aslite--eeene .

fawab PELAVOR:

Jawab

Jawsab

Jawab

Tidak ada. Teriapor anya memperiihatkan folocopy rya. .

Apakah saudara pelapor mengambil hutang di Bank? -

PELAPOR.

Saya tidek, pribadi saya lidak pernob ngutang sama seksfi tidak a“’a. Yang
beshubunzan denpaa Twah torsebut bukan saya. Mereka (belisu-beliau ito}
pinjam punys siya atas aama Wondatex untuk mereka jalankan perosahann, -

Kepada saudara terlapor, says mobon Konlfimasi pada ssat saudara teriapor
mengetahut gecara perais resiko bahwa disitu «la suate pengikatan bukan bereda
di Bank, apakah swudara terlapor telah melakukan pengecekan ke §.antor Badan
Pedctanahan Nagionalhe o comvuas

TERLAPOR:
Waktu {tu tidak ada pengecekun ke Kantor 3adan Pertanahan Nasiona:, karena
Sertifikat masih berada di Bank-.

Apakah saudara terlapor mengetahui secars persis bahwa akibat hukum pada
saat ditandatanganinya Alta Jual Beli {ersebut oleh para pihak?

TERLAPOR:
Ya, saya mengetahui akial hulumnyz e s scmn sam oo ea

M. FIRDAUS IBNU PAMUNGKAS, 51L:

tawab

-

Saya sekedar menambahkan kenada saudara pelapor, disini disebutka: dari apa
vang sudah disminpaikan ternyna bahwa saudara pelapor sadar bahwe saudera
pelapor measa ditipu olch pembeli, dalam hal ini (masih datam suatu
kesimpualan) apakab  saudura pelapor merass ini merupakan akal-akalan dard
sauders terlapor? Artinya sesual dengan surat faporan yong spudarn pelapor
sarapaikan kepida MPD?. -

TERLAPQOR:
Gimana yo psk, says merasa dinugikan, dan yang bisa mensngani ity ken notaris,
jadi posisi sava itu, says mau kemane kalau tidek menyalabkan voteris sems
pihak pembeli, Gimana ya, satu yang saya sesalkan kalau pada saat itu saudars
tarlapor mau membalik nama mbok waktu Hu saya dipanggil.

Sebelum ciitanjutk:.n periu diketahui bahwe Akia yang sucak ditandatangani
sauderu pelapor adalah bagian dari konsekuenst dan iu juga ada persetujuan
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suami, Tentinva dengan sadar penuh seperti yang telah disampaiakn tia}am
ceadaan sehat dan sadav tidak dalam kondisi terpaksa menandatangani dan juga
disiny  kebetwlan ada lampiran  Akta Jual Belinya. Disind tcz“ftzhs
Rp.340.500.000,- (tigaratus empat viluh juta Hmaratos Tibu Ampmh)x‘ P':xhalc
pertama mengaku telab racnerima sepcnulinya ueng terscbul diatas dari pihak

. kedus dan akta ini berdaky pulo sebagai tanc'a terima/ kwitansi yang sah. Nah ini

kan harus menjadi kesadaran penuh babwa akia tarsebut menipakan pnri%;»akta,
itw bagian dari konsckuensi, boda bila mengatakan behwa saya juga menitipkan
PR, Mungkin kalau orang jual beli mobif tanpa tanda tangan $ pezx;u’ai
kadanp-kadang sudah dijual mobilnya, orang tidek pemah menggugat, Lam
halnya dengan tansh, kareos barus didafiarkan dikantor partanaban‘ da_m
dilakukan dibadapan pejabat yang benwenang, Ini sangat berbeda. Itu yang ingin
saya sampaikan, lalu disini dischutkan bahwa Akiy Jual Beli tersebut
ditandatanagni pada tangpal 11 Apnl 1993, berbeda dungan awal akia yang
menyebutkan tanggal 1 April 993, artinya reengisarkan tanggal (anti deteren),
biza diterangkat, {btaTe—esumrmamermemsa e .

lawab PELAPOR:

Kalau itu tanggalnya memang it -s--mee—-v- - |

‘Bisa nanti karai dari MPD tunjukkean salinan, turunan akleaya karena akta ads 4,
panti saya bisa minta telong kepada thu Sulistiyah unig’s melihat ash munuia
aktanya, kalaw memang ada taaggainya 11 Apnil atan 1 Apni, ini aria 4 mari kita
cocokkan, apskah ke empinyz cocek, karena setelah saya kroscek tangpal 11
April adalah hari minggu pada hari mingsw tidak ada kantor Noteris buka. BPN
jugra tidak buka dengan sendininya Akta inf dak bisa didaftarkan - -memsowencas

Jasnl PEEAPOR:

-

»~

Tanggalnys memanig tongeal 11 waktu stu, sehab kalau tidak ssudara edapor
harusnys snenge 2k gheemevan.

Kita pada saat ini semsia-maty ipgin membantu mencar benang merah atas
yenmnasaiah ini-—

Jawab PELAPOR:

"

Tapi yang jelas tondatangan ssya dan suami saya tidek bersamaan, dun maaf
saya pemah ada kenalan (Mak la) itu jupa di Notaris Soemi, ith din jual beli trus
bayar, 1api tandatangaonya 1 jam sesudahoya saja batal pak di Pengadilan,
karena iidak bersamaan. Saya seielah beborapa hari sama suami saya e rerewaven

Baik, apakah dan aapgota majehs ada yang ingin ditanyakan?

HARYANTO, SH

-

Saya ingin menanyakan pada saudara terlapor. Apukah betul apa yang dilkatakan
oleh suudara pelapor bahwa pihak-pihak pada waktu akta tersebut dibuat tidak
dihadapan notaris dan tandatengan tidzk dalam waki yrng bersamaan?e-smoememes

Jawab TERLAPCR:

Satu hari tapi tidak bersmnsan,
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Dr.f. BUDI UNTUNG. SH., M
. Terakhir Kali apakah dari saudara pelapor ada yang ingin disampaiken/ diajukan

sesuaty kepeda MajeligPe.. s e

Jawab PELAPOR:

- Sava ity hanya monuntut hok seya yang sudah hilang, saya tidak tibu mau Iary
kemana Saya sudah ke polisi, sudah ke Pengadilan, Saya hanya mencari jalan
keluar. Jagaimanapun says tidak minta tanah saya kembali tart sava minta
civangkan, diperhitungkan, Cuma it saja. Kaloo barangkeli ada mediator yang
bisa menbanty saya ontuk Bisa menemukan pordamaran, saya sanga bersyukur,
Cuma ity saja, ferima kasih sesudahnya. -~ e e

Ketun Majelis (M.FIRDAUS IBNU PAMUNGEAS, SH)
- Apakah PELAPOR dan TERLAPOR 4da yang ingin disampaikan lagi?emenonems

Jawab TERLAPOR dan PELAPOR:
- ‘Tidak. s

- Apakah maséng-masihg- anggota Majels perlu ada yaeg ingin disampaikan
kermbali?

Jawsab dari Anggota M« jelis:
- Tidak, sudahk cukup.- i

Akhimya seteloh tidak ada lagi hal-ha! yang peds disampaikan baik oleh majelis
maupun pars pihok yaity pelapor den terlapor, maka tepat pukul 16.00 WIB sidang
Pengawas Ma'elis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Yogyskaria secara resmi
ditutup. o

Demikian berita acara pemerksaan inl dibuat pada han Kamis, 17 April 2008 oleh kani
Majelis Pemeriksa Daceah Notards Kotamadya Yogyakorta.

R

Dr. H. Budi Untung, SiL.,MM Muhammad Firdansibau Pamungkas, SH
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KQDE ETIK ROTARIS
IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I}

KODE ETIK

BABT
KETENTUAN UMUNM
Pasai 1

Dalam Kode Fiik ini yang dimaksud dengan

i.

Ikatan Notarls Indonesia disingkat LN.1 adalah Perkuinpulan/organisasi bagi pars
Notaris, berdiri semenjex tanggal 1 Juli 1908, diskui sebagai Badan Hukum
(rechtspersoon) berGasarkan Gouvernements Besluit (Penstapen Pemerintah)
tanggal 5 September 1508 Nomer 9, merupakan satu-satunya wadah pemersaty
bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan
sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal ity telah diskul dan
mendapat pengesahan darl Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman
Repubilk Indonesia pada tanggai 23 Januard 1395 Nomor €2-1022 HT.01.06.Tahun
15935, dan telsh diumumkan di dalam Berita Negara Rapublik Indonesia tangge! 7
Aprii 1555 No.28 Tambaban Nomor 1/P-1395, oleh karena itu sebagai dan
merupakan crganisasi Noteris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 30 tabun 2004 tentang Jabatan Notaris vang diundangkan dalam Lembaran
Negara Ropultdik Indonesia tahun 2004 Nomor 117,

Kode Etik Notaris dan untuk selaniutnya akan disebur Kode Fhk adalah seluruh
kaldeh moral yang ditentukan oleh Perkumpulan lkatan Notarls Indonesia yang
selanjutnys akan disebut "Ferkumpuian” be dasar keputusan Kongres Perkumpulan
dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalemn peratiren perundang-undangan
yang mengatur tentang hal itw dan yang berlakis bagi sera wajib ditazti oleh setiap
dan sernua anggota Perkumpulan dan sermu orang vang menjalankan tugas
jabatan sebagal Notarls, termasuk didalamnya para Pejabat Semertara Notaris,
Notars Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Disiplin  Organisasl adalah  kepatuhan anggote Pe-kumpulan  dalam. rangka
memenuht kewajlban-kewajiban terutama kewajiban administrasi  dan kewajiban
finansial yang telah diatuy oleh Perkumputan,

Notarls adalah setap oreng yang memangku dan menjalankan tugas jabatan
sebagal pefabat umum, sebagalinana yang dimeksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto
Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

Pengurus Fusat adalah Pengurus Perkumpuian, pade tngkat nasional yang
mempunyat tugas, Kewajiban senta kewenangan untuk mewakill dan bertindak atas
nama Perkumpuian, balk di uar maupun di muke Pengadilan.

Pengurus Witayah adalalt Pengurus Perkurmpulan pada tingkat Propinsi atau yang
setingkat dengan itu,

. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Kota atau Kabupaten.
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8. 3. Dewan Kehormatan adalah alat perdengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan
atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan
yang bertugas untuk:

melakuken pembinaan, himbingan, pengawasan, pembenchan anggota
dalam menjunjung tinggl kode etik;
=  memerlksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan
kode etik yang bersifat internal atau yeng tidek mempunyai kaitan dengan
kepentingan masyarakat secara langsung;
»  memberikan saran den pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan
pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.
b. Dewan Kehormatan Pusat adaish Dewan Kehormatsn pada tingkat rasional dan
yang bertugas untuk :
melakukan pembinaan, bimbingan, pengewasan, pembenahan anggata
dalam menjuriung tingol kode etk
»  mameriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan
- kode etk Kode Ebk danfatau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau
vang tidak merapunyai kaitan dengan kepentingan masyarakst secara
langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
»  memberkan saran dan pendapat kepada Majeli: Pengawas a@s dugasn
pelanggaran Kode Etik dast Jabatan Notaris.
- . Dewan lchormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan Sngket Wilavah yaitu
;:ada tingkat Propinsi atau vang setingkat dengan fu, yang bertugas untuk :
melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota
dalam menjunjung tinggi kode ebik;

=  memneriksa den mengambil keputusan ates dugaan pelanggaran
ketentuan kode etik Kede Etik danfatau disiplin organisasi, yang bersifat
Intemnal astau vang tidek mempunyai kaitan dengen kepentingan
masystakat secara langsung pada tingkat banding, dan dalam keadaan
tertentu padi tingkat pertama;

«  memberikan saran dan pendapat kepade Majelis Pengawas Wilayah
dan/atau Majelis Pengawas Dasrzh atas dugaan pelanggaran Kode Etik
dan Jabatan Notaris.

d. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan fingkat Daeiah, yaity
pacia tingkat Kot stay Kabupaten yang bertugas untuk ©
melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota
datam menjunjung tnggi kode etik;

" memeriksa dan mengambil keputusan atas dugsan pelanggaren
ketentuan kode etik Kode Btk dan/atau  disiplin organisasl, yang
bersifat intermal atau yvang tidak mempunyal Kaltan dengan kepentingan
masyarakat secara fangsung, pada tingkat pertama ;

a rmemberikan saran dan pendapat kepada Maiells Pengawas Daerah atas
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

9, Pelanggaran adaleh perbuatan atau tndsken yang dilaskukan oleh anggols
Perkumpuian maupun orang lain yang memangku dan menjaiankan jabatan Notaris
yang melanggar katentuan Kode Etik dan/atau disiplin orgaisast,

10, Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan ateu tindakan yang harus dilakukan
anggote Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjaiankan
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{abatan Notavis, dalam rangka menjaga dan memelibara citra serta wibawa lembaga
notariat dan menjunjung tinggi keluhuren harkat dan martabat jabaten Notaris,

11. Larangan adalah sikap, periiaku dan perbuatan atzu tndakan apapun yang tidak
boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan
menjalsnkan jabatan Notars, yang dapat menurunkan Citra serta wibaws lembaga
notariat ataupun keluhuran harkat den martabat jabatan Notarls,

12. Sanks! adaish suatu hukuman yang dimaksudkan sebagsi sarena, upaya dan alat
pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain vang
memangky dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan
disiplin organisasi.

13. £ksekus! adalah pelaksanaan sanksi yang difatubkan cler dan berdasarkan putusan
Dewan Kehormatan yeng telah mempunyal kekustan tetsp dan pastd unbuk
dijalankan,

14, Klien adalah setiap orang atau baden yang secara sendiri-sendi? atau bersama-
sama datang kepade Notars untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka
pembuatan akta serta minta jasa Rotars lainnya,

. BAB I1
. RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 2

Kode Btk ini berlaku begi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang tain yang
memangky dan menjalankan jabatan Netaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun
datam kehidupan sehari-hari.

BAS 111
KEWAJIBAN, LARANGAN LAN PENGECUALIAN
Kewaijiban
pPasal 3

Notaris dan crang fain yang memangku dan menjslankan jabatan Notads wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

Menghormati dan menjunjung tingg harkat dan martadat Jabatan Notari.

Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan,

Bertindak jujur, mandlr, tidek berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkarn
seraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notars.

Meningkatican limu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada fimu
pengetahuan hukum dan kenotariatan.

Mengutamakan pengabdlan kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
Memberikan jasa pembuatan akla dan fasa keNolarisan lainnya untuk masyarakal
yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Menctapkan eatu kantor df tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-
satunya kantor bag! Noteris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan
sehari-hart,

@ NO @ b
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9. Memasang 1 {sabu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantomya dengan
pilihan ukuran yaltu 100 ¢m x 40 cm, 150 om x 80 cm atau 200 cm x 80 ¢m , yang
memuat
a. Nama lengkap dan gelar yang sah;

b, Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkaten ¥ang terakhir sebagai
Notaris;

¢. Tempal kedudukan;

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax, Dasar papan nama berwarna putih dengan
huryf berwarna hitam dan tullsan di-awes papan nama harus jeles dan mudah
dibaca, Kecuali dl lingkungan kantor tersebut &éak dimungkinkan untuk
pemasangan papan nama dimaksud.

10, Hadir, mengikutli dan berpartisipast  aktif  dalam  setiap  kegiatan  vyang
diselenggarakan cleh Perkumpulan; menghomat, memambhi, melaksanakan setiap
dan seluruh keputusan Perkumpulan,

11. Membayer uang iuran Perkumputian Secara tertib.

12. Membayar vang duka untuk membantu abli waris teman sejawat yang meninggal
dunla.

13. Melaksanakan dan mematuhbi semua ketentuan tentang honorariur ditetapkan
Perkumpuian,

14, Menialankan jabatan Notarls terutama dalam pembaatan, pembacsan  dan
penardatanganan akta dilakukan di kantornys, kecusli karena alasan-alasan yang
sah.

15, Menciptekan suasana kekeluargaan dan kebarsamaan dalam malaksanakan tugas
jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperiakukan rekan sejawat secara
baik, saling menghormat, saling menghergal, saling membantu serta selalu
berusaha menjalin komunikast dan tali silaturahim.

16. Memperiakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status
ekonomi danfatau siatus sosialnya. :

17. Mefakukan perbuatan-perbuatan yang secara umlm disebul sebagal keweiiban
untuk ditaati dan dijaksanzkan antara lain namun tidek terbatas pade ketentusn
yang tercantum dalarm
a. Ul Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

b. Penjelasen Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang labatan
Notars;

¢ Ist Sumpah Jabatan Notaris;

d.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motaris Indenesia.

Larangar
Pasal 4

HNotaris dan orang lain yang memangku dan menjaiankan jabatan Notarls dilarang :

1. Mempunyai leblh darl 1 (satu) kentor, baik kantor cabang ataupun kantor
perwakiian,

2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Nataris/Kantor Notaris”™ di
luar lingkungan kantor. o
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3. Melakukan publikasi stau promosi dir, balk sendidl maupun secara bersama-sama,
dengan mencantumkan nama dap jabatannya, menggunakan sarana media cetak
dan/atau elektronik, galam bentuk :

a. IKan;

b. Ucapan selamat;

¢, Ucapan belasungkawa;

d. Ucapan terima Kasih;

e. Kegiatan pemasaran;

f. Kegiatan sponsor, baik dalem bidang sosial, keagamai n, maupun olah raga.

4, Bekeria sama dengan Biro jasajorang/Badan Hukwma yang pada hakekainya
bertindak sebagai perantara untuk mencart atau mendapatkan khign,

3. Menandatangani akte yung proses pembuatan minutanys ielah dipersiapkan oleh
pihiak lain.

& Mengirimkan minuta kepada idien untuk ditandatangani.

7. Berusaha atau berupaya denaan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari
Notaris lain kepadanya, balk upaya itu ditujukarn langsung kepada kiien vang
bersangkutan maupun melalut perantaraan orang lain,

8. Melakukad pemaksaan kepada Klien dengan cara menahan dokumen-dokumen vang
teiah diserahikan dan/atau melakukan tekanan psikelogis dengan maksued agar kiien
tersebut tetap membuat akta padanya.

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tdak langsung yang menjurus ke
arah mbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris,

10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh kiien dalam jumlah yang lebih
rendah dar honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan,

11, Mempekerjakan dengan sengaja orang vang masith berstatus karyawan kantor
Notaris lain @anpa perselujuan teriebih dabulu dari Notaris yang bersangkutan,

12, Merjelekkan danfetay mempersalabkan rekan Notaris etau akte yang dibuat
olehnva. Dalem hal seorang Notaris menghadapi dan/atay menemukan suaty akta
yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-
kesalahan yang serius danfatau membahayakan klien, maka Notaris tercebut walib
memberitahukan kepads rekan sejawat yang bersanghutan atas kesalshan yang
dibuatnya dengan care yang tdak bersifat menggurul, melainkan untuk mencegah
timbulnva hal-hal yang tidsk diinginkan terhadap kiien yang bersangkutan ataupun
rekan sefawat tersebist,

13, Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan
untuk melayant kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menuwyp
kemungkinan bagl Notarls lain untuk berpartisipasi,

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yeng tidak sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

15.Melakukan perbuatan-perbuatan lain  vang secara umum disebut sebaga
pelanggaran terhadap Kode Btk Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada
pelanagaran-pelanggaran terhadap :

a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomgor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris;

b. Penjelasan Pasal 19 ayvat {2} Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notarls;

¢. Isl sumpah jabatan Notarls;
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d. Hal-hal yang menunyt ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
danfatay Keputusan-keputusarn lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan
Notarls Indonesia fidak boleh ditakukan oleh anggota.

Pengecualian
Pasal5

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian ofeh karena ity ticak
termasuk pelanggaran, yaitu @

1.

2‘

Memberiken ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu
ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan
Notaris, tetapl hanya nama saja.

Pemuatan nema dan zlamat Notaris dalam buku pardduan nomor telepon, fax dan
telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom danfatau instansi-
instandan/atau lembags-lembaga resmi lainnya,

Memasang 1 {satu) tanda penurjuk jalan dengan ukuwran tidak melebhi 20 om x 50
om, dasar, berwarna putih, huruf berwama hitam, tanpa mencantumkan  nama
Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notars.

BAB IV
SANKSI
Pasai 6

. Sanksi yang dikenzkan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kods Sk

dapat berupa .

a. Teguran;

b. Peringatam;

¢. Schorsing {pemnecatan semeritara) dari Keanggotaan Perkumpulan;

d. -Onzetiing {pemuecatan) darni keanggotaan Perkumpulan;

e.’ Pemberhention dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumptian,

Penjatuhan sankshsanksl sebagalmana terural di atas terhadap anggota vang
melanggar ¥ode Etik disesualkan dengan kwantitas dan kwailtas pelanggaran vang
dilakukan ahggota tersebut,

BAB V
TATA CARA PENEGAKKAN KODE ETIK

Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 7

Pengawasan atas peleksanaan Kode Etk ltu dilakukan dengan cara sebagai berikut ¢

a.

b.

Pada tingkat pertarma oleh Pengurus Daerah Tkatan Notaris Indonesia dan Dewan
Kehormatan Daeraly;

Pada tingkot banding oieh Pengurus Wi 2ayah Tkatan Notaris Indonesia dan Dewan
Kehormatan Wilayah;

-
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¢,  Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notatis Indonesia dan Dewan

Kehormatan Pusat.
Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi
1. Alat Paticisyrapan
Pasal 8

Dewan Kehormatan merupakan alat periengkapan Perkumpulan vang berwenang
melakukan pemeriksaan atas pelanggarsn terhadap Kode Etik dan meniatubikan sanksi
kepzda pelanggémya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Pemeriksaan dan f’enj’atuhan Sanksi Pada Tingkat Pertamsa
Pasal 9

1. Apabila ada anggota yang didugs melakuken pelanggaran terhadap Kode Etik, baik
dugaan tersebut berssal dan pengetahuan Dewen Kehormatan Daerah sendid
maupun iarena laporan dar - Pengurug Daersh ataupun pihak ain kepada Dewan
Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya daiam waktu tujub (7) hart kerje
Dewwan Kehormatan Daeran wajib segera mengambll Hndakan dengan mengadakan
sidang Dewan Kehormatan Daersh untuk  membicarakan dugoan terhadap
pelanggaran ersebut.

2. Apablia menuntt hasi sideng Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang
tercantum dalam ayat (1), temvata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode
Etik, maka dalam waktu tujub {7} bari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan
Kehomatan Daerah berkewaiiban memanagil snggota vang diduga melanggar
tersebut dengan surst ltercalst astou dengan ekspedis, untuk didengar
keterarigannya dan diberi kesemnatan untui membela dird.

3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putesannya mengenai terbukdi
atau tidaknya pelanggaran kode otik serta penjetuhan sanksi terhadap pelanggarnya
(apablla terbukti), setefah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota
yang bersangkotan dalam sidang Dewan Kehormatan Deerah vang diadakan untuk
keperluan #tu, dengan perkecuglian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan
ayat (7) pasal inl.

4. Penentuan putusan tersebut delam ayat (3) diatas depat dilakuken oleh Dewan

" Kehormatan Daerah, balk dalam sidang #tu maupun dalam sidang kinnya,
sepanjang penentuan keputusan melanggar atauw Udak melangoar tersebut,
dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerla, setelah
tangga! sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar
keterangan dan/atau perabelaannya.

5. Blla dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada
pelanggaran terhadap Kode Etk, maka sidsng sekaligus menentukan sanksi
terhadap pelanggamya,

G, Dalam hal anggota yang dipanggii tidak datang atau tidak memberi kabar apapun
dalam waktu tujub (7) harl kerla setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah
akan mengulangl panggliannya sebanyak 2 (dua) kall dengan jarak waktu tujuh (7}
harl kerja, untuk setiap panggilan.
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7.

Dalam waktu twjun (7) had kerja, setelah panggilan ke tiga (3) temyate masih juga
Hidak datang atau lidak memberi kabar dengan alasan  apapun, maka Dewan
Keharmatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggeran vang
diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itv den meanentukan putusanny,,
selanjutnya secara niutatis mutandls berlaku ketentuan dalam ayat (5) don avat (6)
diatas serta avat (8}.

Terhadap sanks! pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting)
dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib
berxonsultasl terlebih dahuly dengan Pengurus Daerahnya.

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerab wajiby dikiim oleh Dewan Kehormatan
Daergh kepada anggota vang melanggar dengan surat tercatat atau dengan
ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurug
Pusat dan Dewan Keharmatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari keria,
setelah dilatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerab,

10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan

§’

Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayab berkewafiban dan mempunyal wewenang
uithuk menjalankan kewajiban serta kewenangon Dewan Kehormatan Daerah dalam
rangka perfegakan Kode Etik ateu melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan
Dewan Kehormatan Daerah kepads kewenangan Dewan Kehormatan Dserah
terdekat darl tempat kedudukan atau tempat tinggal anggots yang melanggar Kode
Btk tersebut. Hal tersebul berfaku pula apabila Dewan Kehormaten Dazerah tidak
sanggup menyealesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

3. Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding
Pasal 10 |

. Putusan yang berisl penjatuban sanksi pemecalan sementara (schorsing) atau

pemecatan {onzetting) darl keanggotaan Perkumpulan dapat dizjukan/ dimohionkan
banding kepads Dewan Kehormatan Wilayah.,

Permohonan untuk nalk banding wajib difekukan oleh anggota vang bersangkutan
dalam waktu tga puiuh (30} bari kerja, setelah tangaal penerimaan surat putusan
perdatuhan sanks! daii Dewan Kehormatan Daerah.

Permohionan nalk banding diklim dengan surat tercatat atau dikirim langsung ofeh
anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya
kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus
Daerah.

Dewan Kehonmatan Daerah dotam waktu tujuh {7) hard setelabh menerima surat
tembusan permohonan banding wallb mengirim semua salinan/foto copy berkas
pemeriksaan kepada-Dewen Kehormatan Pusat.

Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormaten Wilayah wajib
mermanggl anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam wak tujuh (7)
har kerfa, seteleh menerima permohonan tersebut. Anggola yang mengajukan
banding dipanggh untuk didengar keterangannya den diberi kesempaton untuk
membaela dirf dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah,

Dewan Kehormatan Wilayah wallb memberi putusan dalem tingkat banding rmelalul
sidangnya, dalam waktu tiga pulub -{30; nai kerja, setelah anggota yang
bersangkutan dipanggll, didengar keterangannya dan diberl kesempatan untuk
membela dirl,
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. Apablla anggota yeng dipanggi! tdak datang dan tidek memberi kabar dengan

aldsan yang sah melalul surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah,
tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di ates.

. Dewan Kehormatan Wilayah wajlb mengirim putusannya kepada anggota yang mintz

banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada
Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus’ Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus
Pusat Tkatan Notarls Indonesia Pusat, semuanya itu datam waktue tujuh (7) har
kerjo setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas
banding tersebut,

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sankst dafam tingkat pertama telah dilakukan
oleh Dewan Kehorreatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan Daerah
yang bersangkutan oelum dibentuk Dewan Kehormatan Daersh, maka keputusan
Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

4. Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Terakhir
Pasal 11

Putusan yang berist penfatuhan sanksi pemecatan sementara {(schorsing) atau
pemecatan (onzetting) darl keanggolasn Perkumpulan vang dilakukan oleh Dewan
Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakbir
kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Permohonan untuk pemeriksaan tingkat terakhir wajib ditakukan ofeh anggota yang
bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanygal penerimaan
surat putusan penjatuhan sanksi dari Dawan Kehormatan Wiayah.

Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat atau melalu
ekspedist atay oleh anggota yang bersaigauian kepada Dewan Kehormaran Pusat
dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus
Wilayah dan Pengurus Daerah,

Dewan Kehormatan Wilayeh dalam waktu tujuh (7) bar kerja, seteish menerima
surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, wajib mengirim semua
salinanffote copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat,

Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkst terakhir, Dewan Kehormatan
Pusat wajlb memanggll anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-
lambatnya delam waktu tga puluh (30) hari kerja, setelah menerima permohonan
tu, Anggota yang. mengajukan permchonan psmeriksaan tersebut, dipanggl),
didengar keterangannya dan diberl kesempatan untuk membela diri dalam sidang
Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemerisaan tngkat
terakhir melalul sidangnya, dalam waktu tiga puluh {30} hart kerja, setelsh anggota
yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberd kesempatan untuk
membela ditl.

Apablla anggota yang dipanggll Udak datang dan tidak memberi kabar dengan
slasan yang sab melalyl surat tercatat, maka sideng Dewan Kehormatan Pusat tetap
akan memberl putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.

Dewan Kehormatan Pusat wallb mengirim putusannya kepada anggota yang minta
pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat stau dengan ekspedist dan
tembusannya Repada Dewan Kehormatan Daeraby, Pengurus Cabang, Pengurus
Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu tujuh {7) ber kerla, setelah
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sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat
terakhir tersebut.

Bagian Ketiga
Eksakust Atas Sanksi-Sanks! Dalam Pelanggaran Kode Etik
Pasa)’ 12

1. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan

" Wilayah meupun vang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pugat dilaksanakan oleh
Pengurus Daersh,

2. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada
Pengurus Dasrah atas setisp kepulusan vang telah ditetapkan oleh Dewan
Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilavah danfatay Dewan Kehormatan
Pusat mengenai kasus Kode Btk berikut nama anggota vang bersanghutan,
Selanjutnys nama Notaris tersebut, kesus dan keputusan Dewan Kehormatan
Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah danfatsu Dewan Kehormatan Pusat
divmumkan dalam Media Notariat yeng terbit seielah perxataten dalam buku
anggota Perkumpulan tersebut.

8AB V1
PEMECATAN SEMENTARA
Pasat 13

Tanpa mengurangs ketentuan yang mengatur tentang prosedur atay tata cara maupun
penjatuhan sankst secara bertingkat, maka terhadap seorany saggels Perkumpulan
yany telah melanggar Undang-Undang No. 30 T=hun 2004 tentang Jabatan Notaris dan
yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan
vang telah mempunysl kekuatan hukum vang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat
sementara sebagal anggota Perkumpulan disertal usul kepada Kongres agar anggota
Perkumipulan tersebut dipecat dad anggota Perkumpulan,

BAB VII
KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT
Pasai 14

Pengenaan sankst pemecatan sementara (schorsing) demikian juga sanksi {onzetling)
maupun pemberhentian dengan tdak hormat seb2gai anggota Perkumpulan terbadap
pelancgaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di atas wajib diberitahukan cleh
Pergurus Pusat kepada Malells Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasl Manusia Republik Indonesia, X
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

1. Semua anggota Perkumpulan wafib menyesuaikan praktek maupun perilaku dalam
menjalankan jebatannya dengan ketentuch-kotentuan yeng tercantum  dalam
peraturan danfatau Kode Etik Ini.
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2. Hanya Pengurus Pusat danfatau alat perlengkapan yang lain dari Perkumpulan atau
anggots yang ditunjuk olehnye dengan cara yang dipandang baik oleh kedua
lerbaga tersebut berhak dan berwenang untuk memberikon penerangan seperiunya
kepada masyarakat tentang Kode Etik Netaris dan Dewan Kehormatan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Januari 2805

Kornisi Kode Fiik

Ketua, Sekretaris,
d d
ADRIAN DIUAINI, SH. IRWAN SANTOSA, SH.
Wakil Ketua,
ttd
ETIEF MOESASGUTIIPTQ, SH.

TIM PERUMUS KODE ETIK

R. Muhammad Hendarmawan, Sit.
DR. Muhammad Afandhi Rawawi, SH.
DR. Herien Budiong, 5.

Darwani Sid) Bakaroeddin, SH.

I Ketut Rames Iswars, S,
Henrous Subeki;, SH.

H. Abu Jusuf, SH.

Etief Moesa Sulipte, SH.

Miftachul Machsun, SH.

Syahris Sofyan, SH.

Adrisn Djuaini, SH.

Suprivanto, &M,

Irwan Santosa, SH,
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